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Tradisi Kerja

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan ini memberikan suatu kajian umum mengenai bagaimana norma sosial dan stigma dapat menjadi penyebab 
kerentanan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan menjadi halangan terhadap reintegrasi yang efektif bagi 
penyintas  di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, Indonesia. Laporan ini mengulas cara-cara bagaimana tekanan dan 
harapan sosial  yang mendorong manusia untuk bermigrasi dan meningkatkan risiko perdagangan orang dan eksploitasi, 
khususnya perempuan. Perlu dicatat bahwa fase pengumpulan data hanya mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan 
para migran perempuan yang telah pulang (returnees). Hal ini mencakup tujuh wawancara secara langsung dengan para 
purna migran perempuan, disamping wawancara dengan para anggota keluarga para purna migran perempuan lain, beserta 
beberapa anggota masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini membangun pemahaman mengenai bagaimana peran yang 
dimainkan oleh para anggota keluarga, masyarakat dan penyedia layanan, sebagai akibat norma historis dan hal-hal yang 
membawa pengaruh, telah membentuk tindakan dan akses para migran perempuan yang telah pulang terhadap penyedia 
layanan di Indonesia. Ringkasan Eksekutif ini memberikan suatu gambaran umum mengenai temuan-temuan kunci dari 
penelitian. 

Sumba Barat dan Sumba Barat Daya memiliki jumlah tenaga kerja Indonesia terdaftar untuk bekerja di luar negeri. Sebagian 
besar migran dari Sumba adalah perempuan dan bermigrasi ke sektor-sektor kerja yang mencerminkan pembagian kerja 
berbasis gender yang stereotip. Khususnya, para pemangku kepentingan menyebutkan rendahnya tingkat pendidikan 
sebagai faktor pendorong untuk migrasi ke luar negeri, karena tenaga kerja yang berpendidikan rendah lebih berpeluang 
untuk menjadi sasaran pengrekrutan oleh agen tenaga kerja. 

Dalam konteks ini, perekrutan migran perempuan didorong sebagai sebuah strategi pengurangan kemiskinan. Industri migrasi 
tenaga kerja Sumba sudah berakar dan menguntungkan, dan dijalankan oleh para agen tenaga kerja yang menawarkan jasa 
kepada warga Sumba yang mencari kerja dan menjanjikan gaji di luar negeri. Agen tenaga kerja secara khusus menyasar 
calon migran muda untuk bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pekerja perempuan di negara-negara tujuan. 

untuk meningkatkan status ekonomi mereka dan keluarga mereka.

Yang sering didengar dalam perekrutan tenaga kerja migran perempuan adalah sebuah narasi bahwa migrasi merupakan 
hal yang positif dan aspiratif. Narasi ini jarang disanggah maupun diverifikasi oleh para calon migran dan dipercayai oleh 
para anggota keluarga purna migran serta masyarakat, sehingga menimbulkan harapan sosial seputar pengalaman migrasi. 
Narasi ini ‘dijual’ oleh para agen tenaga kerja dan menunjukkan tingkat harapan sosial yang dibebankan pada mereka 
yang bermigrasi. Namun demikian, narasi tersebut didasarkan pada kesaksian lisan yang tidak lengkap atau subyektif dan 
tidak memiliki sumber informasi yang kredibel dan formal. Tidak adanya narasi yang beragam kemungkinan besar akan 
memperburuk rasa kegagalan pribadi oleh migran yang memiliki pengalaman migrasi yang kurang berhasil jika dibandingkan 
dengan kesaksian-kesaksian lisan tersebut. Temuan-temuan kunci dari penelitian ini mengindikasikan bahwa narasi migrasi, 
oleh karenanya, kemungkinan akan memperdalam ekspektasi sosial dan risiko migrasi diantara para calon migran dan 
masyarakat.

1. Media dan lembaga pemerintah perlu mencari berbagai kesempatan untuk menceritakan kisah 
migrasi yang lebih “nyata” melalui pemberian sponsor kepada saluran televisi, radio dan media 
lainnya untuk memproduksi film, film seri dan lagu mengenai hal tersebut. 

2. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat perlu berupaya membuka wacana dan diskusi mengenai 
sisi migrasi yang berisiko dan negatif guna mendapatkan diskusi yang lebih berimbang dan berbagi 
cerita mengenai pengalaman para migran.

REKOMENDASI: 

Prospek ekonomi yang buruk terus mendorong migrasi tenaga kerja di Sumba, Nusa Tenggara Timur, di mana kabupaten

Pemuda di Sumba tertarik dengan bayangan menjalankan kehidupan yang lebih modern di luar negeri, di samping peluang

Naratif migrasi sebagai “positif” dan “aspiratif” tetap tidak berubah



vi

Nilai dari hasil kerja perempuan adalah sebuah norma sosial penting yang berdampak pada pilihan migrasi para perempuan. Di 
Sumba, walau perempuan secara sosial diharapkan untuk berkontribusi secara finansial dalam perekonomian rumah tangga, jerih 
payah mereka tidak dinilai secara seimbang dengan laki-laki dan tidak memberikan perempuan status yang sama dalam keluarga. 
Sebagai contoh, sebesar apapun kontribusi finansial mereka ke keluarga, mereka jarang dianggap sebagai pencari nafkah atau kepala 
keluarga dan memiliki kendali terbatas terhadap sumber daya ekonomi keluarga yang dianggarkan atau dibelanjakan. Kedudukan 
sekunder para perempuan di rumah tangga memiliki pengaruh signifikan terhadap mengapa dan bagaimana mereka bermigrasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa norma sosial berbasis gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor-faktor 
pendorong, pilihan dan keberhasilan migrasi bagi penduduk Sumba. Hierarki sosial berbasis gender ini dipengaruhi oleh norma-norma 
adat, yang memberikan arahan jelas mengenai peran perempuan dan laki-laki. Hal ini mencakup norma yang kurang menghargai kerja 
perempuan dan menempatkan perempuan dan anak perempuan pada status sekunder di dalam keluarga, yang menghalangi akses 
mereka ke pendidikan, sumber daya, dan kesempatan. Penelitian ini lebih lanjut mengindikasikan ekspektasi sosial yang tinggi untuk 
menyelenggarakan upacara adat penting, dan perempuan seringkali yang menjadi bertanggung jawab atas beban finansial yang oleh 
upacara-upacara tersebut dibebankan kepada suami dan keluarga mereka, dengan harapan perempuanlah yang harus bermigrasi 
untuk dapat menjaga pendapatan keluarga walau dengan adanya risiko terhadap keselamatan dan kesejahteraan pribadi mereka. 

Pembatasan terhadap pemberdayaan perempuan secara sistemik

Dikarenakan struktur patriarki yang mendukung pola pengambilan keputusan yang tidak seimbang, berbagai oknum 
pelaku – termasuk suami, para anggota keluarga lain dan lembaga Pemerintah – memiliki kendali atas pilihan-pilihan migrasi 
seorang perempuan. Pilihan-pilihan tersebut berakibat pada berbagai risiko migrasi ketika perempuan harus menempuh 
jalur-jalur migrasi untuk mendapatkan izin untuk bepergian ke luar negeri, dan juga ketika mereka pulang ke masyarakat 
dan keluarga mereka dan harus menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari pilihan mereka untuk bermigrasi. 

Sebagai akibatnya, untuk bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja, perempuan di Sumba harus melalui struktur  dan proses-
proses birokrasi yang bersifat paternalistik dalam bentuk formal maupun informal, yang berdampak pada hilangnya atau 
mengurangi besarnya kendali perempuan. Dinamika ini terlihat pada ketergantungan perempuan pada para agen perekrut  dan 
perantara tenaga kerja, yang dianggap sebagai “pahlawan” dan “pejuang” oleh masyarakat karena telah membantu menanggulangi 
kemiskinan dengan cara memberikan kesempatan-kesempatan kerja bagi penduduk desa. Penghargaan bagi perantara tenaga 
kerja ini – baik yang memiliki izin usaha maupun tidak – disebabkan oleh kemampuan mereka untuk bernavigasi melalui prosedur 
birokrasi migrasi yang mengintimidasi dalam waktu yang sing Dalam posisi yang berpengaruh ini, para agen tenaga kerja di 
Sumba memainkan sebuah peran paternalistik, yang seringkali menghilangkan keberdayaan perempuan, bagi para calon migran 
yang disarankan untuk patuh terhadap majikan yang mempekerjakan mereka dan untuk tidak mempertanyakan perintah laki-
laki yang, pada gilirannya, melazimkan praktik eksploitatif dan kekerasan yang dilakukan oleh pemberi kerja di negara tujuan. 

Disamping para agen dan perantara tenaga kerja, para penentu dan praktik-praktik migrasi lainnya mengungkapkan paternalism yang 
mewarnai mulainya siklus migrasi; hal ini paling nyata terlihat dalam persyaratan bagi calon migran untuk mendapatkan izin bepergian 
tertulis  dari kepala desa dan para anggota keluarga. Walau persyaratan ini berlaku secara sama terhadap laki-laki maupun perempuan, 
dampak dari persyaratan ini terhadap pola migrasi tenaga kerja perempuan dari Sumba memiliki implikasi yang berbeda bagi 
kedua gender dengan menciptakan rintangan menuju migrasi yang aman. Persyaratan tersebut menggeser wewenang pengambilan 
keputusan dari seorang migran perempuan terkait pilihan migrasi mereka ke tokoh patriarkis di awal siklus migrasi. Keharusan untuk 
menjalani birokrasi tersebut, serta struktur patriarkis, dapat mendorong perempuan untuk menempuh jalur migrasi yang tidak resmi. 

Pelucutan keberdayaan migran perempuan melalui norma sosial dan struktur yang tidak berimbang ini belum pernah ditangani 
secara efektif di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Pada saat penelitian berlangsungnya ini, inisiatif-inisiatif pemerintah pusat 
untuk menanggulangi dampak norma gender yang tidak seimbang belum mencapai Sumba. Penelitian ini juga tidak mengidentifikasi 
upaya-upaya lokal, seperti program melalui gereja setempat, yang telah dijalankan untuk menanggulangi norma-norma sosial ini. 

Norma sosial berbasis berperan penting dalam pemahaman pilihan dan keberhasilan migrasi
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Kelemahan-kelemahan dalam struktur tata kelola yang seharusnya mendukung para migran 
 
Berbagai struktur tata kelola yang melayani para calon tenaga kerja migran, termasuk upaya penanggulangan risiko perd-
agangan orang, sebagaimana yang dimandatkan oleh kerangka kerja di pusat maupun di daerah, membutuhkan kekuatan 
karena kurang memadai dalam memenuhi kebutuhan. Layanan-layanan yang tidak memadai akan berujung pada keku-
rangan-kekurangan dalam tata kelola dan justru dapat memperburuk praktik-praktik migrasi tidak teratur yang mengakali 
ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi para pekerja migran.
 
Salah satu rintangan utama dalam migrasi yang resmi di Sumba adalah kesulitan administratif untuk mendapatkan dokumen 
identitas resmi. Hal ini terutama diperparah oleh rendahnya pendaftaran kelahiran di Sumba. Kelemahan dalam tata kelola 
ini berakibat pada penduduk mengandalkan agen tenaga kerja untuk melewati rintangan-rintangan birokrasi. Kelemah-
an-kelemahan ini memberikan sedikit pilihan bagi calon migran maupun migran yang pulang untuk mendapatkan dokumen 
yang otentik dan perlindungan terkait. 

Lebih lanjut lagi, dalam kasus dimana dokumen-dokumen tersebut dipalsukan guna melakukan migrasi secara tidak resmi, 
calon migran dapat menemui rintangan dalam mengakses perlindungan sosial. Konsekuensi dari tidak adanya identifikasi 

REKOMENDASI: 

3. Lembaga-lembaga pemerintah daerah perlu berkolaborasi dan mendukung organisasi-
organisasi keagamaan dalam melakukan sosialisasi di tingkat masyarakat, dengan berfokus 
pada informasi-informasi dasar tentang pelecehan, eksploitasi dan kekerasan dalam berbagai 
bentuk sehingga anggota masyarakat mampu mengidentifikasi, mencegah dan menanggulangi 
situasi pelecehan dan eksploitasi.

4. Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, serta Kementerian Sosial perlu berkolaborasi dan memberikan bantuan teknis kepada 
para dinas mereka masing-masing di tingkat provinsi dan kabupaten dalam merancang 
program-program penanggulangan TPPO dengan menggunakan pendekatan 3P (Pencegahan, 
Perlindungan, dan Penuntutan), dan pada saat yang bersamaan mengarusutamakan kepekaan 
terhadap gender dan merespon norma-norma sosial di dalam program-program mereka. 

5. Lembaga-lembaga pemerintahan di daerah perlu mempromosikan kepemimpinan 
perempuan di ranah formal, seperti lembaga dan badan pemerintah daerah, serta pada 
jabatan kepemimpinan di masyarakat desa.

6. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) perlu menghadirkan, mengadaptasi dan 
menjalankan program pra-pemberangkatan mereka kedaerah Sumba guna mempromosikan 
pengarusutamaan gender dan mendukung pemberdayaan pekerja migran perempuan. 

7. Semua pihak perlu menyelidiki lebih lanjut faktor-faktor pendorong yang meningkatkan 
migrasi perempuan dan secara khusus melihat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap 
tingginya jumlah migrasi yang tidak resmi.

8.Lembaga pemerintah pusat dan daerah perlu mengkaji persyaratan pemerolehan izin dan 
persetujuan dari kepala desa dan anggota keluarga melalui lensa gender, sehingga syarat-
syarat tersebut tidak menempatkan beban di pundak perempuan yang secara tidak adil 
melebihi laki-laki.

9. Kementerian Tenaga Kerja perlu melakukan program pelatihan keberdayaan finansial dan 
sosialisasi bagi para calon migran, para purna migran, dan para keluarga mereka. Program-
program ini perlu berfokus pada strategi pengelolaan finansial dan sumber daya secara efektif 
, seperti melakukan investigasi pada kegiatan-kegiatan yang dapat manfaat finansial, disamping 
mendorong proses pengambilan keputusan di lingkungan keluarga yang lebih adil secara 
gender.

10. Lembaga-lembaga pemerintah di daerah perlu menindaklanjuti nota kesepahaman antara 
mereka dan para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menghilangkan praktik-praktik 
yang menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang berbahaya dikarenakan oleh “adat”.



viii yang formal dan otentik dengan masyarakatnya dapat, pada gilirannya, berdampak secara negatif terhadap kepulangan 
migran secara aman dan reintegrasi mereka ke kampung halamannya. Tidak adanya identifikasi formal tampaknya juga 
meningkatkan risiko tenaga kerja anak, karena anak perempuan dapat memperoleh dokumen palsu yang menyatakan mer-
eka lebih tua daripada usia mereka sebenarnya dan oleh karenanya memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. Dampak 
dari penggunaan dokumen identitas palsu juga termasuk menghilangkan identitas migran yang sebenarnya, menghilangkan 
hak seorang anak, memutus hubungan migran dengan masyarakat asalnya dan menghalangi akses mereka ke hak-hak per-
lindungan sosial sejak awal siklus migrasinya. Risiko yang ditimbulkan dari dokumen identitas yang dipalsukan juga mencakup 
sulitnya keluarga untuk melacak migran yang berada di luar negeri dan sulit untuk dihubungi, dan dalam memulangkan 
pekerja ketika di luar negeri. 

Terbatasnya intervensi bagi purna migran di Sumba 

Kelemahan dalam tata kelola juga telah diidentifikasi pada layanan dan intervensi yang tersedia bagi para purna migran, 
termasuk mereka yang telah mengalami perdagangan orang dan eksploitasi, yang bersifat terbatas dan ad hoc. Alasan-ala-
san utama untuk hal tersebut adalah sangat kurangnya kapasitas keuangan dan sumber daya manusia di lembaga-lembaga 
pemerintah daerah yang diberi mandat untuk melindungi para tenaga kerja migran, seperti Gugus Tugas Pencegahan dan 
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat daerah. Kurangnya perlindungan, layanan dan respon formal terse-
but memiliki arti bahwa terdapat ketergantungan yang lebih tinggi terhadap struktur informal di masyarakat dan keluarga  
dalam menanggulangi kejadian dan pengalaman migrasi yang sulit. Hal ini pada gilirannya dapat mengakibatkan korban perd-
agangan orang dan para purna migran lainnya untuk menghadapi dinamika sosial dan masyarakat tanpa bantuan profesional.
 
Tanggapan pemerintah terhadap tindak pidana perdagangan orang dihambat oleh kurangnya kapasitas teknis kelembagaan. 
Salah satu kekurangan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya data yang rinci tentang perdagangan orang dan migrasi 
di tingkat daerah maupun nasional. Bahkan jika statistik tentang perdagangan orang dan migrasi ada, data tersebut dapat 
berbeda antara satu lembaga pemerintah dengan lainnya. Kurangnya data dan inkonsistensi data turut menimbulkan keti-
daksesuaian dalam prioritas perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Beberapa basis data tertentu, 
seperti data di kepolisian, hanya meliputi kasus-kasus perdagangan orang yang dilaporkan, sedangkan basis data lainnya 
hanya memuat migran yang terdaftar secara resmi. Hal ini berujung pada ketimpangan besar antara berbagai dataset, yang 
tidak memuat rincian informasi berdasarkan jenis kelamin, usia, atau kategori lainnya yang memungkinkan pembandingan 
dan cross referencing. Oleh karena itu, kurangnya kapasitas kelembagaan untuk memberikan gambaran yang lengkap men-
genai berbagai permasalahan akan berujung pada ketidakmampuan untuk menyusun dan membuat anggaran untuk respon 
strategis yang didasarkan pada bukti. 

11. Dinas-dinas kabupaten perlu mendirikan atau mendirikan kembali GT PPTPPO tingkat daerah 
guna meningkatkan koordinasi dalam proses pengidentifikasian, perujukan dan pemulangan korban 
perdagangan orang.

12.Pemerintah daerah, melalui GT PPTPPO yang didirikan, perlu bekerjasama dengan IOM untuk 
menyempurnakan pengumpulan dan analisa data tentang proses perdagangan orang, migrasi dan 
pemulangan. 

13. GT PPTPPO nasional serta dinas-dinas yang terkait (melalui GT PPTPPO daerah) perlu 
mengembangkan sebuah rencana aksi daerah tentang perdagangan orang, yang meliputi intervensi 
bagai para purna buruh migran. 

14. Pemerintah pusat perlu meningkatkan akses terhadap pendaftaran pernikahan dan kelahiran, 
disamping juga untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk, di tingkat akar rumput melalui 
koordinasi dengan organisasi pemerintah maupun non-pemerintah di daerah. Hal ini juga 
mencakup peningkatan kuota penyediaan dokumen identitas.

15. GT PPTPPO Pusat perlu mengadakan sebuah nota kesepahaman lintas sektor yang 
menstandarisasi data tentang migrasi dan tindak pidana perdagangan orang di tingkat pusat 
maupun kabupaten, dan menciptakan sebuah mekanisme pembagian data.

REKOMENDASI: 
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Stigmatisasi sosial memengaruhi situasi yang dialami purna migran dan terhalanginya 
mereka dari layanan-layanan pendampingan 

Terungkap bahwa sebuah “migrasi yang berhasil” dipahami dan ditangkap secara relatif terhadap faktor-faktor lainnya, 
dan bukan dari segi yang absolut. Sebuah migrasi dianggap “berhasil” oleh keluarga dan anggota masyarakat jika disertai 
dengan penampilan kekayaan yang berlebihan oleh purna migran, yang umumnya ditandai dengan penyelenggaraan upacara 
adat oleh warga desa. Sebaliknya, sebuah migrasi yang “tidak berhasil” yang melibatkan pengalaman sulit di luar negeri 
tidak akan dibicarakan secara terbuka oleh purna migran. Sedangkan, mereka yang berbagi pengalaman negatif mereka 
dengan anggota keluarga menemukan bahwa keluarga mereka tidak membicarakan hal tersebut dengan orang lain untuk 
menghindari “rasa malu” (budaya malu) di depan anggota masyarakat. Pandangan bahwa migrasi yang gagal merupakan 
tanggung jawab bersama keluarga dapat menjelaskan mengapa seorang migran merasakan beban yang sangat besar untuk 
mencapai keberhasilan karena mereka meyakini bahwa kegagalan dapat membuat citra keluarga menjadi buruk. 

Jika dibarengi dengan ekspektasi bagi perempuan untuk mendapatkan pengalaman “migrasi yang berhasil”, norma sosial 
yang menganggap perempuan sebagai lemah, manut dan perlu perlindungan membentuk cara bagaimana para migran 
memandang pengalaman mereka di luar negeri dan bagaimana mereka merespon terhadap pengalaman mereka tersebut 
ketika kembali ke Sumba. Penelitian ini menunjukkan bahwa para migran perempuan seringkali menormalisasi kekerasan dan 
kondisi kerja yang buruk yang mereka alam di luar negeri. Walau penelitian ini tidak secara khusus mengkaji permasalahan 
pelecehan dan kekerasan di masyarakat dan lingkungan institusional lainnya, ditemukan bahwa kekerasan kerap ditutup-
tutupi ketika terjadi dalam konteks migrasi tenaga kerja dikarenakan pengkondisian sosial dan ekspektasi yang dibebankan 
terhadap perempuan. Mengkondisikan perempuan untuk menerima kekerasan dan praktik kerja yang eksploitatif membawa 
dampak terhadap sikap migran dalam mencari bantuan. Hal ini terlihat dalam keengganan diantara para purna migran untuk 
menuntut ganti rugi atau meminta bantuan atas pelanggaran hak mereka yang dialami setelah pulang ke Sumba. 

Stigmatisasi para purna migran 

Gender secara signifikan memengaruhi bagaimana para purna migran dan segala anggapan kegagalan migrasi mereka 
diterima oleh masyarakat. Bermigrasi untuk bekerja bertentangan dengan ekspektasi sosial dan keluarga atas pembagian 
kerja berbasis gender dan perempuan sebagai pengasuh anak. Dimana perempuan yang berencana untuk bermigrasi 
melihat dirinya sebagai agen perubahan ekonomi bagi keluarganya, orang lain sebaliknya melihat mereka sebagai telah 
mengabaikan peran domestik mereka dan bertanggung jawab atas kerusakan di rumah tanggal serta kekerasan atau 
pelecehan yang mungkin terjadi. 

Penelitian ini juga  mendapatkan jawaban yang berbeda-beda mengenai stigmatisasi terhadap purna migran. Yang perlu 
dicatat di sini adalah banyak dari mereka yang menunjukkan stigma terhadap migran perempuan adalah justru pejabat 
pemerintah. Namun demikian, sejumlah pejabat pemerintah yang diwawancarai juga menyampaikan perspektif yang 
berbeda, dengan mengatakan bahwa perempuan seringkali didorong untuk bermigrasi dikarenakan pandangan patriarkis 
bahwa mereka dimaksudkan untuk melayani laki-laki. Lebih lanjut lagi, perempuan yang bermigrasi harus menyiapkan diri 
mereka untuk kemungkinan bahwa suami mereka akan meninggalkan mereka dan anak mereka tidak akan diurus. Tindakan 
migran perempuan dalam memilih untuk bermigrasi terkadang dianggap sebagai penyebab kerusakan rumah tangga dan 
oleh karena itu patut dihukum. Implikasi negatif dari pulangnya seorang perempuan tanpa harta yang mencukupi untuk 
menunjukkan hasil kerja mereka di luar negeri dianggap sebagai tanda “kegagalan” diri mereka dan merupakan akibat dari 
perlawanan mereka terhadap struktur kekuasaan paternalistik.
 
Yang secara khusus relevan dan menarik adalah bahwa masyarakat melihat stigmatisasi terhadap purna migran sebagai 
bersifat sementara, dan bahwa mereka menempatkan kepulangan anggota masyarakat mereka sebagai hal yang terpenting. 
Dengan dilandaskan pada temuan ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sifat sementara dari stigmatisasi, 
dan sejauh mana faktor-faktor lainnya, termasuk  sikap  dan tindakan purna migran, turut berdampak pada pengalaman 
reintegrasi para purna migran. 

REKOMENDASI: 

16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mendirikan “kelompok pen-
damping” bagi para migran yang pulang (dipisahkan antara pendamping untuk laki-laki dan per-
empuan). Kelompok pendamping seperti itu juga dapat diberikan akses ke bantuan dan layanan di 
daerah, seperti rumah aman (shelter), dan kegiatan mata pencaharian.

17. Pemerintah pusat dan lembaga-lembaga yang terkait dapat mengkaji secara lebih mendalam 
mengenai bagaimana migran mengalami stigma dengan berjalannya waktu dan peristiwa atau 
sikap apa yang dapat menghilangkannya. 
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1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG  DAN FOKUS PENELITIAN

Laporan ini menjajaki bagaimana norma sosial dan stigma dapat menjadi penyebab kerentanan terhadap tindak pidana 
perdagangan orang dan rintangan terhadap reintegrasi yang efektif bagi penyintas di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, 
Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mendukung proyek IOM berjudul “Mengkaji Stigma Untuk Pencegahan, 
Respon Yang Lebih Baik dan Basis Bukti”  (Assessing Stigma for Prevention, Improved Response and Evidence Base 
atau ASPIRE) di Indonesia. Penelitian ini melihat cara-cara bagaimana tekanan dan ekspektasi sosial yang dibebankan 
pada orang hingga bermigrasi akan, pada gilirannya, meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan 
eksploitasi terhadap individu, khususnya perempuan. Berbagai tekanan dan ekspektasi sosial tersebut terjadi dalam konteks 
norma adat dan pengkondisian secara turun-temurun, dengan dampak pada kehidupan kontemporer. Penelitian ini juga 
membangun pemahaman mengenai bagaimana peran-peran yang dimainkan oleh para anggota keluarga, komunitas dan 
penyedia layanan, sebagai akibat dari norma dan pengaruh historis, membentuk tindakan dan akses migran perempuan 
terhadap penyedia layanan di Indonesia. 

Sebuah kajian literatur telah dilakukan untuk mempersiapkan sebuah landasan konseptual untuk memberikan masukan 
pada penelitian dan mengidentifikasi segala kekurangan dalam informasi dan bukti.1 Penelitian dan literatur yang ada 
mengungkapkan bahwa ketegangan, tekanan dan konflik dalam hubungan keluarga maupun masyarakat seringkali timbul 
selama proses reintegrasi bagi para purna migran. Lebih lanjut, stigmatisasi yang dikaitkan dengan hasil migrasi yang 
tidak berhasil menjadi lebih besar di tingkat masyarakat daripada di dalam keluarga. Para perempuan yang pulang lebih 
berkemungkinan untuk merasakan rasa malu, rasa salah dan rasa tanggung jawab atas segala persepsi kegagalan jika migrasi 
tersebut tidak menghasilkan remitansi, karena keputusan mereka untuk bermigrasi dipandang sebagai pelanggaran terhadap 
peran gender secara tradisional dan standar pengasuhan anak yang baik. 

Namun demikian, tidak banyak penelitian empiris tentang pengaruh stigma ini terhadap sikap pencarian bantuan korban 
TPPO selama proses reintegrasi, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi terpaparnya korban terhadap kerentanan-
kerentanan yang menyebabkan korban bermigrasi kembali dan berulangnya TPPO di Asia Tenggara. Juga terdapat 
kekurangan dalam literatur mengenai bagaimana stigma terjadi pada para penyedia layanan di tingkat masyarakat, cara-cara 
bagaimana dinamika ini memengaruhi kualitas bantuan reintegrasi yang tersedia dan berbagai manifestasi stigma dalam 
penyediaan layanan bagi penyintas TPPO. Penelitian yang ada tentang reintegrasi pasca-tindak pidana perdagangan orang di 
kawasan ini cenderung berfokus pada pengalaman, dipandang dari perspektif individu yang diperdagangkan dan tidak pada 
penyedia layanan, yang hidup dalam konteks sosial para korban. 

Untuk alasan-alasan tersebut, penelitian ini berfokus pada pengidentifikasian dan pemahaman peran norma sosial dan 
stigma sebagai pendorong keputusan orang untuk bermigrasi secara tidak aman, yang pada gilirannya meningkatkan 
kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Penelitian ini juga berupaya untuk memahami hal-hal praktis maupun 
sikap yang menghalangi reintegrasi dan akses pada penyediaan layanan yang efektif. Penekanan secara keseluruhan dari 
laporan ini adalah pada pengkajian realita dari dinamika-dinamika ini di lapangan melalui sebuah studi kasus mendalam di 
Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, Indonesia. 

Laporan ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama menggambarkan kerangka konsepsi yang digunakan di dalam penelitian 
ini, termasuk definisi dari norma sosial, stigma dan reintegrasi, dan sebuah gambaran umum mengenai bagaimana konsep-
konsep tersebut diterapkan untuk menilai dampaknya terhadap korban perdagangan orang. Bagian ketiga memberikan 
gambaran umum mengenai konteks ekonomi, politik dan sosial-budaya yang penting di Indonesia guna memahami faktor-
faktor pendorong migrasi yang tidak aman dan situasi perdagangan orang di negara ini. Bagian keempat menyajikan temuan-
temuan utama dari penelitian ini serta analisa terhadap norma sosial dan stigma seputar tema-tema berikut ini: naratif 
yang tidak disanggah bahwa migrasi adalah “positif” dan “aspiratif”; dampak dari norma sosial berbasis gender terhadap 
pilihan dan keberhasilan migrasi; kelemahan dalam struktur pemerintahan yang mendukung para migran; serta dampak 
dari stigmatisasi sosial terhadap pengalaman para purna migran dan tidak tercakupnya mereka oleh layanan pendampingan. 
Studi kasus juga disajikan untuk memberikan konteks terhadap temuan-temuan tersebut. Dengan berlandaskan kisah para 
responden mengenai realita yang mereka jalani, setiap bagian dari laporan ini diakhiri dengan rekomendasi kebijakan dan 
program bagi pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan media. Bagian kelima dari laporan ini 
kemudian menutupnya dengan pandangan-pandangan akhir mengenai temuan. 

 Hal ini didasarkan pada kajian pustaka yang dilakukan sebagai bagian dari penelitian ini. Daftar pustaka yang dikaji disajikan pada Lampiran II. 1.
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1.2 KERANGKA KONSEPTUAL 

Penelitian ini menerapkan konsep norma sosial dan stigma untuk menilai dampak mereka sebagai pendorong migrasi yang tidak 
aman dan kerentanan terhadap perdagangan orang. Penelitian ini lebih lanjut melihat dampak dari norma sosial dan stigma 
sebagai rintangan praktis dan sikap yang menghambat reintegrasi para purna migran dan akses mereka ke penyediaan layanan 
yang efektif. 

1.2.1 Norma sosial 

Norma sosial adalah peraturan tentang sikap (biasanya bersifat informal dan tidak tertulis) mengenai sikap yang dianggap dapat 
diterima dan pantas di dalam sebuah kelompok atau masyarakat tertentu. Norma sosial dapat diklasifikasikan sebagai “norma 
deskriptif”, yakni apa yang dilakukan oleh orang lain, dan “norma injunktif”, yakni apa yang dinilai baik oleh orang lain. Norma 
deskriptif adalah ketika seseorang mengamati sikap orang lain di dalam kelompok dan mengikutinya. Norma deskriptif, dengan 
demikian, membantu mencegah “benturan sosial”. Di sisi lain, norma injunktif adalah ketika seseorang melihat bagaimana 
orang lain bereaksi terhadap kepatuhan atau ketidakpatuhan pada norma, sehingga membentuk suatu keyakinan mengenai 
apa yang harus dilakukan. Norma injunktif memungkinkan orang untuk membangun “aliansi-aliansi” dengan cara mendapatkan 
persetujuan sosial. Pada akhirnya, orang biasanya “mematuhi norma karena mereka mengantisipasi imbalan sosial sebagai 
balasannya dan sanksi sosial jika tidak mematuhinya”.2

Norma sosial beragam antar konteks budaya, seperti halnya juga kekuatan atau pengaruh dari suatu norma tertentu. Beberapa 
komunitas mungkin lebih memaafkan dalam kaitannya dengan kepatuhan, sedangkan komunitas lainnya, khususnya komunitas  
kecil dan terpencil di pedesaan, mungkin tidak terlalu mentolerir penyimpangan. Dalam konteks tersebut, norma sosial 
memberikan pengaruh kuat dan berujung pada sanksi sosial terhadap penyimpangan.3  

Dalam konteks migrasi dan perdagangan orang, norma sosial dapat memengaruhi kemungkinan terjadinya migrasi, disamping 
juga siapa yang melakukan migrasi (dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti gender, usia dan urutan diantara saudara 
kandung). Hal tersebut juga memengaruhi pengalaman reintegrasi, dimana beberapa purna migran tidak dapat atau tidak 
bersedia untuk mematuhi norma sosial dikarenakan pengalamannya di luar negeri yang membawa perubahan hidup. Oleh 
karena itu, adalah penting untuk memahami norma sosial apa saja yang telah membudaya dan berperan dalam sebuah 
komunitas dimana suatu perubahan sosial atau intervensi pengembangan sedang dilaksanakan. Dengan mengidentifikasi situasi 
dimana norma sosial mungkin berlaku sebagai rintangan, disamping juga bagaimana nilai-nilai budaya setempat serta pandangan 
dunia dapat dimanfaatkan, akan berdampak pada keberhasilan sebuah program atau intervensi layanan. 

1.2.2 Stigma 

Istilah “stigma” awalnya digunakan untuk merujuk pada tanda yang diberikan pada tubuh budak Yunani, yang membedakan 
mereka dari warga yang merdeka.4  Dewasa ini, stigma memiliki makna yang lebih luas yang merujuk pada ketidaksetujuan 
sosial, dan reaksi serta sikap terhadap apa yang dianggap sebagai memalukan atau salah. Konsep stigma secara umum terbagi 
menjadi dua kategori – “stigma yang terasa” dan “stigma yang dilakukan”.5 Stigma yang dirasakan (felt stigma) merujuk pada “rasa 
malu dan ekspektasi diskriminasi yang mencegah orang berbicara mengenai pengalamannya dan memuat mereka tidak mencari 
bantuan”.6  Stigma yang dilakukan adalah “pengalaman perlakuan yang tidak adil oleh orang lain”.7  Karena reintegrasi terjadi di 
berbagai tingkatan – baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat8  - stigma yang dirasakan dan stigma yang dilakukan 
sama merugikannya terhadap keberhasilan reintegrasi korban perdagangan orang. 

Sebuah respon yang efektif terhadap kebutuhan kesehatan dan psiko-sosial korban perdagangan orang membutuhkan 
pemahaman yang memadai tentang dan dukungan dalam melewati proses sosial yang kompleks untuk “pulang ke rumah”. Bagi 
sejumlah besar orang, pengalaman stigma adalah realita yang perlu ditanggulangi dan dapat diakibatkan oleh sebuah proses 
sosial yang kompleks dimana norma sosial berinteraksi dengan sikap dan capaian orang yang pulang. 

Korban perdagangan orang hidup dengan stereotip, sikap negatif dan diskriminatif yang dikaitkan dengan perdagangan orang. 
Naratif penyintas perdagangan orang tersebut tidak hanya memberikan pemahaman terhadap perspektif sebagai korban yang 
hidup dengan stigma sebagai bagian dari konteks sosial mereka, namun juga mengangkat pertanyaan yang lebih mendalam 
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mengenai bagaimana stigma membentuk strategi dan sikap pencaharian bantuan selama reintegrasi.9  Mengakses pelayanan 
yang ada merupakan proses yang kompleks, karena korban perdagangan orang tidak hanya harus menerima kenyataan telah 
dieksploitasi dan mengalami kekerasan, namun juga melakukan hal tersebut di mata publik, di tengah keluarga dan masyarakat 
secara luas.10  Oleh karena itu, bagian dari proses reintegrasi adalah mengantisipasi, dan menghadapi stigma yang diasosiasikan 
dengan korban perdagangan orang dan pengalaman yang mereka alami. 

Oleh karena itu, harus selalu dipertimbangkan apa yang sebenarnya mengakibatkan stigma – apakah dikarenakan gagal untuk 
memberikan remitansi untuk menopang keluarga, meninggalkan rumah, menjadi korban kekerasan seksual, atau faktor-faktor 
lainnya. Disamping itu, tingkat stigma yang diterima dapat dipengaruhi oleh sejauh mana korban terlihat bersalah, apakah status 
dan kedudukan mereka dalam keluarga atau masyarakat terimbas, dan apakah suatu bentuk perdagangan orang tidak terlalu 
menimbulkan stigma, misalnya kerja paksa dibandingkan dengan eksploitasi seksual.11

1.2.3 Reintegrasi

Tidak ada definisi yang disepakati dari “reintegrasi”, namun istilah tersebut pada umumnya merujuk pada “reinclusion atau 
masuknya kembali seseorang ke dalam sebuah kelompok atau sebuah proses, misalnya, dimana seorang migran masuk ke 
dalam masyarakat di negara asalnya.”12  Namun demikian, tidak dapat diasumsikan bahwa masuk kembali ke negara asal dan 
ke dalam negara selalu berarti “pulang ke rumah” atau kembali ke sesuatu yang sudah dikenali. Reintegrasi dianggap sebagai 
“selesai” atau “berkelanjutan” jika orang yang pulang dapat berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan ekonomi dan 
struktur sosial negara asal tersebut.13  Yang melekat dengan hal ini adalah kemampuan untuk mandiri secara ekonomi, memiliki 
hubungan sosial yang stabil dengan masyarakat dan memiliki tingkat kesehatan fisik dan psiko-sosial yang memungkinkan 
keputusan migrasi dibuat berdasarkan pilihan sendiri, bukan karena keharusan.14  Program atau layanan reintegrasi adalah yang 
memberikan pelatihan kerja atau penempatan kerja, bantuan hukum, layanan kesehatan, dukungan psikososial dan pencegahan 
stigmatisasi yang dimaksudkan untuk memfasilitasi proses untuk “pemulihan sosial dan ekonomi yang menyeluruh” bagi korban 
perdagangan orang.15 

Reintegrasi terjadi di tingkat yang berbeda-beda, dan berbagai faktor memainkan peran dalam menentukan keberhasilannya.16  
Reintegrasi melibatkan perubahan dalam strategi ekonomi dan sosial dan kedudukan orang yang pulang sehubungan dengan 
keluarga, masyarakat dan lingkungan struktural atau eksternal yang lebih luas. Di tingkat individu atau pribadi, keberhasilan 
reintegrasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis kelamin, gender, kelas, tingkat pendidikan, jaringan sosial, kedudukan 
finansial atau sosial keluarga dan kesehatan emosional, psikologis dan fisik orang tersebut.17 Yang juga memengaruhi adalah 
kondisi perjalanan dan pengalaman perdagangan yang dialami oleh korban. Faktor seperti lamanya pergi, bentuk dan keparahan 
eksploitasi yang dialami, layanan dukungan yang diterima sebelum pulang dan tingkat kesiapan untuk pulang juga berdampak 
pada keberhasilan reintegrasi.

Pada saat yang bersamaan, reintegrasi juga terjadi di tingkat masyarakat dimana diungkapkannya sebuah spektrum norma 
sosial dan budaya, peran gender dan persepsi serta sikap terkait migrasi, tindak pidana perdagangan orang dan orang yang 
berpulang. Pada tingkat ini, orang yang pulang, yang mengalami perubahan terhadap pandangan mereka tentang identitas, 
komunitas dan rumah, dapat menemukan dukungan, jaringan sosial dan sumber daya untuk memfasilitasi pemulihan di satu 
sisi, dan menghadapi ketidaksukaan, stigmatisasi, dan eksklusi di sisi lain.18  Terakhir, reintegrasi terjadi pada tingkat lingkungan 
eksternal atau struktural yang lebih luas. Di sini, reintegrasi dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, sosial dan kelembagaan 
di tingkat lokal, nasional dan internasional.19

1.2.4 Sebuah gambaran umum mengenai bagaimana norma sosial dan stigma berdampak pada korban 
        perdagangan orang 

Aspirasi tenaga kerja migran berhubungan secara erat dengan aspirasi keluarga dan masyarakat, untuk memperbaiki kondisi 
sosio-ekonomi kolektif mereka. Banyak dari mereka telah berinvestasi banyak, baik dari segi finansial maupun keluarga, untuk 
bepergian jauh dari rumah dan mencari mata pencaharian yang lebih baik. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika ditemukan 
ketegangan, tekanan, dan konflik dalam hubungan keluarga dan komunitas yang timbul ketika migran pulang ke rumah tanpa 
membawa prestasi dan penghasilan yang sangat dinanti-nanti tersebut. Bagi korban perdagangan orang, konflik dan ketegangan 
sosial yang kompleks tersebut dapat sangat terasa selama proses reintegrasi. Sub-bagian ini menguraikan beberapa tema umum 
yang diidentifikasi melalui pengetahuan dan literatur yang ada. 
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Mempermalukan dan mempersalahkan
Sebagaimana yang telah disebutkan, tenaga kerja migran dan keluarga mereka di seluruh dunia telah melakukan pengorbanan, 
baik secara finansial maupun keluarga. Investasi finansial dapat berupa utang untuk membiayai perjalanan migran. 
Pengorbanan keluarga mencakup hilangnya keberadaan anggota keluarga tersebut yang merupakan anggota yang mengurus 
rumah. Jika harapan remitansi atau kepulangan migran dengan membawa uang banyak tidak terpenuhi, maka pertemuan 
kembali keluarga dapat diliputi rasa malu, rasa bersalah dan rasa tanggung jawab.20 Bagi perempuan, rasa bersalah, rasa malu 
dan rasa gagal diperparah karena keputusan untuk bermigrasi dianggap sebagai pelanggaran peran gender tradisional dan 
standar pengasuhan yang baik.21  22Mengenai apakah migrasi melibatkan perdagangan orang atau tidak, tidak selalu dipahami 
atau diapresiasi oleh keluarga. 

Stigmatisasi di tingkat masyarakat atas “migrasi yang gagal”
Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bagian temuan penelitian di bawah ini, tindakan mempersalahkan dan mempermalukan 
dapat berbentuk stigmatisasi di tingkat komunitas. Korban perdagangan orang seringkali dikritik karena dipandang memiliki 
kekurangan dalam kepribadian – karena telah salah menghabiskan atau menghamburkan gaji mereka, tidak bekerja cukup 
keras di luar negeri di satu sisi, dan bersikap terlalu ambisius, menggapai terlalu tinggi, tidak merasa puas dan menginginkan 
gaji yang lebih tinggi di sisi lain.23 Lainnya mengalami diskriminasi dikarenakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang 
dipaksakan untuk dilakukan oleh korban perdagangan orang – prostitusi, hamil, ditangkap sebagai migran tidak terdaftar – 
yang bertentangan dengan norma budaya.24 Orang dipersalahkan atas kekerasan dan eksploitasi yang mereka alami. Secara 
umum, “kegagalan” dari orang yang diperdagangkan untuk menepati janji mereka (misalnya: mengirim uang, untuk membawa 
pulang uang dan oleh-oleh dan untuk memperbaiki kedudukan ekonomi keluarga) ditangkap sebagai kelemahan pribadi dan 
bukan kesalahan dari sistem atau lembaga secara luas. 

Stigmatisasi karena diperdagangkan 
Guna menghadapi stigma yang dirasakan maupun yang dilakukan terkait dengan TPPO, banyak yang memilih untuk tidak 
mengungkapkan keseluruhan pengalaman perdagangan mereka ke anggota keluarga atau merahasiakannya.25 Perempuan 
yang menjadi korban perdagangan seksual, misalnya, mengatakan bahwa mereka berdiam di rumah untuk menghindari 
pertanyaan-pertanyaan dari anggota masyarakat26 dan menghindari berbicara dengan anggota keluarga dekat mengenai 
pengalaman perdagangan mereka untuk menghindari dicap sebagai “pelacur” atau dipersalahkan atas apa yang terjadi.27  
Lainnya memilih untuk berpakaian secara lebih konservatif agar tidak dianggap sebagai pekerja seks.28 Pengaitan antara 
migrasi dan perdagangan manusia yang melibatkan pekerjaan seks mengungkapkan asumsi dan prasangka yang ada mengenai 
migrasi perempuan, perdagangan orang, dan pekerjaan seks.29 Dalam beberapa kasus, ketiadaan perempuan di rumah 
untuk jangka waktu yang panjang sebagai akibat dari perdagangan orang berujung pada rusaknya hubungan keluarga, yang 
dibuktikan dengan perceraian atau perpisahan.  

Strategi penanggulangan dan isolasi 
Berbagai narasi dari para penyintas perdagangan orang tersebut memberikan pandangan bagaimana stigma juga membentuk 
strategi penanggulangan dan sikap mencari bantuan selama reintegrasi. Strategi penanggulangan dapat melibatkan penjagaan 
kerahasiaan atau penyembunyian pengalaman diperdagangkan, yang berisiko mengisolasikan korban dari sistem dukungan 
sosial di dalam keluarga dan masyarakatnya.30 Hal tersebut menciptakan sebuah rintangan dengan cara menghalangi korban 
dalam mencari layanan formal maupun informal karena rasa takut mengungkapkan pengalaman perdagangan orang yang 
dialaminya kepada publik.31 Sebuah contoh penelitian tentang sikap pencarian bantuan korban perdagangan orang berfokus 
pada para korban di Eropa Timur. Penelitian tersebut menemukan bahwa beberapa korban yang tidak memberitahukan 
keluarga mereka mengenai apa yang mereka lalui mengalami kesulitan untuk menerima bantuan. Sebagai akibatnya, anggota 
keluarga bersikap skeptis terhadap bantuan yang diberikan dan alasan mengapa bantuan tersebut diberikan.32

Stigmatisasi oleh penyedia layanan 
Belum ada penelitian empiris yang membahas pengaruh stigma terhadap kemauan korban perdagangan orang untuk 
mencari bantuan selama proses reintegrasi, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi paparan yang dialami korban 

Surtees, R., 2017. Moving on. Family and Community Reintegration Among Indonesian Trafficking Victims. Nexus Institute. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2020. Tersedia di 
https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/02/moving-on-nexus-october-2017-compressed.pdf.
Brunovskis, A. and Surtees, R., 2013. Coming home: Challenges in family reintegration for trafficked women. Qualitative Social Work, 12(4), hal. 454–472.
Hal ini diperparah ketika perempuan diperdagangkan ke dalam eksploitasi seksual, yang menghalangi mereka mencari bantuan dan dukungan.
Hasil refleksi tersebut telah diungkapkan oleh korban perdagangan di kawasan ASEAN kepada peneliti selama bekerja dalam penyediaan layanan dan penanganan kasus..
Ibid
Brunovskis, A. and Surtees, R., 2013. Coming home: Challenges in family reintegration for trafficked women, hal. 454–472.
Le, P.D., 2017. “Reconstructing a Sense of Self” Trauma and Coping Among Returned Women Survivors of Human Trafficking in Vietnam. Qualitative health research, 27(4), hal. 
509–519.
Ibid
Surtees, R., 2017. Moving on. Family and Community Reintegration Among Indonesian Trafficking Victims.
Brunovskis, A. and Surtees, R., 2007. Leaving the past behind: When victims of trafficking decline assistance. Oslo: Fafo, hal. 123–133.
Brunovskis, A. and Surtees, R., 2013. Coming home: Challenges in family reintegration for trafficked women. hal 454–472.
Aberdein, C. and Zimmerman, C., 2015. Access to mental health and psychosocial services in Cambodia by survivors of trafficking and exploitation: a qualitative study. Interna-
tional journal of mental health systems, 9(1), hal. 16.
Brunovskis, A. and Surtees, R., 2007. Leaving the past behind: When victims of trafficking decline assistance, hal. 123–133.
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terhadap kerentanan yang mendorong berulangnya migrasi dan perdagangan orang. Berbagai literatur yang ada juga tidak 
menjelaskan bagaimana stigma diungkapkan oleh para penyedia layanan di tingkat masyarakat, dan bagaimana hal tersebut 
memengaruhi kualitas layanan reintegrasi yang tersedia atau berbagai manifestasi stigma dalam penyediaan layanan kepada 
penyintas perdagangan orang. Pelajaran dapat ditarik dari penelitian yang dilakukan di bidang perlindungan sosial lainnya 
mengenai keterkaitan antara stigma dan penyediaan layanan sehubungan dengan kondisi kesehatan atau penyakit tertentu, 
dan berbagai manifestasi nyata dari stigma. Pengungkapan stigma dapat berkisar dari “penolakan pemberian layanan, 
penyediaan layanan di bawah standar, pelecehan fisik dan verbal, hingga ke bentuk-bentuk halus, seperti membuat orang 
menunggu lebih lama atau menyerahkan pelayanan mereka ke petugas yang lebih junior.”33

Namun, pendorong, manifestasi dan konsekuensi dari stigma bergantung dari konteks. Memahami hal-hal tersebut dalam 
konteks penyediaan layanan dan dari perspektif penyedia layanan untuk reintegrasi korban perdagangan orang adalah 
penting. Seperti halnya dengan korban perdagangan orang, para pihak penyedia layanan juga hidup dengan stereotip, 
sikap negatif dan diskriminasi terkait dengan perdagangan orang. Layanan yang memadai dan dapat diakses adalah penting 
untuk mencegah pengulangan perdagangan orang dan migrasi yang tidak aman. Dalam kaitannya dengan hal ini, memahami 
stigma dan interaksinya dengan sikap pencarian bantuan dan pemberian bantuan bagi korban perdagangan orang adalah 
penting untuk memperkuat pelaksanaan layanan yang adil dan berkualitas, sementara pada saat yang bersamaan menangani 
kebutuhan spesifik para korban perdagangan orang dan juga mengidentifikasi kekurangan-kekurangan untuk mencegah dan 
mengurangi stigma.

Nyblade, L., Stockton, M.A., Giger, K., Bond, V., Ekstrand, M.L., Mc Lean, R., Mitchell, E.M., La Ron, E.N., Sapag, J.C., Siraprapasiri, T. dan Turan, J., 2019. Stigma in health  facili-
ties: why it matters and how we can change it. BMC medicine, 17(1), hal. 1–15.

33.



6

M
et

od
ol

og
i d

an
 A

la
t 

Ba
nt

u 
Ri

se
t

2. METODOLOGI DAN ALAT BANTU PENELITIAN 
 2.1 METODOLOGI PENELITIAN  

Riset ini menggunakan suatu gabungan dari beberapa pendekatan, terdiri dari studi literatur, konsultasi secara daring, wawancara 
dengan para informan kunci (WIK), diskusi dengan kelompok fokus (FGD), dan pengamatan di lapangan. Dikarenakan kompleksitas 
yang terkait dengan penelitian terhadap stigma dan norma sosial, penelitian berbasis komunitas dilakukan dengan metode kualitatif, 
yang memungkinkan penjajakan dan percakapan mendalam dengan para informan sasaran. Sejumlah 48 peserta mengambil peran 
dalam penelitian ini. Bagian di bawah ini menjelaskan secara umum langkah-langkah spesifik yang diambil: 

Pertemuan pembekalan awal: 
Pertemuan pembekalan (briefing) dilakukan dengan para staf kunci IOM yang bekerja di dalam proyek ASPIRE guna memantapkan 
pemahaman konseptual dari penelitian ini. Proses ini juga penting dalam rangka melengkapi pengembangan pendekatan metodologis 
penelitian.

Studi literatur: 
Sebuah kajian dari beberapa literatur tertentu dilaksanakan untuk mengembangkan kerangka konseptual dan perancangan alat bantu 
penelitian (research tools). Kajian literatur singkat tersebut difokuskan pada topik tindak pidana perdagangan orang, norma-norma 
sosial, stigma, gender dan reintegrasi, dan dilaksanakan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Literatur yang dikaji meliputi 
laporan LSM, laporan dan dokumen LSM internasional, artikel akademis independen, dan dokumen-dokumen Bank Dunia. Sebuah 
kajian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga dilakukan. Daftar 
pustaka lengkap dapat ditemukan dalam lampiran pada laporan ini.

Konsultasi secara daring: 
Serangkaian konsultasi dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan yang berspesialisasi dalam perlindungan sosial di bidang 
perdagangan orang di Indonesia. Durasi dari masing-masing sesi konsultasi tersebut berkisar dari 1 hingga 1,5 jam.

Wawancara dengan pemangku kepentingan: 
Kegiatan lapangan dilaksanakan di Indonesia pada bulan November dan Desember tahun 2019. Pertanyaan-pertanyaan naratif 
melalui wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menghimpun data mengenai latar belakang pribadi korban yang pulang, tahap 
pra- dan pasca-migrasi, pengalaman di tempat tujuan, sikap terhadap migrasi, dan sistem dukungan reintegrasi psikososial yang ada. 
Wawancara dan diskusi dilakukan dalam bahasa Indonesia, bahasa Kodi, bahasa Loli dan bahasa Inggris, berdasarkan preferensi 
peserta penelitian.
 
Serangkaian wawancara mendalam dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan strategis dari pemerintah di tingkat pusat 
(enam) dan kabupaten (enam), organisasi perwakilan migran (lima) dan tokoh masyarakat (dua). Seorang jurnalis, seorang tokoh/
penggerak masyarakat di Sumba, dan seorang agen tenaga kerja juga diwawancarai guna memahami peran mereka dalam konteks 
sosialisasi dalam rangka pencegahan stigma. Penting untuk diketahui bahwa wawancara dilaksanakan dengan tujuh perempuan yang 
telah kembali dari bekerja di luar negeri, dan sembilan orang yang memiliki anggota keluarga yang bermigrasi dan belum pulang. Empat 
dari sembilan anggota keluarga yang diwawancarai adalah anak di bawah usia 18 tahun.34

Secara keseluruhan, sejumlah 48 responden (25 laki-laki dan 23 perempuan) diwawancarai untuk tujuan penelitian. Berikut ini 
adalah rincian peserta yang diwawancarai:   
• 7 migran perempuan yang telah pulang 
• 9 anggota keluarga (5 saudara dewasa, termasuk suami atau saudara kandung -  3 laki-laki, 2 perempuan, dan 4 anak dan   
  pemuda - 1 laki-laki, 3 perempuan)
• 2 kepala desa laki-laki
• 21 pejabat pemerintah (12 laki-laki, 9 perempuan) 
• 1 laki-laki staf LSM dan 1 perempuan staf LSM 
• 3 laki-laki staf organisasi keagamaan dan 1 perempuan staf organisasi keagamaan 
• 1 jurnalis laki-laki
• 1 agen tenaga kerja laki-laki
• 1 penggerak masyarakat laki-laki 

Data yang dihimpun dari penelitian ini kemudian dianalisis secara tematik guna memahami situasi migran dan penyintas perdagangan 
orang, disamping juga kerangka, asumsi dan hubungan antara para pemangku kepentingan utama. Perhatian khusus diberikan pada 
cara bagaimana masing-masing memandang para pemangku kepentingan lainnya, guna mengembangkan sebuah gambaran situasi 
yang ada di benak mereka yang kemudian memengaruhi sikap dan tindakan mereka.

Daftar lengkap organisasi yang berpartisipasi dalam penelitian ini dapat ditemukan pada Lampiran III.   

Anak-anak dan pemuda yang diwawancarai berusia 17, 12 dan 8 tahun.34
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Pertemuan validasi: 

Sebuah presentasi dan ringkasan eksekutif dari temuan-temuan kunci dan rekomendasi disajikan kepada para pemangku 
kepentingan di pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan staf LSM yang berpartisipasi dalam penelitian ini guna 
mendapatkan masukan dan klarifikasi. Sebuah pertemuan daring selama dua jam diadakan dengan para pemangku 
kepentingan ini pada bulan Juli 2020.

 2.2 LOKASI KEGIATAN LAPANGAN 

Dengan latar belakang tersebut, IOM mensponsori penelitian ini yang ditujukan untuk menilai bagaimana norma sosial dan 
stigma dapat menjadi pendorong kerentanan terhadap perdagangan orang dan rintangan terhadap reintegrasi korban yang 
efektif. Daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur, dipilih sebagai lokasi penelitian IOM ini dikarenakan beberapa alasan, yakni: 
 i) terkenal sebagai daerah pengirim migran dan perdagangan orang;
 ii) dipandang sebagai daerah dengan corak budaya, bahasa dan adat yang unik; dan
 iii) salah satu daerah di Indonesia yang kurang dipahami dari segi trend perdagangan orang. 

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah provinsi paling selatan di Indonesia. Daerah ini terdiri lebih dari 500 pulau dengan pulau 
Sumba sebagai yang terbesar. Penduduk Sumba, disamping keseluruhan provinsi NTT, secara predominan memeluk agama 
Kristen. Sumba memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai akibat rendahnya sumber daya, lokasinya yang terpencil 
dan ketergantungan pada pendapatan pertanian; faktor-faktor tersebut telah berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang 
stagnan di Sumba.35  Tanah di Sumba banyak tersedia, namun tidak subur. Namun demikian, pertanian merupakan sumber 
penghasilan terbesar bagi penduduknya. Menanam tanaman pangan untuk dikonsumsi, beternak untuk mendapatkan daging 
dan telur, memelihara ternak untuk tujuan upacara dan untuk membajak sawah, merupakan kegiatan yang menopang 
penghidupan di Sumba.36

Walau bahasa resmi NTT adalah bahasa Indonesia, daerah tersebut kaya akan bahasa daerah. Setidaknya 72 bahasa daerah 
telah diidentifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahasa-bahasa yang digunakan didasarkan pada suku. Di 
Sumba Barat Daya, bahasa  Gaura, Kodi, Lamboya, Loli dan Wewewa (Wejewa) digunakan, sedangkan di Sumba Barat, 
bahasa Gaura Lamboya, Loli dan Wanukaka (Wanokaka) digunakan.37 Pada lokasi-lokasi sasaran penelitian, bahasa  Kodi 
dan Loli digunakan disamping bahasa Indonesia. 

Gambar 1. Peta Indonesia yang menunjukkan lokasi penelitian lapangan dalam warna merah

Catatan: Peta ini hanya dimaksudkan sebagai gambaran. Batas wilayah dan nama yang ditampilkan serta tanda-tanda pada peta tersebut tidak 

didasarkan data resmi atau diterima oleh  International Organization for Migration.

Vel, J.A., 2008. Uma politics; An ethnography of democratization in west Sumba, Indonesia, 1986-2006 (hal. XVII-277). Brill.
Ibid
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Buku. Diakses pada tanggal 20 September 2020. Tersedia di  
https://petabahasa.kemdikbud.go.id/mapEnlarge2.php?idp=24.

35.

36.

37.
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Jakarta, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya merupakan daerah-daerah yang dipilih untuk memenuhi cakupan penelitian. 
Jakarta dipilih sebagai lokasi kegiatan lapangan karena merupakan Ibukota Negara, dimana banyak pejabat pemerintah, LSM, 
dan organisasi keagamaan terkonsentrasi. Sumba Barat dan Sumba Barat Daya dipilih untuk lokasi kerja lapangan karena walau 
daerah-daerah tersebut memiliki tingkat migrasi keluar yang tinggi, namun sedikit yang diketahui mengenai kebutuhan korban 
perdagangan orang. Banyak purna pekerja migran (yang beberapa dari mereka diduga merupakan korban perdagangan orang) 
juga terkonsentrasi di daerah-daerah tersebut. 

 2.3 PERTIMBANGAN ETIS

Mengingat bahwa topik kajian ini bersifat sensitif dan karena para purna migran mengalami trauma fisik, psikologis dan 
emosional yang serius, maka pertimbangan etis dan langkah-langkah pengamanan ditetapkan dan dilaksanakan untuk 
memastikan perlindungan dan kesehatan para peserta penelitian. Sebuah rancangan penelitian yang mematuhi panduan etik38  
membantu menghindari efek negatif terhadap kehidupan peserta di masa ini maupun masa depan. Lebih lanjut lagi, peneliti 
yang terlibat dalam pengumpulan data dipilih berdasarkan pengalaman mereka dalam mewawancarai dan bekerja dengan 
kelompok-kelompok rentan.

Persetujuan berdasarkan informasi lengkap (informed consent): persetujuan tegas dari peserta diperoleh sebelum 
pelaksanaan wawancara. Tujuan dari penelitian ini, penggunaan temuan, serta ketentuan yang berlaku dijelaskan kepada para 
peserta penelitian, baik secara lisan maupun secara tertulis.39 Keikutsertaan bersifat sukarela, dan peserta memiliki hak penuh 
untuk menolak ikut serta dalam riset, dan untuk menolak menjawab suatu pertanyaan dan mengundurkan diri pada saat 
wawancara berlangsung. Lembar persetujuan ditandatangani oleh semua peserta yang ikut serta dalam penelitian. Sebuah 
salinan lembar persetujuan (versi bahasa Inggris) dapat dilihat pada Lampiran IV.

Privasi dan kerahasiaan: Privasi dari semua peserta dijaga, dan semua wawancara dengan para migran yang telah 
pulang beserta keluarga mereka dilakukan di rumah mereka atau di tempat yang nyaman bagi responden, seperti rumah 
tetangga. Wawancara dengan purna migran dilakukan secara terpisah dari wawancara dengan anggota keluarga, kecuali jika 
dinyatakan oleh returnee bahwa mereka ingin anggota keluarga mereka hadir. Perwakilan pemerintah maupun staf IOM tidak 
diperkenankan hadir selama wawancara atau FGD yang melibatkan returnee, anggota keluarga mereka atau tokoh masyarakat.

Anonimitas: Dalam rangka melindungi informan, nama dan jabatan tidak disebutkan dalam data yang dikumpulkan. Tidak 
ada foto penyintas perdagangan orang maupun purna migran atau keluarga mereka yang digunakan dalam penelitian ini. 
Foto pemangku kepentingan lainnya yang ikut serta dalam penelitian ini hanya dilakukan dan ditampilkan jika telah mendapat 
persetujuan tertulis. Nama dari peserta yang diceritakan dalam studi kasus di seluruh laporan ini telah diganti dengan nama 
samaran, sebagaimana yang ditandai dengan tanda bintang. 

Keselamatan para peserta: Data rahasia sehubungan dengan kegiatan ini (baik dalam format elektronik maupun fisik) 
disimpan berdasarkan ketentuan Prinsip-Prinsip Perlindungan Data IOM dan dapat diakses hanya oleh anggota tim Embode 
dan IOM yang berkepentingan. Disamping itu, identitas dari masing-masing peserta penelitian telah dihapus dari data oleh 
peneliti sebelum membagikannya dengan tim proyek.  

Perlindungan anak: Wawancara dengan anak dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Perlindungan Anak Embode dan IOM.  

Penyusunan pertanyaan sensitif dan teknik wawancara: Sebuah keseimbangan dijaga untuk memastikan bahwa 
informasi yang diperlukan dapat terkumpul namun tanpa menimbulkan masalah bagi peserta. Perhatian diberikan pada 
pengajuan pertanyaan, yang menggunakan kosa kata setempat dan peristilahan yang mudah dimengerti. Penekanan diberikan 
pada upaya membuat FGD berlangsung dalam bentuk percakapan dan bersifat partisipatif, di mana responden dibiarkan untuk 
bercerita sendiri.

Termasuk ‘Forced Migration Review – Ethics Issue: exploring ethical questions that confront our work’, ‘The IOM Handbook on Direct Assistance for Victim of
Trafficking’, ‘Ethical Research Involving Children’ dari UNICEF dan Code of Conduct dari Embode.
Bahasa Indonesia digunakan kecuali dengan dua peseta yang tidak dapat berbahasa Indonesia dan yang kemudian diwawancarai menggunakan bahasa daerah setempat.

38.

39.
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 2.4 KETERBATASAN 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Tidak dapat menjangkau purna migran laki-laki: Para peneliti tidak berhasil mewawancarai purna migran laki-laki. 
Rasio migrasi perempuan terhadap laki-laki di Sumba berkisar antara 10:1, 9:1, 5:1,40  yang mencerminkan sifat migrasi 
yang timpang gender di daerah tersebut. Dikarenakan sedikitnya jumlah migran laki-laki, sulit bagi kader masyarakat yang 
diperbantukan oleh tim untuk mencari purna migran laki-laki untuk diwawancarai. Dua pekerja laki-laki pada awalnya 
diidentifikasi untuk diwawancarai, namun di saat-saat terakhir mereka tidak dapat hadir.  

Ukuran sampel yang kecil: Terbatasnya jangka waktu untuk melakukan penelitian lapangan. Lokasi penelitian tersebar 
luas secara geografis, yang berarti bahwa cukup banyak waktu yang dihabiskan untuk melakukan perjalanan. Di samping 
itu, guna memahami stigma dan norma sosial, para peneliti perlu berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan 
dalam keluarga, tokoh masyarakat, pemerintah dan CSO. Hal ini berarti bahwa hanya sebanyak tujuh purna migran dapat 
diwawancarai selama penelitian lapangan. 

Lokasi geografis penelitian: Lokasi penelitian dipilih karena merupakan ‘hotspot’ migrasi keluar, sehingga hasil tidak 
dapat diambil untuk mewakili negara secara keseluruhan. Terdapat perbedaan budaya, agama dan ekonomi yang signifikan 
antara berbagai provinsi, kabupaten, dan bahkan kota dan desa yang ada di Indonesia, dan faktor ini berdampak pada 
tingkat migrasi, orang yang bermigrasi, jalur yang ditempuh, risiko yang dihadapi, dan cara mereka diterima kembali ke 
dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, walau beberapa temuan mencerminkan situasi nasional, namun aspek-
aspek lainnya kemungkinan hanya mencerminkan daerah penelitian yang bersangkutan secara spesifik pada saat penelitian 
tersebut dilakukan.  
 

Rasio jumlah migran perempuan terhadap laki-laki berdasarkan lembaga pemerintah di kabupaten-kabupaten sasaran yang diwawancarai untuk penelitian ini. Angka-angka ini 
adalah  10:1, 9:1, dan 5:1 yang diberikan oleh Dinas Sosial di Sumba Barat, Dinas Ketenagakerjaan di Sumba Barat dan Dinas Pemberdayaan Anak dan Perlindungan anak di 
Sumba Barat Daya.  

40.
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3. GAMBARAN UMUM TENTANG INDONESIA

 3.1 KONTEKS NEGARA

Terletak di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 17.000 pulau, membentang sepanjang 
5.120 km dari timur ke barat. Rumah bagi lebih dari 260 juta orang dan lebih dari 300 kelompok etnis, Indonesia adalah negara 
dengan populasi terbesar keempat di dunia.41  Sejak Krisis Keuangan Asia di tahun 1997-1998, Indonesia telah mengalami transformasi 
sosial dan ekonomi yang luar biasa, bertransisi ke negara demokratis dan tumbuh menjadi negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara 
dan merupakan anggota G-20. Produk domestik bruto (PDB) per kapita negara telah meningkat dari USD 823 pada tahun 2000 
menjadi USD 3.932 pada tahun 2018.42 Pertumbuhan ekonomi yang stabil selama periode ini didorong oleh transformasi struktural 
industri dari pertanian ke jasa. Sebagai catatan, mayoritas pekerja layanan terkonsentrasi di perdagangan, restoran, dan hotel, di 
mana sejumlah besar pekerja perempuan dipekerjakan.43 Pertumbuhan ini telah membantu Indonesia memperoleh hasil yang 
signifikan dalam pengurangan kemiskinan, mengurangi tingkat kemiskinan Indonesia secara signifikan dari 24% pada tahun 1999 
menjadi 9,8% pada tahun 2018.44

Meskipun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan terdapat peningkatan dalam pengentasan kemiskinan, indikator sosial Indonesia 
juga menggambarkan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi negara. Misalnya, angka kematian ibu di Indonesia termasuk 
yang tertinggi di Asia Tenggara, dengan 126 kematian ibu untuk setiap 100.000 kelahiran hidup.45 Sementara itu, sekitar 1 dari 3 
anak di bawah usia 5 tahun menderita stunting, yang mengganggu perkembangan otak dan memengaruhi peluang di masa depan.46

Ketimpangan dalam pendapatan di Indonesia juga meningkat. Manfaat dan peluang yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi 
negara belum dibagikan secara luas kepada seluruh penduduk. Meskipun angka kemiskinan turun, sekitar 25,9 juta penduduk 
Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan 20,19% penduduk rentan jatuh miskin karena tingkat pendapatan mereka 
sedikit di atas garis kemiskinan nasional.47 Pada tahun 2014, tingkat konsumsi 10% orang terkaya di Indonesia adalah sama dengan 
tingkat konsumsi 54% orang termiskin, meningkat dari 42% pada tahun 2002.48

Ketimpangan pendapatan di Indonesia juga berdasarkan gender. Indonesia berada di peringkat 88 di Indeks Kesenjangan Gender 
yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia. Dari 50 orang terkaya di negara ini, hanya satu yang perempuan.49 Ketimpangan 
ekonomi diperparah oleh tingginya tingkat ketimpangan gender. Ketidaksetaraan gender berarti perempuan cenderung tidak memiliki 
kekuatan pengambilan keputusan atau pengaruh atas kehidupan mereka sendiri dan bagaimana sumber daya dialokasikan dalam 
rumah tangga dan masyarakat. Perempuan dan anak perempuan umumnya menghadapi diskriminasi dalam akses ke pendidikan 
dan memiliki aset ekonomi yang lebih sedikit. Lebih jauh lagi, pekerjaan yang dilakukan perempuan secara sistemik diremehkan; 
perempuan secara tidak proporsional merupakan bagian besar dari pekerja dengan gaji terendah dan yang tidak dibayar dan yang 
bekerja di sektor informal, menjadikan mereka lebih rentan terhadap kemiskinan.

Bagi banyak orang di Indonesia, dan khususnya bagi perempuan, migrasi tenaga kerja adalah strategi pengentasan kemiskinan, dan 
cara untuk meningkatkan kedudukan ekonomi dan sosial di komunitas mereka. Ada lebih dari 9 juta orang Indonesia bekerja di luar 
negeri; angka ini merupakan hampir 7% dari total angkatan kerja negara.50 Hampir dua pertiga pekerja migran Indonesia berasal dari 
kabupaten di wilayah yang relatif lebih miskin, di mana tingkat kemiskinan rata-rata lebih tinggi dari rata-rata nasional.51 Berdasarkan 
data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pada tahun 2017 dan 2018, 70% pekerja migran Indonesia yang 
memiliki dokumen resmi52 adalah perempuan53 yang mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

Migrasi tenaga kerja menawarkan kesempatan untuk memasuki angkatan kerja aktif dan mendapatkan remunerasi yang lebih tinggi 
dibandingkan  dengan potensi pendapatan di daerah sumber. Selain itu, bagi banyak  pekerja migran perempuan, pekerjaan di luar 

World Bank, 2020. Overview. World Bank. Diakses pada tanggal 3 September 2020. Tersedia di https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview 
Ibid.
Organisasi Perburuhan Internasional, 2011. Profil Pekerjaan yang Layak, Indonesia. Jenewa: Organisasi Perburuhan Internasional. Diakses 6 September 2020. 
Dapat dilihat di www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_167418.pdf 
Asian Development Bank, 2020. Indonesia and ADB. Asian Development Bank. Diakses 22 Agustus 2020. Dapat dilihat di https://www.adb.org/countries/
indonesia/overview   
UNICEF, 2016. Disparitas Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Indonesia. UNICEF. Diakses 21 Agustus 2020. Dapat dilihat di https://data.unicef.org/resources/
maternal-newbornhealth-perbedaan-negara-profil/    
World Bank, 2020. Overview. World Bank. Diakses 3 September 2020. Dapat dilihat di https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview 
Ibid.
World Bank, 2016. Indonesia’s Rising Divide. Washington: The World Bank. Diakses 2 September 2020. Tersedia di http://documents1.worldbank.org/curated/
en/267671467991932516/pdf/106070-WP-PUBLIC-Indonesias-Rising-Divide-English.pdf.  
Ibid.
World Bank, 2017. “Indonesia’s Global Workers: Juggling Opportunities & Risks. hlm. 1–82.
Ibid.
Karena angka ini berasal dari data resmi pemerintah, persentase ini mungkin tidak termasuk pekerja yang tidak memiliki dokumen resmi.
Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2019. Data penempatan tahun 2017 dan 2018. Badan Nasional Penempatan Dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Diakses 23 April 2020. Dapat dilihat di http://portal.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.
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50.
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 3.2 MIGRASI TENAGA KERJA UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN
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Ibid.
Ibid.
Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2018. Data Penempatan dan Pelindungan Periode Tahun 2018 [online]. Jakarta: Pusat Penelitian 
Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO). Diakses 25 Mei 2020. Dapat dilihat di http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-032019_094615_Laporan_Pengolah-
an_Data_BNP2TKI_2018.pdf 
International Organization for Migration, 2010. Gender, Migration and Remittances. Diakses 7 September 2020. Dapat dilihat di https://www.iom.int/sites/default/files/
about-iom/Gender-migration-remittances-infosheet.pdf. 
United Nations Office on Drugs, Crime, Division for Treaty Affairs Staff, United Nations Office on Drugs and Crime. Division for Treaty Affairs, 2004. Panduan Legislatif 
untuk Pelaksanaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Protokolnya. Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
U.S. Department of State, 2018. 2018 Trafficking in Persons Report: Indonesia. Diakses 21 Januari 2020. Dapat dilihat di https://www.state.gov/reports/2018-traffick-
ing-inpersons-report/indonesia/.       
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2020. Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Juli 2020. Jakarta: Pusat Data dan Informasi BP2MI. Diakses 7 Sep-
tember 2020. Dapat dilihat di https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_28-082020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_JULI_2020.pdf. 
Agustinanto, F. and Rosenberg, R., 2003. Trafficking of Women and Children in Indonesia. Accessed 22 August 2020. Available at https://childhub.org/en/system/tdf/
library/attachments/iomc_solidarity_centre_tra.pdf?file=1&type=node&id=16313

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

negeri merupakan pengalaman pertama mereka bekerja dengan menerima upah. Laporan Bank Dunia menemukan bahwa 
mayoritas (70%) mantan pekerja migran Indonesia telah meningkatkan status ekonomi setelah migrasi.54 Sedangkan pekerja 
migran perempuan yang bekerja di luar negeri melaporkan bahwa mereka dapat memperoleh hingga lima kali lipat dari apa 
yang mereka harapkan di Indonesia, setelah dipotong biaya migrasi.55 Secara kolektif, pekerja migran memberikan kontribusi 
sebesar USD 10,97 miliar dalam bentuk remitansi bagi perekonomian Indonesia, atau sekitar 1% dari PDB, pada tahun 
2018.56 Penelitian tentang remitansi menunjukkan bahwa migran perempuan mengirim jumlah remitansi yang hampir sama 
dengan migran laki-laki;57 namun, perempuan cenderung mengirim pendapatan mereka dalam proporsi yang lebih besar, 
meskipun di tingkat global, penghasilan mereka lebih rendah daripada laki-laki.  Remitansi berkontribusi pada peningkatan 
hasil ekonomi jangka panjang bagi pekerja migran dan keluarganya, jika disalurkan untuk pendidikan, modal bisnis, atau 
tabungan. Selain migrasi tenaga kerja internasional, sejumlah besar orang Indonesia juga bermigrasi secara internal untuk 
bekerja.

 3.3 MIGRASI TIDAK AMAN DAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Terlepas dari manfaat ekonomi yang signifikan dalam mendapatkan pekerjaan di luar negeri, migrasi adalah suatu tindakan 
yang berisiko. Para pendatang dihadapkan pada berbagai risiko kekerasan dan eksploitasi sepanjang siklus migrasi, dimana 
salah satunya adalah perdagangan orang. Akibatnya, pengalaman migrasi yang tidak aman dapat dilihat sebagai suatu kontinum 
dengan migrasi tenaga kerja yang aman di satu sisi dan perdagangan orang di sisi lain. Elemen-elemen perdagangan orang, 
sebagaimana yang didefinisikan di dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum 
Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (2000), melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 
Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi(“Protokol Palermo”), sangat mungkin memengaruhi perjalanan migran - 
mencakup perekrutan selama pra-migrasi hingga eksploitasi selama transit dan di negara tujuan, serta kekerasan selama 
repatriasi atau pemulangan dan reintegrasi.

“Tindakan” perdagangan orang, yakni “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang 
untuk tujuan eksploitatif melalui ancaman, paksaan, pemalsuan, penipuan, dan cara lain”,58 dimungkinkan untuk terjadi oleh 
jaringan perantara migrasi dan penyedia jasa yang terjalin dengan rumit. Mereka terdiri dari keluarga dan teman, agen 
perekrutan, agen perjalanan, pejabat negara, dan pemberi kerja. Sepanjang siklus migrasi, seseorang bisa jadi seorang migran 
atau orang yang diperdagangkan, tergantung di mana dia berada dalam kontinum ini.

Meskipun perdagangan orang di Indonesia memengaruhi laki-laki, perempuan maupun anak-anak, laporan ini hanya 
berfokus pada migrasi yang tidak aman dan perdagangan orang yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan. Hal 
ini dikarenakan di area fokus penelitian di Sumba, sebagian besar migran yang teridentifikasi adalah perempuan. Feminisasi 
migrasi di Indonesia juga merupakan konsekuensi dari tuntutan tenaga kerja dalam profesi yang secara tradisional dianggap 
atau dilihat sebagai pekerjaan perempuan seperti pengasuh anak, pekerja rumah tangga, pengasuh dan sebagainya. Dari 
kelompok perempuan yang bermigrasi itulah perdagangan orang terjadi. Indonesia pada dasarnya adalah negara sumber 
perdagangan orang di tingkat internasional, dan negara transit dan tujuan pada tingkat yang lebih rendah. Sejumlah besar 
orang Indonesia dieksploitasi dalam bentuk kerja paksa di wilayah Asia dan Timur Tengah.59 Malaysia menjadi tujuan utama 
para pekerja migran Indonesia.60 Perempuan dan anak perempuan sebagian besar diperdagangkan untuk bekerja sebagai 
pekerja rumah tangga, pekerja seks, pekerja paksa, pekerja budak berkedok pernikahan atau pengantin pesanan, dan 
pekerja anak.61 
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3.4 TANGGUNG JAwAB NEGARA ATAS REINTEGRASI BAGI KORBAN TPPO

Indonesia adalah Negara pihak dalam Protokol Palermo, yang memberikan kerangka hukum dan normatif untuk menangani 
perdagangan orang. Protokol ini mendefinisikan perdagangan orang dan menetapkan tanggung jawab negara untuk 
menanggapi perdagangan orang. Wacana seputar kewajiban negara sehubungan dengan Protokol Palermo berpusat pada 
kriminalisasi perdagangan orang melalui legislasi nasional, menyelidiki kasus perdagangan orang dan menghukum pelaku. 
Seringkali tanggung jawab untuk melindungi orang-orang yang diperdagangkan terabaikan oleh negara, khususnya untuk 
memfasilitasi pemulangan, pemulihan, dan reintegrasi orang-orang yang diperdagangkan ke dalam komunitas mereka setelah 
pengalaman eksploitatif di luar negeri.

Tanggung jawab negara atas reintegrasi diatur dalam pasal 6 (3) Protokol Palermo. Aturan tersebut menetapkan bahwa 
negara pihak dari protokol harus mempertimbangkan “langkah-langkah pelaksanaan untuk menyediakan pemulihan fisik, 
psikologis dan sosial dari para korban perdagangan orang melalui penyediaan perumahan yang layak, konseling dan informasi, 
bantuan medis, psikologis dan material serta pekerjaan, kesempatan pendidikan dan pelatihan. Negara juga bertanggung 
jawab untuk menyediakan keamanan fisik para korban perdagangan orang di dalam wilayahnya.” Di Indonesia, ruang lingkup 
tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan bantuan reintegrasi bagi orang-orang yang diperdagangkan diatur dalam 
Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007). Berkenaan dengan proses 
reintegrasi, Pasal 52 UU No. 21 Tahun 2007 mengamanatkan penyediaan rehabilitasi medis dan sosial, bantuan pemulangan, 
dan reintegrasi sosial, termasuk kewajiban Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mendirikan tempat penampungan dan pusat 
trauma.62

 3.5 PAyUNG hUKUM BAGI PERLINDUNGAN KORBAN TPPO

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, 
merupakan tindakan yang bertentangan dengan martabat manusia dan hak asasi manusia. Korban perdagangan orang 
didefinisikan sebagai “orang yang menderita trauma psikologis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang disebabkan 
oleh tindak pidana perdagangan orang” dan menetapkan bahwa orang yang diperdagangkan berhak atas berbagai bentuk 
bantuan seperti layanan kesehatan, tempat tinggal sementara dan layanan bantuan hukum.63 Layanan ini diberikan kepada 
orang-orang yang diperdagangkan untuk “rehabilitasi” mereka, untuk memfasilitasi pemulihan dari “trauma psikologis, 
mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial” yang disebabkan oleh perdagangan orang.64

Pasal 51 UU No. 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa korban berhak atas “rehabilitasi medis dan sosial”. “Rehabilitasi medis” 
mengacu pada pemulihan korban untuk kembali kepada kondisi fisik dan psikologis “normal”, sedangkan “rehabilitasi sosial” 
mengacu pada pemulihan kesehatan mental yang memadai atau optimal dan kemampuan untuk kembali ke fungsi sosial guna 
menjalankan perannya dalam keluarga dan masyarakat. Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali korban perdagangan 
orang ke keluarga atau keluarga angkat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban. UU No. 
21 Tahun 2007 mengamanatkan pemerintah pusat dan kabupaten untuk mendirikan tempat penampungan untuk pusat 
perlindungan sosial dan trauma. Pasal 48 mengatur bahwa setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak untuk 
menerima restitusi. Secara rinci, ketentuan kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi para korban diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No. 7 Tahun 2018.

UU No. 21 Tahun 2007 sebagaimana tertuang dalam Pasal 58 juga mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan 
dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah dibentuk berdasarkan Perpres No. 69 Tahun 2008. GTPP-
TPPO diketuai oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK, sebelumnya dikenal 
sebagai Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat) sedangkan operasi dan koordinasi anggota GTPP-TPPO dipimpin 
oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).65  Satuan tugas serupa dibentuk di tingkat 
daerah (di tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dengan jalur pelaporan langsung ke Gubernur Provinsi untuk Gugus Tugas 
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTTP-TPPO) tingkat Provinsi  dan pelaporan ke Walikota 
atau Bupati untuk GTTP-TPPO tingkat kabupaten. Hingga 2018, telah terbentuk 32 Satgas Provinsi dan 238 GTTP-TPPO 
tingkat Kabupaten/Kota di tingkat daerah.

Lihat Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 52. Diakses 19 Januari 2020. 
Dapat dilihat di www.warnathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Indonesia-TIP-Law-2007.pdf. 
Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (3). Diakses 19 
Januari 2020. Dapat dilihat di www.warnathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Indonesia-TIP-Law-2007.pdf. 
Lihat Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diakses 19 Januari 2020. 
Dapat dilihat di www.warnathgroup.com/wp-content/uploads/2015/03/Indonesia-TIP-Law-2007.pdf. 
Anggotanya terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ke-
menterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahra-
ga, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Intelijen Negara, dan Badan Pusat Statistik.
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KPPPA mengembangkan peraturan yang memandu pelaksanaan praktis dari UU No. 21 Tahun 2007. Misalnya, KPPPA 
menetapkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2009 yang mengatur tentang standar pelayanan minimal yang diberikan di 
Pusat Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang di tingkat daerah (kabupaten/kota), dan Peraturan 
Menteri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standard Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban 
Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan ini menguraikan layanan yang harus disediakan oleh Pusat Layanan Terpadu 
bagi korban perdagangan orang. Pemberian layanan meliputi kesehatan dan rehabilitasi sosial korban, serta pendampingan 
repatriasi, reintegrasi, pendampingan hukum bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang. Peraturan Menteri No.10 
dan 11 Tahun 2012 juga memberikan bimbingan teknis bagi pemerintah daerah dalam pembentukan GTTP-TPPO dan 
bimbingan teknis untuk masyarakat dan komunitas tentang pencegahan dan penanganan TPPO.

Selain UU No.21/2007, Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan lebih lanjut terkait perlindungan seperti 
UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU No. 18 tahun 2017 mengatur hukuman yang 
lebih berat seperti hukuman penjara yang lebih lama dan denda yang lebih besar untuk setiap pelanggaran dalam mekanisme 
migrasi tenaga kerja dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 39 tahun 2004. Peraturan Menteri 
No.9 tahun 2019 mengatur tentang penempatan pekerja migran Indonesia, dan Peraturan Menteri No.10 tahun 2019 
mengatur tata cara pemberian izin kepada agen perekrutan. Undang-undang Perlindungan Anak Indonesia menetapkan 
perdagangan anak sebagai pelanggaran khusus.66 Peraturan lain memberikan dimensi perlindungan tambahan.67

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 yang merupakan amandemen kedua dari UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan 
Anak tahun 2002 pertama kali diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014. Peraturan Pemerintah tersebut dibuat sebagai pengganti undang-undang dan dalam per-
timbangan UU Perlindungan Anak tidak memberikan efek jera dan pencegahan yang komprehensif. Peraturan Pemerintah mengkriminalisasi perdagangan anak, dan dapat 
digunakan bersama dengan UU No.21 tahun 2007 dalam penuntutan pelaku.
Misalnya, berdasarkan UU No. 13 tahun 2006 yang diganti dengan UU No. 31 tahun 2014, Badan Perlindungan Saksi dan Korban melalui undang-undang dibentuk untuk 
melindungi korban, whistle blower, dan pakar dalam pengungkapan tindak pidana.
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Labour migration in Sumba is seen as positive and aspirational across all stakeholders. From heads of villages, to every 
member of a family interviewed, every person talked about the opportunities of migrating for work, despite where 
risks were acknowledged. For example, even where every community member knew of at least one person who had 
migrated and not yet returned, all agreed that migration was a good thing. This section outlines the key underlying driver 
of economic need, and the enabling factor of persuasive agents in this resulting and widely held narrative. 

4.1.1 Low economic prospects push labour migration

Most Sumbanese never travel to other islands, however, various factors – the infertility of the soil, lack of employment 
opportunities and low education attainment levels – have combined to push Sumbanese to travel to neighbouring areas, 
such as Bali and Kupang, and abroad for employment.68 In 2018, NTT was ranked ninth in Indonesia in the highest number 
of registered workers deployed for overseas employment. Within NTT province, West Sumba and South-west Sumba 
saw the highest numbers of registered Indonesian workers for overseas employment after Kupang district. Most migrants 
from Sumba are women and migrate into sectors of work that reflect the stereotypical gendered division of labour. 
According to the Agency for the Protection of Indonesian Migrant Workers (BP2MI) in 2018, 88% of Sumbanese who 
migrate were women, a majority of whom worked in the informal sector as domestic workers.69 70% of those who 
migrated from NTT in 2018 were placed in Malaysia for employment. 

Education levels of those who migrate out of NTT are low, 
with more than half who migrate for overseas employment70 
only possessing a primary school certificate. According to a 
number of local stakeholders who were interviewed, low 
literacy rates are a push factor for out-migration due to 
those with low literacy becoming targets for recruitment by 
labour agencies. Migrants with low educational attainment 
are more likely to rely on and obtain information only from 
“middle-men” rather than from licensed agents, and are 
thereby more likely to be deceived and end up in situations 
of trafficking and exploitation.71 Females with low levels of 
educational attainment are more likely migrate to Malaysia

or the Middle East72 for work, while higher educated females tend to migrate to more developed East Asian countries. 
The reason for these patterns is partly in response to the different minimum education requirements for these destination 
countries. For example, to be employed as a domestic worker in Hong Kong SAR China, Taiwan Province of China, or 
Singapore, migrants must meet a minimum education requirement of junior secondary school. On the other hand, Malaysia 
and Gulf countries73 allow migrant domestic workers with only primary school education to be employed. Learning Bahasa 
Indonesia as a second language can also put children at a disadvantage when sitting for government examinations. For  
 

68 Vel JA. Uma politics; An ethnography of democratization in West Sumba, Indonesia, 1986-2006. Brill; 2008.
69 Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2018. Data Penempatan dan Pelindungan Periode Tahun 2018. Jakarta: Pusat Penelitian 
   Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO). Accessed 25 May 2020. Available at http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_
   Data_BNP2TKI_2018.pdf. 
70 The terms "overseas employment" and "foreign employment" are used interchangeably. 
71 World Bank, 2017. Indonesia’s Global Workers: Juggling Opportunities & Risks, pp. 11–67.
72 At the time of writing, Indonesia had banned labour migration for individual (household) employment in 19 Middle Eastern countries under Ministerial Decree No. 260, 
   2015.
73 The most common Gulf destination for Indonsian migrants is Saudi Arabia, followed by United Arab Emirates and Oman. However, labour migration for Indonesian domestic
   workers to these countries was banned at the time of writing.

4. RESEARCH FINDINGS

4.1 THE NARRATIVE OF MIGRATION AS "POSITIVE" AND "ASPIRATIONAL" 
      REMAINS UNCHALLENGED

Migration is very good. It ensures the sustainability of our families.
– Male family member of a migrant worker, West Sumba

”
“

FBO school in South-west Sumba.  Embode 2019

example, children in Homba Karipit village, one of the research sites, only start learning Bahasa Indonesia, the national 
language, at grade 3 (9 years old).74 Many children from this village leave school at elementary level.75 

4.1.2 Recruitment of women migrants promoted as a poverty alleviation strategy

Sumba’s labour migration industry, populated by recruitment agents offering services to open doors for aspiring Sumbanese 
to employment and promising salaries abroad, is well-established and lucrative. Findings from the fieldwork revealed that 
recruiting a woman for foreign employment can fetch a broker up to IDR 6,500,000 (about USD 460) per recruit, 
whereas the recruitment of a man for foreign employment can only fetch a broker up to IDR 1,500,000 (about USD 
107).76 This disparity in recruitment fee is attributable to the higher demand for women workers in the domestic work 
sector in destination countries like Malaysia and Saudi Arabia.  

Recruitment agents, often a senior or trusted member 
of the community, target young prospective migrants for 
labour migration to meet the demand for women workers 
in destination countries. Schools are common recruitment 
sites. Young Sumbanese are bought-in by the prospects of 
experiencing a more modern lifestyle abroad, as well as the 
opportunity to improve the economic standing of themselves 
and their families. They are further lured by the potential of 
"freedom" from conservative cultures as well as an escape from 
more serious domestic abuse issues. The economic benefits of
labour migration are similarly sold to family members of prospective migrants, revealing how whole families are targets for 
marketing of foreign employment. Key informants said it is common for recruitment agents to visit family members with 
offers of cash and gifts in their bid to entice families into allowing their children to migrate for employment. Two parents 
who were interviewed perceived migration as positive and aspirational because they believed that their children would 
receive a lucrative salary for relatively short working hours.77 Parental consent is important not only culturally, but also 
formally, because written approval from family members and village heads is a pre-migration requirement.78 

4.1.3 A continuing cycle of migrants

The narrative that migration is both positive and aspirational is rarely challenged or verified by prospective migrants. 
Returnee migrants who were interviewed said that they sought out friends who had returned from working abroad. They, 
in turn, introduced them to brokers who made the necessary arrangements for them to migrate. The trust placed on 
friends who have “successfully” returned to the village, and who may or may not have obtained a commission from the 
introduction of the potential migrants to brokers, is a significant process in the Sumbanese migration cycle. This reliance 
on incomplete or potentially biased oral testimony means that the expectations and risks of migration among prospective 
migrants and their communities are not shaped by credible and formal sources of information. When incomplete and 
inaccurate information on migration is shared, the sense of personal failure is likely to be amplified by a migrant who has 
an unsuccessful migration experience relative to these oral testimonies.

When speaking with family members of returnee migrants and community leaders during the fieldwork, it was found that 
there was generally a positive perception of migration. The communities expressed a favourable impression of migrant 
workers because they understand that workers migrate with the intention of earning an income to alleviate the family’s 
financial burden. The perception is the same even towards those who return without much money. Family members of 
returnee migrants who were interviewed also stated that they “would allow” women to migrate again if there is a need 
for it; this perspective held true even if they were dissatisfied with the migrant’s work experiences in cases when the 
migrant does not send back sufficient remittances to the family, and are aware to some extent of the risks of migration. 
For example, every villager approached for the research, knew of someone personally who went missing after migrating 

74 As mentioned above, the region has a rich diversity of local languages which are the common mother tongue for children. 
75 Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2018. Data Penempatan dan Pelindungan Periode Tahun 2018. Jakarta: Pusat Penelitian 
   Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO). Accessed 25 May 2020. Available at http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_
   Data_BNP2TKI_2018.pdf.
76 Women often resort to borrowing money from relatives or friends to pay for recruitment. Some also sell their family land in order to bear the cost of recruitment. 
77 Interviews conducted with one woman and one man whose daughters have migrated to Malaysia for employment.
78 According to Law 18/2017 (Article 13) on the Protection of Indonesian Migrant Workers, a letter of consent (permission) is required from the next of kin in order 
  to migrate regularly. The next of kin is specifically the parents or legal guardians in the case of single persons, and the spouse in the case of married persons. An 
   acknowledgement is also required by the Head of the Village. The law applies equally to men and women.

A FGD with youths in West Sumba, East Nusa 
Tenggara.  Embode 2019

“migrasi merupakan hal yang sangat baik dan menjamin 
keberlangsungan hidup keluarga kami”

- Anggota keluarga laki-laki dari seorang pekerja migran, Sumba Barat.

Migrasi tenaga kerja di Sumba dipandang positif dan aspiratif oleh semua pemangku kepentingan. Mulai dari kepala desa, hingga 
setiap anggota keluarga yang diwawancarai, setiap orang berbicara tentang peluang migrasi untuk bekerja, meskipun mereka 
mengakui adanya risiko. Misalnya, meskipun setiap anggota masyarakat mengetahui setidaknya satu orang yang telah bermigrasi 
dan belum kembali, semua setuju bahwa migrasi adalah hal yang baik. Bagian ini menguraikan pendorong utama berupa kebutuhan 
ekonomi, serta agen-agen persuasif yang turut memungkinkan terjadinya migrasi, yang berujung pada narasi yang dihasilkan dan 
dipercayai secara luas ini.

4.1.1 Prospek ekonomi yang rendah mendorong migrasi tenaga kerja

Sebagian besar orang Sumba tidak pernah bepergian ke pulau lain, namun berbagai faktor seperti ketidaksuburan tanah, kurangnya 
kesempatan kerja dan tingkat pendidikan yang rendah telah mendorong penduduk Sumba untuk bepergian ke daerah tetangga, 
seperti Bali dan Kupang, dan ke luar negeri untuk mencari pekerjaan.68  Pada tahun 2018, NTT menduduki peringkat kesembilan 
di Indonesia dalam jumlah pekerja terdaftar tertinggi yang ditempatkan untuk pekerjaan di luar negeri. Di provinsi NTT, Kabupaten 
Sumba Barat dan Sumba Barat Daya tercatat jumlah pekerja Indonesia terdaftar yang bekerja di luar negeri tertinggi setelah 
kabupaten Kupang. Sebagian besar migran dari Sumba adalah perempuan dan bermigrasi ke sektor pekerjaan yang mencerminkan 
pembagian kerja menurut stereotip gender. Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2018, 88% 
masyarakat Sumba yang bermigrasi adalah perempuan yang mayoritas bekerja di sektor informal sebagai pekerja rumah tangga.69 
70% dari mereka yang bermigrasi dari NTT pada tahun 2018 ditempatkan di Malaysia untuk bekerja. 

Tingkat pendidikan mereka yang bermigrasi ke luar NTT adalah rendah, dengan lebih dari separuh yang bermigrasi untuk bekerja 
di luar negeri71  hanya memiliki ijazah sekolah dasar. Menurut sejumlah pemangku kepentingan lokal yang diwawancarai, angka 
melek aksara yang rendah menjadi faktor pendorong migrasi keluar karena mereka yang memiliki literasi rendah menjadi target 
perekrutan oleh agen tenaga kerja. Migran dengan tingkat pendidikan rendah lebih cenderung mengandalkan dan memperoleh 

informasi hanya dari “perantara” daripada dari agen 
resmi, dan lebih cenderung tertipu dan berakhir menjadi 
korban perdagangan orang dan eksploitasi.    Perempuan 
dengan tingkat pendidikan yang rendah lebih cenderung 
bermigrasi ke Malaysia atau Timur Tengah72 untuk 
bekerja, sementara perempuan berpendidikan lebih 
tinggi cenderung bermigrasi  ke negara-negara  Asia 
Timur yang lebih maju. Alasan terjadinya pola-pola 
seperti ini sebagian adalah karena perbedaan persyaratan 
pendidikan minimum di negara-negara tujuan tersebut. 
Misalnya, untuk dipekerjakan sebagai pekerja rumah 
tangga di Hong Kong SAR Cina, Provinsi Taiwan Cina, 
atau Singapura, para migran harus memenuhi persyaratan 
pendidikan minimal sekolah menengah pertama. Di sisi 
lain, Malaysia dan negara-negara Teluk73 mengizinkan 

pekerja rumah tangga migran yang hanya berpendidikan sekolah dasar untuk dipekerjakan. Mempelajari Bahasa Indonesia sebagai 
bahasa kedua juga dapat merugikan anak-anak ketika mengikuti ujian nasional. Misalnya, anak-anak di Desa Homba Karipit, salah 
satu lokasi penelitian, baru mulai belajar bahasa Indonesia pada saat kelas 3 (usia 9 tahun).   Banyak anak dari desa ini meninggalkan 
sekolah saat masih mengenyam pendidikan di sekolah dasar.

Vel JA. Uma politics; An ethnography of democratization in West Sumba, Indonesia, 1986-2006. Brill; 2008
Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2018. Data Penempatan dan Pelindungan Periode Tahun 2018. Jakarta: Pusat Penelitian Pengemban-
gan dan Informasi (PUSLITFO). Diakses pada tanggal 25 Mei 2020. Available at http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_ 
Data_BNP2TKI_2018.pdf.
Istilah “overseas employment” dan “foreign employment” digunakan secara bergantian. 
Bank Dunia, 2017. Indonesia’s Global Workers: Juggling Opportunities & Risks, hlm. 11–67.
Pada saat penyusunan laporan, Indonesia telah melarang migrasi tenaga kerja untuk pekerjaan individu (rumah tangga) di 19 negara di Timur Tengah berdasarkan Keputusan 
Menteri No. 260 tahun 2015.
Tujuan ke negara-negaraTeluk yang paling umum bagi para migran Indonesia adalah Arab Saudi, diikuti oleh Uni Emirat Arab dan Oman. Namun, migrasi tenaga kerja untuk 
PRT Indonesia ke negara-negara ini dilarang pada saat penulisan laporan ini.
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4.1.2 Perekrutan perempuan migran didorong sebagai strategi pengentasan kemiskinan

Industri migrasi tenaga kerja Sumba sangat mapan dan menguntungkan serta dipadati oleh agen perekrutan yang menawarkan 
layanan untuk membuka pintu bagi warga Sumba yang bercita-cita tinggi untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang 
menjanjikan di luar negeri. Temuan dari riset di lapangan mengungkapkan bahwa dalam merekrut seorang perempuan 
untuk pekerjaan di luar negeri, seorang perantara dapat mendapatkan penghasilan hingga Rp6.500.000 (sekitar USD 460) 
per perekrutan, sedangkan dalam merekrut seorang laki-laki untuk pekerjaan di luar negeri, seorang perantara hanya dapat 
menghasilkan hingga Rp1.500.000 (sekitar USD107)76  per perekrutan. Perbedaan biaya rekrutmen ini disebabkan oleh tingginya 
permintaan pekerja perempuan dalam sektor pekerjaan rumah tangga di negara tujuan seperti Malaysia dan Arab Saudi. 

Agen perekrutan, yang biasanya adalah anggota 
masyarakat yang dipertuakan dan dipercaya, menyasar 
calon migran muda untuk melakukan migrasi tenaga 
kerja demi memenuhi permintaan pekerja perempuan di 
negara tujuan. Sekolah adalah tempat perekrutan yang 
umum. Anak muda Sumba diyakinkan oleh bayangan 
dan kesempatan untuk menjalani gaya hidup yang 
lebih modern di luar negeri, serta kesempatan untuk 
meningkatkan status ekonomi mereka sendiri dan 
keluarga mereka. Mereka selanjutnya terpikat oleh potensi “kebebasan” dari budaya yang konservatif dan kesempatan 
untuk melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan masalah yang lebih serius. Manfaat ekonomi dari 
migrasi tenaga kerja juga dilontarkan kepada anggota keluarga calon migran, yang menunjukkan bagaimana seluruh anggota 
keluarga menjadi target pemasaran lapangan kerja di luar negeri. Informan kunci mengatakan adalah hal yang lazim bagi agen 
perekrutan untuk mengunjungi anggota keluarga dengan tawaran uang tunai dan hadiah dalam upaya membujuk keluarga agar 
mengizinkan anak-anak mereka bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan. Dua orang tua yang diwawancarai menganggap 
migrasi sebagai hal yang positif dan aspiratif karena mereka percaya bahwa anak-anak mereka akan menerima gaji yang 
menguntungkan untuk jam kerja yang relatif singkat.77 Persetujuan orang tua penting tidak hanya secara budaya, tetapi juga 
secara formal, karena persetujuan tertulis dari anggota keluarga dan kepala desa merupakan persyaratan sebelum migrasi.78

4.1.3 Siklus migran yang berkelanjutan

Narasi bahwa migrasi bersifat positif dan aspiratif jarang dipertanyakan atau diverifi kasi oleh calon migran. Para migran yang 
telah kembali yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka mencari teman yang telah kembali dari bekerja di luar negeri. 
Mereka, pada gilirannya, memperkenalkan teman-teman mereka kepada perantara yang membuat pengaturan yang diperlukan 
bagi mereka untuk bermigrasi. Kepercayaan yang diberikan kepada teman-teman yang telah “berhasil” kembali ke desa, dan 
yang mungkin atau mungkin belum mendapatkan komisi dari pengenalan calon migran kepada perantara, merupakan proses 
penting dalam siklus migrasi Sumba. Ketergantungan pada kesaksian lisan yang tidak lengkap atau berpotensi bias berarti bahwa 
harapan dan risiko migrasi di antara calon migran dan komunitas mereka tidak dibentuk oleh sumber informasi yang kredibel dan 
formal. Ketika informasi yang tidak lengkap dan akurat tentang migrasi dibagikan, perasaan kegagalan pribadi kemungkinan besar 
diperkuat oleh seorang migran yang memiliki pengalaman migrasi yang tidak berhasil dibandingkan dengan kesaksian lisan ini.

Saat berbicara dengan anggota keluarga migran yang kembali dan pemimpin masyarakat selama riset di lapangan, 
ditemukan bahwa pada umumnya ada persepsi positif tentang migrasi. Masyarakat menunjukkan kesan yang baik tentang 
pekerja karena mereka memahami bahwa pekerja bermigrasi dengan tujuan mencari nafkah untuk meringankan beban 
keuangan keluarga. Persepsi yang sama bahkan ditujukan terhadap mereka yang kembali tanpa banyak uang. Anggota 
keluarga migran yang kembali yang diwawancarai juga menyatakan bahwa mereka “akan mengizinkan” perempuan untuk 
bermigrasi lagi jika diperlukan; Perspektif ini tetap berlaku bahkan jika mereka tidak puas dengan pengalaman kerja migran 
ketika migran tidak mengirim uang yang cukup kepada keluarganya, dan menyadari risiko migrasi sampai batas tertentu.
Misalnya, setiap warga desa yang didekati untuk penelitian, mengenal secara pribadi orang yang hilang setelah bermigrasi 
ke Malaysia. Kesan ini mencerminkan dukungan masyarakat yang luas terhadap narasi bahwa migrasi menguntungkan 
dan harus dikejar - sebuah narasi yang dijual oleh banyak agen perekrutan meskipun ada banyak bukti yang menunjukkan 
sebaliknya. Yang perlu dicatat, ini juga menunjukkan tingkat harapan sosial yang ditempatkan pada mereka yang bermigrasi.

Seperti disebutkan di atas, daerah ini memiliki keanekaragaman bahasa daerah yang kaya yang menjadi bahasa ibu umum bagi anak-anak
Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2018. Data Penempatan dan Pelindungan Tahun 2018. Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan 
dan Informasi (PUSLITFO). Diakses pada tanggal 25 Mei 2020. Dapat dilihat di http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_ 
Data_BNP2TKI_2018.pdf 
Perempuan sering kali meminjam uang dari kerabat atau teman untuk membayar perekrutan. Beberapa juga menjual tanah keluarganya untuk menanggung biaya perekru-
tan
Wawancara dilakukan dengan satu orang perempuan dan satu orang laki-laki yang anak-anak perempuannya telah bermigrasi ke Malaysia untuk bekerja.
Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2017 (Pasal 13) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, diperlukan surat persetujuan (izin) dari keluarga terdekat untuk 
bermigrasi melalui jalur resmi. Kerabat terdekat adalah orang tua atau wali sah untuk orang yang belum menikah, dan pasangan untuk orang yang sudah menikah. Sebuah 
pernyataan mengetahui juga harus diperoleh dari kepala desa. Peraturan ini berlaku sama bagi laki-laki maupun perempuan.

74.

75.

76.

77.
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RECOMMENDATIONS

to Malaysia. This impression reflects the extensive community buy-in of the narrative that migration is advantageous and 
should be pursued – a narrative sold by many recruitment agents despite ample evidence to the contrary. Of importance, 
it also exhibits the level of social expectations placed on those who migrate.

1. Media and government agencies should seek opportunities to tell more "real" stories of 
migration through sponsoring TV channels, radio and other outlets to produce films, serials 
and songs on the subject. 

2. Local government and community leaders should seek to open conversations and 
discussions about the more risky and negative sides of migration to enable more balanced 
conversations and sharing about what migrants’ experience. 

Yes, I miss my children, but I had to migrate to settle 
my husband’s debts from "pesta adat".79

– Female returnee migrant worker, West Sumba

Gender-based social norms have a significant influence on migration drivers, choices and outcomes for people in Sumba. 
The gendered social hierarchy is influenced by traditional norms (locally known as "adat") which provide clear directions 
about the role of men and women. The overarching division of roles is that men are leaders, of their families, communities 
as well as of prayer and traditional rituals; women are nurturers and carers, and their place is in the home. Men are 
identified as the decision-makers, while women are followers and in need of protection. These norms are reinforced 
through a strong culture of "budaya malu", which may be generally understood as a combined set of social values (and 
their concomitant social behaviours) around shyness, embarrassment and shame.80 Such values and culture of what is 
acceptable and unacceptable influence every aspect of decision-making, choices and opportunities that women face. In 
alignment with local traditions ("adat") women’s standing and community-based regard are measured through the extent 
to which they fulfil their marriage, reproductive and household responsibilities.81 These norms also influence the choices 
and opportunities offered to women, who step beyond these roles, including in migration. This section presents how such 
social norms influence not only why women migrate, but also how they migrate. 

4.2.1 The value of women’s work

In Sumba, although women are socially expected to contribute financially to their households, their work is not valued 
equal to men and does not give them equivalent standing in the household. For example, no matter their financial 
contributions to the family, they are rarely considered breadwinners or heads of households and have little control 
over how the family’s economic resources are allocated or spent. This secondary standing of women in the family has a 
significant influence on why and how they migrate. 

Undervaluing females and their work, relative to males, starts from birth. As is common in strongly patriarchal cultures, 
Sumba’s social and cultural norms place a higher value on boys than girls. Representatives from the West Sumba District 
Office of Women’s Empowerment and Child Protection shared that families tend to have up to five children in order to 
ensure they have a sufficient number of sons. Whilst the representative attributed this to the inadequacy of family planning, 
it also reveals the gender-based discrimination that girls would face in accessing education, resources and opportunities. In 
large families, it is usually the responsibility of girls to take care of their younger siblings, thereby pushing them to drop out  
 

79 “Pesta adat” are traditional customary ceremonies, which include weddings and funerals. 
80 Janti N., 2019. Kisah Perempuan Sumba. Available at https://historia.id/kultur/articles/kisah-para-perempuan-sumba-P3qxo. 
81 Sasmita, N., 2018. “Empowering Sumbanese Women through Entrepreneurship.” Blog, Hivos - People Unlimited. Accessed July 2018. Available at https://sea.hivos.org/blog
   /empowering-sumbanese-women-through-entrepreneurship-2/.

4.2 GENDER-BASED SOCIAL NORMS ARE CRITICAL TO UNDERSTANDING 

”
“

of school early. Girls in larger families are also pressured to work outside the home in order to contribute to household 
income, as well as to marry early in order to alleviate the family’s financial standing by gaining a bride price (or "belis" in 
the local language of East Nusa Tenggara).82 The representatives of the Coordinating Ministry for Human Development 
and Culture in Jakarta agreed that patriarchal social structures and unequal power relations between men and women 
in Sumba mean families prioritize educating their sons over their daughters. Furthermore, educating a girl could even be 
detrimental to her future prospects for marriage where she would require a higher bride price due to her relatively higher 
education.  

While unequal access to education may put women at a relative disadvantage in terms of power relationships in families 
and communities, it is not the only determinant of their secondary status. A FBO in Sumba, Jaringan Relawan untuk 
Kemanusiaan (JRuK), pointed to the fact that those in power in the community (typically men) generally do not have high 
levels of education. They claim that the men are seen to have a natural physical prowess, which in turn generates a greater 
social command of authority and power. This social conditioning was well demonstrated by the fact that all four children 
who were interviewed expressed their respect of their fathers as "heroes" even where the fathers did not contribute 
financially to the family. Their mothers, who all had a stable job and earned monthly incomes were not given the same 
regard. This regard may be explained by the traditional roles men take up in the family and community, in accordance 
with local "adat", as heads of the household, leading prayer and inheriting the family name and assets from his parents.83 In 
contrast, women’s role as nurturers is not as publicly honoured in the same way.

4.2.2 Expectations of women related to family debt and marriage 

As nurturers and supporters in the family, women are also obliged to carry and repay any family debt. According to 
Yayasan Donders, a FBO based in Sumba84, women in Sumba are expected, and often compelled, to migrate for work due 
to debts incurred by their families. Yayasan Donders explained that it is common for Sumbanese families to incur large 
debts to host traditional customary ceremonies (termed "pesta adat" in Bahasa), including weddings and funerals. There is 
a strong cultural expectation to spend large amounts of money hosting important cultural ceremonies, which can leave 
families in significant debt. These expenses include not only the costs of hosting, but also traditional exchanges of money 
made publicly, such as a bride price ("belis"). A modest wedding ceremony, for example, would require the groom’s family 
to contribute at least 20 buffaloes to the bride’s family. Each buffalo costs about USD 250, a sum which takes families 
months to earn. The larger the bride price, the more esteem the family attracts from the community. 

However, as expressed by all six district level government 
agencies, such cultural rituals perpetuate the prevalent idea that 
women have been "bought" and men now "own" their wives. 
In turn, women are left to carry the financial burden they have 
imposed on their husband and feel responsible to help him pay 
it off. This, in turn, pushes many women to migrate abroad to 
seek better income. A representative from the South-west 
Sumba Office of Women’s Empowerment and Child Protection 
claimed, however, that an ideal "pesta adat" should entail having 
the extended family members share the financial burden, instead 
of it being just the responsibility of one person, typically the 
woman in the household. 

Gendered norms also influence child labour and unsafe migration. Child labour is common in Sumba, with an estimated 
ratio of three children working to every ten adults.85 It is reported that children, between 12 and 15 years of age, often 
need to work to contribute to family income. The West Sumba District Office of Women’s Empowerment and Child 
Protection reported, “Children are requested by their parents to work to alleviate the financial burden of the family. As they 
are often junior or high school graduates, they feel shame in working as peasants in their village. For these reasons, they prefer 
to find work as shopkeepers or domestic workers in other cities and towns”.86 This also shields them from being identified as  

82 A "bride price" is money, property, or other form of wealth paid by a groom or his family to the family of the woman he is marrying.
83 Nurdiah, E.A., Altrerosje, A.S.R.I. and Hariyanto, A.D., 2015. Gendered Space in West Sumba Traditional Houses. DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment),
   42(2), pp. 69–76.
84 The FBO Yayasan Donders provides shelter for trafficked and abused women and children. 
85 Interview with a representative from the West Sumba District Office of Women’s Empowerment and Child Protection.
86 Ibid. 

A FGD with children left behind in West Sumba, 

East Nusa Tenggara  Embode 2019

“Ya, saya merindukan anak-anak saya, tetapi saya harus merantau 
untuk melunasi utang suami saya karena mengadakan “pesta adat”.79

- Pekerja migran perempuan yang kembali, Sumba Barat.

4.2 NORMA SOSIAL BERBASIS GENDER BERPERAN PENTING DALAM 

Norma sosial berbasis gender memiliki pengaruh signifi kan terhadap pendorong, pilihan dan hasil migrasi bagi masyarakat di 
Sumba. Hierarki sosial berbasis gender ini dipengaruhi oleh norma-norma tradisional (secara lokal dikenal sebagai “adat”) yang 
memberikan arahan yang jelas tentang peran laki-laki dan perempuan. Pembagian peran secara umum adalah bahwa laki-laki 
berperan sebagai pemimpin keluarga mereka, masyarakat, serta dalam doa dan upacara adat; perempuan mempunyai tugas 
mengasuh dan merawat, dan tempat mereka ada di rumah. Laki-laki diidentifi kasi sebagai pembuat keputusan, sedangkan 
perempuan adalah pengikut dan membutuhkan perlindungan. Norma-norma ini sangat diperkuat melalui “budaya malu” 
, yang secara umum dapat dipahami sebagai kumpulan nilai-nilai sosial (dan perilaku sosial yang menyertainya) seputar 
rasa malu, rasa terhina, maupun rasa tercela.80 Nilai-nilai dan budaya tentang apa yang dapat diterima dan tidak dapat 
diterima memengaruhi setiap aspek pengambilan keputusan, pilihan dan peluang yang dihadapi perempuan. Sejalan dengan 
tradisi lokal (“adat”), kedudukan perempuan dan pengakuan berbasis masyarakat diukur melalui tingkatnya dimana mereka 
memenuhi tanggung jawab perkawinan, reproduksi dan rumah tangga.81 Norma-norma ini juga memengaruhi pilihan dan 
peluang yang ditawarkan kepada perempuan yang keluar dari peran-peran ini, termasuk dalam migrasi. Bagian ini menyajikan 
bagaimana norma-norma sosial memengaruhi tidak hanya alasan bagi perempuan untuk bermigrasi namun juga bagaimana 
mereka bermigrasi.

Di Sumba, meskipun perempuan secara sosial diharapkan berkontribusi secara fi nansial untuk rumah tangga mereka, 
pekerjaan mereka tidak dinilai setara dengan laki-laki dan tidak memberi mereka kedudukan yang setara dalam rumah 
tangga. Misalnya, seberapa besarpun kontribusi keuangan mereka kepada keluarga, mereka jarang dianggap sebagai pencari 
nafkah atau kepala keluarga dan memiliki sedikit kendali atas bagaimana sumber daya ekonomi keluarga dialokasikan atau 
dibelanjakan. Posisi sekunder perempuan dalam keluarga ini memiliki pengaruh signifi kan terhadap mengapa dan bagaimana 
mereka bermigrasi.

Praktik meremehkan perempuan dan pekerjaan mereka dibandingkan dengan laki-laki dimulai sejak lahir. Seperti yang 
umum dalam budaya patriarki yang kuat, norma sosial dan budaya Sumba menempatkan nilai yang lebih tinggi pada anak 
laki-laki daripada perempuan. Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba 
Barat menyampaikan bahwa keluarga cenderung memiliki hingga lima anak untuk memastikan mereka memiliki cukup 
anak laki-laki. Walau pejabat tersebut mengaitkan hal ini dengan tidak memadainya program keluarga berencana, hal ini 
juga mengungkapkan diskriminasi berbasis gender yang akan dihadapi anak perempuan dalam mengakses pendidikan, 

“Pesta adat” adalah upacara adat tradisional, termasuk pernikahan dan pemakaman.
Janti N., 2019. Kisah Perempuan Sumba. Dapat dilihat di https://historia.id/kultur/articles/kisah-para-perempuan-sumba-P3qxo 
Sasmita, N., 2018. “Empowering Sumbanese Women through Entrepreneurship.” Blog, Hivos - People Unlimited. Diakses pada bulan Juli 2018. Dapat dilihat di https://sea.
hivos.org/blog/empowering-sumbanese-women-through-entrepreneurship-2/. 

79.

80.

81.

REKOMENDASI: 

1. Media dan lembaga pemerintah harus mencari peluang untuk menceritakan lebih 
banyak kisah “nyata” tentang migrasi melalui saluran TV, radio, dan saluran lain yang 
mensponsori untuk memproduksi fi lm, serial, dan lagu tentang topik tersebut.

2. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat harus berupaya membuka percakapan dan 
diskusi tentang sisi yang lebih berisiko dan negatif dari migrasi untuk memungkinkan 
percakapan yang lebih seimbang dan berbagi tentang apa yang dialami para migran.

     PEMAhAMAN PILIhAN DAN KEBERhASILAN MIGRASI

4.2.1 Nilai dari pekerjaan perempuan
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sumber daya dan peluang. Dalam keluarga besar, biasanya adalah anak perempuan yang diberikan tanggung jawab untuk 
mengasuh adiknya, sehingga memaksa mereka untuk putus sekolah lebih awal. Anak perempuan dalam keluarga yang lebih 
besar juga dipaksa untuk bekerja di luar rumah untuk menyumbang pada pendapatan rumah tangga, dan menikah lebih 
awal untuk meringankan keadaan keuangan keluarga dengan mendapatkan mas kawin (atau “belis” dalam bahasa daerah 
Nusa Tenggara Timur).82 Perwakilan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta sepakat 
bahwa struktur sosial yang patriarki dan relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan di Sumba berarti 
keluarga memprioritaskan mendidik anak laki-laki mereka daripada anak perempuan mereka. Lebih jauh lagi, mendidik 
anak perempuan bahkan dapat merusak prospek pernikahannya di masa depan di mana dia akan membutuhkan mahar 
pengantin yang lebih mahal akibat tingkat pendidikannya yang tinggi.

Walau akses yang tidak setara ke pendidikan dapat menempatkan perempuan pada posisi yang relatif dirugikan dalam hal 
hubungan kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat, hal tersebut bukan satu-satunya penentu status sekunder mereka. 
Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan (JRuK), sebuah organisasi keagamaan di Sumba, menunjukkan fakta bahwa mereka 
yang berkuasa di masyarakat (biasanya laki-laki) umumnya tidak memiliki tingkat pendidikan. Mereka mengklaim bahwa para 
pria dipandang memiliki kekuatan fi sik alami, yang pada akhirnya menghasilkan kekuatan sosial yang lebih besar dalam otoritas 
dan kekuasaan. Pengondisian sosial ini ditunjukkan dengan baik oleh fakta bahwa keempat anak itu yang diwawancarai 
mengungkapkan rasa hormat mereka kepada ayah mereka sebagai “pahlawan” meskipun ayah tidak berkontribusi secara 
fi nansial untuk keluarga. Ibu mereka, yang semuanya memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan bulanan tidak diberikan 
rasa hormat yang sama. Hal ini dapat dijelaskan oleh peran tradisional yang diambil laki-laki dalam keluarga dan masyarakat, 
sesuai dengan “adat” setempat, sebagai kepala rumah tangga, pemimpin doa termasuk mewarisi nama keluarga dan harta 
benda dari orang tuanya.83 Sebaliknya, peran perempuan sebagai pengasuh tidak dihormati di depan umum dengan cara 
yang sama.

4.2.2 harapan terhadap perempuan terkait utang keluarga dan pernikahan

Sebagai pengasuh dan penyokong dalam keluarga, perempuan juga wajib menanggung dan melunasi utang keluarga. Menurut 
Yayasan Donders, organisasi keagamaan yang berlokasi di Sumba84 , perempuan di Sumba diharapkan, dan seringkali terpaksa, 
bermigrasi untuk bekerja karena utang yang ditanggung oleh keluarga mereka. Yayasan Donders menjelaskan bahwa adalah 
hal yang umum bagi keluarga di Sumba untuk memiliki utang yang besar karena menyelenggarakan pesta adat tradisional, 
termasuk pernikahan dan pemakaman.  Ada ekspektasi budaya yang kuat untuk menghabiskan uang dalam jumlah besar 
untuk menyelenggarakan upacara budaya yang penting, yang dapat membuat keluarga berhutang banyak. Pengeluaran ini 
tidak hanya mencakup biaya penyelenggaraan, tetapi juga pertukaran uang tradisional yang dilakukan secara publik, seperti 
mahar pengantin (“belis”). Sebuah upacara pernikahan sederhana, misalnya, mengharuskan keluarga mempelai pria untuk 
menyumbangkan setidaknya 20 ekor kerbau kepada keluarga mempelai wanita. Setiap kerbau berharga sekitar USD 250, 
jumlah yang membutuhkan berbulan-bulan bagi sebuah keluarga untuk mendapatkannya. Semakin besar mahar pengantin, 
semakin besar hormat yang keluarga tersebut dapatkan dari masyarakat.

Namun, seperti yang diungkapkan oleh keenam instansi pemerintah 
tingkat kabupaten, ritual budaya semacam itu melanggengkan gagasan 
umum bahwa perempuan telah “dibeli” dan laki-laki sekarang “memiliki” 
istri mereka. Pada gilirannya, perempuan dibiarkan memikul beban 
keuangan yang  dikenakan pada suami mereka dan merasa bertanggung 
jawab untuk membantu melunasinya. Hal ini, pada gilirannya, mendorong 
banyak perempuan untuk bermigrasi ke luar negeri mencari penghasilan 
yang lebih baik. Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Sumba Barat Daya mengatakan bahwa, bagaimanapun 
juga, “pesta adat” yang ideal seharusnya melibatkan seluruh keluarga besar 
berbagi beban keuangan alih-alih hanya menjadi tanggung jawab satu 
orang yang biasanya ditanggung oleh perempuan dalam rumah tangga.

Norma gender juga memengaruhi pekerja anak dan migrasi yang tidak aman. Pekerja anak adalah hal biasa di Sumba, dengan 
perkiraan rasio tiga anak yang bekerja untuk setiap sepuluh orang dewasa yang bekerja.85 Dilaporkan bahwa anak-anak, 
antara usia 12 dan 15 tahun, seringkali perlu bekerja untuk menyumbang pada pendapatan keluarga. Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat melaporkan, “Anak-anak diminta oleh orang tua mereka 
untuk bekerja meringankan beban keuangan keluarga. Karena sebagian besar dari mereka adalah lulusan SMP atau SMA, 

“Harga mahar pengantin” adalah uang, harta benda, atau bentuk kekayaan lainnya yang dibayarkan oleh seorang laki-laki atau keluarganya kepada keluarga dari perempuan 
yang dinikahinya.
Nurdiah, E.A., Altrerosje, A.S.R.I. and Hariyanto, A.D., 2015. Gendered Space in West Sumba Traditional Houses. DIMENSI ( Journal of Architecture and Built Environ-
ment), 42(2), hlm. 69–76.
Organisasi berbasis Keagamaan, Yayasan Donders, menyediakan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan dan dilecehkan.
Wawancara dengan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat

82.

83.

84.

85.
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mereka merasa malu bekerja sebagai petani di desanya. Karena alasan ini, mereka lebih memilih untuk mencari pekerjaan 
sebagai penjaga toko atau pekerja rumah tangga di kota-kota lain.”86  Hal ini juga melindungi mereka dari teridentifi kasinya 
mereka sebagai pekerja anak dan menyelamatkan keluarga mereka dari rasa malu.87 Dalam kasus seperti itu, diketahui 
juga bahwa perempuan secara khusus mencari kerja jauh dari rumah, tidak hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk 
menghindari pernikahan yang tidak diinginkan atau dipaksa, terutama pernikahan yang melibatkan penculikan (diistilahkan 
“kawin tangkap).88  Ada tujuh kasus “penculikan pengantin perempuan” yang dilaporkan di Sumba antara Desember 2016 
hingga Juni 2020, dengan lebih banyak lagi kejadian yang diyakini tidak dilaporkan.89 

4.2.3 Pembatasan terhadap pemberdayaan perempuan secara sistemik

Di Sumba, perempuan secara aktif dikondisikan dan didorong untuk mengutamakan kebutuhan orang lain dan menjadi pengikut 
yang pasif dan patuh dari suami dan anggota laki-laki lain dalam masyarakat mereka. Salah satu LSM SBMI berkomentar, 
“Diskriminasi gender telah dilembagakan oleh keluarga, budaya, dan agama dan menyebabkan perempuan kurang percaya 
diri. Hal ini juga menyebabkan pekerja migran perempuan tidak menganggap dirinya sebagai pencari nafkah dalam keluarga. 
Mereka mengira bahwa mereka hanya membantu suami mereka.”90 Beberapa anggota keluarga migran menyatakan bahwa 
perempuan lebih cenderung mengirim uang ke rumah dan menjamin bahwa “perut terisi”, berbeda dengan pekerja migran 
laki-laki yang seringkali mengutamakan kebutuhan mereka sendiri ketika memutuskan bagaimana menggunakan penghasilan 
pekerjaan luar negeri mereka. Selain itu, meskipun perempuan turut menyumbang pendapatan keluarga, keputusan tentang 
bagaimana uang ini dibelanjakan merupakan hak prerogatif “kepala rumah tangga”. Menurut informan kunci, laki-laki merasa 
berhak atas pendapatan yang diperoleh perempuan dalam keluarga dan percaya bahwa perempuan harus bermigrasi 
kembali untuk menopang pendapatan keluarga meskipun ada risiko pribadi terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka. 
Menurut Yayasan Donders, uang yang ditabung para pekerja migran selama dua tahun kerja dapat digunakan dalam waktu 
sesingkat tiga bulan sejak kepulangan mereka. Uang ini biasanya digunakan untuk pesta adat.

4.2.4 Tempat perempuan terbatas pada ranah domestik
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1918 child labour cases and saves their family from any shame.87 In such cases, it is also understood that girls in particular seek 
work away from home, not only to earn an income, but also to escape unwanted or forced marriage, especially ones that 
involve kidnapping (termed "kawin tangkap").88 There have been seven reported cases of "bride kidnapping" cases in Sumba 
between December 2016 to June 2020, with many more believed to go unreported.89

4.2.3 Systemic disempowerment of women

In Sumba, women are actively conditioned and encouraged to put the needs of others first, and to be passive, obedient 
followers of their husbands and other male members of their community. One NGO SBMI commented, “Gender 
discrimination has been institutionalised by family, culture, and religion and causes women to lack self-confidence. This also 
causes women migrant workers to not think of themselves as the breadwinner in their family. They think that they only assist 
their husband”.90 Family members of migrants stated that women are more inclined to send money home and to ensure 
that "tummies are filled", in contrast to male migrants who regularly put their own needs first when deciding how to 
spend their foreign employment earnings. Furthermore, despite contributing to family income, decisions about how this 
money is spent is the prerogative of the "head of the household". According to key informants, men feel entitled to the 
income earned by women in the family and believe that women should re-migrate to sustain family incomes despite the 
personal risks to their safety and well-being. According to Yayasan Donders, money which migrants save over two years 
of employment can be used up in as short a period as three months of the migrants’ return home. This money is usually 
spent on traditional festivals ("pesta adat"). 

4.2.4 Women’s place is limited to the domestic sphere

Local tradition and norms strongly place a women’s role in the home. Consequently, in order to migrate abroad for 
work, women in Sumba must navigate formal and informal paternalistic power structures and bureaucratic processes 
that have the effect of removing or shrinking women migrants’ agency. One of the ways in which this occurs is through 
the requirement for any migrant to prove their spouse has consented to their migration.91 Given that a much higher 
proportion of women migrate compared to men92, there is little evidence about how women provide permission to 
their husbands to migrate, and which conditions, if any, they put on them. However, the reported tendency of husbands 
to articulate conditions on their approval letters to support the migration of their wives may be explained by the local 
traditional norms. As one NGO representative stated, “When men migrate, women are expected to sign the permission letter 
without questioning their husbands. When women migrate, the men sign permission letters with conditions attached to it, such as 
requiring the women to send monthly remittances to the men while abroad.” 

Following the transfer for a bride price ("belis"), women are conditioned to be obliged to her husband for the sum. A 
significant part of this obligation is contributing to the husband’s carrying out of traditional ceremonies ("pesta adat").93 
This was confirmed by a representative of the Coordinating Ministry of Human Development and Culture, who stated, 
“Culturally, once the woman has already received the ‘belis’, then she is obliged to take orders willingly.” One Jakarta based NGO 
commented that “the situation in Sumba is in contrast to the situation in other parts of Indonesia, such as in Java where wives 
ask the husbands for divorces if the men migrate overseas and no longer remit money home.”

87 The local concept of "shame" known as "budaya malu" is further explained in the next section. 
88 "Kawin tangkap" or bride kidnapping is a tradition where single girls or women are captured and wed by men interested in them. There is no age limit for this. If a girl 
   has attained puberty, she is considered an adult and there is no restriction for kidnapping her. The practice of bride kidnapping is sometimes prearranged by families due 
   to insufficient monetary resources of the groom to pay a bride price. In other occasions, however, the girls or women are caught by surprise and are not able to resist or 
   escape the kidnappings. This can be a traumatic experience for the girls or women and their families.
89 Kompas.com, 2020, Kawin tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra Menagis sampai Tenggorokan Kering, Kompas.com. 7 September 2020. Accessed 26 July 2020. 
   Available at https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=all#page2.
90 Interview with a representative of the national NGO, Serikat Buruh Migran Indonesian (SBMI). 
91 According to Law 18/2017 (Article 13) on the Protection of Indonesian Migrant Workers, a letter of consent (permission) is required from the next of kin in order 
  to migrate regularly. The next of kin is specifically the parents or legal guardians in the case of single persons, and the spouse in the case of married persons. An 
   acknowledgement is also required by the Head of the Village. The law applies equally to men and women.
92 As expressed in interviews with District Offices of Manpower, Women’s Empowerment and Child Protection, as well as Social Affairs, across both regions. 
93 Anisa, D.F., 2019. Menyingkap Peran Perempuan dan Tradisi Budaya Sumba. Berita Satu. Available at www.beritasatu.com/elvira-anna-siahaan/hiburan/553884/menyingkap-
   peran-perempuan-dan-tradisi-budaya-sumba.
   Kleden, D., 2017. Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). Jurnal Studi Budaya Nusantara. Available at
   https://jsbn.ub.ac.id/index.php/sbn/article/view/.

"Budaya malu" is related to the ideal 
picture that a female should be at 
home. – Village Head ”

“ According to "adat", a female is 
supposed to be at home. 
– Representative from a local FBO ”

“

Families often spoke of granting permission for migration through the prism of exerting control over a woman’s migration 
choices. For example, family members agreed that they “would allow” the women to re-migrate if they so desire because 
the family needs the money for sustenance. Similarly, returnees who were interviewed said that their spouses “did not 
allow” them to re-migrate because they did not want them to leave their children. In some cases, control over women’s 
migration choices is exercised through the State institutions. Key informants expressed that there have been incidents 
where husbands contacted BP2MI and requested that the agency bring their wives home because they are not remitting 
money. BP2MI has brought the women home in a number of cases, with their consent. There have been instances where 
the women deliberately choose to exercise their right of not sending any money home. 

It is relevant to note that three returnee women migrants who were interviewed reported that they had left their village 
without informing their husbands or family members. They stated that this was a way of circumventing requirements 
around obtaining permission to travel as they did not expect their husbands to let them go. They admitted that their 
families were angry that they had left without their consent, yet the women expressed how they felt obliged to migrate for 
work in order to earn remittances. Leaving home without consent contravenes local norms and may have consequences 
for women once they return, as expressed by the South-west Sumba District Office of Social Affairs: “According to local 
‘adat’, in the case of a person leaving without consent of their parents/family members, then they will face problem with ‘adat.’”

4.2.5 Community efforts to respond to traditional gendered norms
 

Although some central government initiatives seek to redress 
the imbalanced impact of gendered norms, these are yet to 
reach Sumba. For example, the Ministry of Women’s 
Empowerment and Child Protection is implementing a 
programme which delivers training on financial and remittance 
management to returnee migrant workers and their family 
members.94 As of December 2019, the training had been 
delivered to 117 migrant groups that have been established in 
13 provinces, 65 districts/city, 95 sub-districts, and 104 villages.95 
Although the training is delivered through the District Offices 
of Manpower and Social Affairs at local levels, this had not yet 
reached Sumba at the time of this research. It is proposed that 
such training would be integral to not only ensuring the 
sustainable management of remittances and prevent any 
further unsafe migration, but also to target the gendered 
dynamics around this decision-making within families. 

Furthermore, the BP2MI (Agency for the Protection of 
Indonesian Migrant Workers) has formulated a pre-departure 
orientation programme under which safe migration is promoted 
in line with gender mainstreaming. The module covers various 

topics such as understanding gender, gender discrimination, understanding employment contracts, and understanding the 
law and culture of the destination country. This programme is yet to be contextualized and delivered in Sumba. 

At local levels, no programmes responding to gender inequalities were identified apart from the local Church. Recognizing 
the level of patriarchy in Sumba, one priest in Kodi96 shared how women lacked opportunity to express themselves 
in the public sphere, despite their significant role and influence on the family and community. Although the Church 
representatives97 expressed their active approach in expanding this space, along with engaging in other community-focused 
activities98, it was unclear what this was and how this empowered women. 

94 This is the Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia/BKPMI programme, implemented under Ministry Regulation 20/2010.
95 Kementerian Pemberdayan Perempuan Dan Perlingdungan Anak Republik Indonesia, 2020. “Angka Pekerja Migran Indonesia di Lombok Tenggah Tinggi, Kemen PPPA 
   Perkuat Pembinaan Keluarga.” Published on 21 February 2020. Available at  
   https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2589/angka-pekerja-migran-indonesia-di-lombok-tengah-tinggi-kemen-pppa-perkuat-pembinaan-keluarga.
   https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/Permeneg%20PP&PA%20No.20%20Thn%202010%20-%20Pedum%20Bina%20Keluarga%20TKI.pdf.
96 Interview with a priest in Kodi.
97 Three priests were interviewed.
98 The Church engages in improving access to education and awareness-raising of safe migration, among its community-focused activities. 

FBO Yayasan Pengembangan Kemanusiaan Donders  
mandela promoting women’s rights and empowerment.   
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“Budaya malu” berkaitan dengan gambaran 
ideal bahwa seorang perempuan harus berada 
di rumah. 
– Kepala Desa

Menurut “adat”, perempuan seharusnya ada 
di rumah. 
– Perwakilan dari Organisasi Keagamaan setempat 

Tradisi dan norma lokal sangat menempatkan peran perempuan di rumah. Akibatnya, untuk bermigrasi ke luar negeri untuk 
bekerja, perempuan di Sumba harus menavigasi struktur kekuasaan paternalistik formal dan informal serta proses birokrasi yang 
berdampak pada pemindahan atau penyusutan kemampuan migran perempuan untuk membuat keputusannya sendiri. Salah satu 
alasan mengapa hal ini terjadi adalah adanya persyaratan bagi setiap pekerja migran untuk membuktikan bahwa pasangan mereka 
telah menyetujui migrasi mereka.91 Mengingat proporsi perempuan yang bermigrasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki92, 
hanya terdapat sedikit ditemukan situasi dimana perempuan memberikan izin kepada suaminya untuk bermigrasi, dan persyaratan 
apa, jika ada, yang diterapkan oleh perempuan-perempuan tersebut. Namun, kecenderungan suami untuk menguraikan berbagai 
persyaratan pada surat persetujuan mereka untuk mendukung migrasi istri dapat dijelaskan oleh norma adat setempat. Seperti 
yang dikatakan salah satu perwakilan LSM, “Ketika laki-laki bermigrasi, perempuan diharapkan untuk menandatangani surat izin 
tanpa mempertanyakan suami mereka. Ketika perempuan bermigrasi, laki-laki menandatangani surat izin dengan persyaratan yang 
menyertainya, seperti mengharuskan perempuan untuk mengirim uang bulanan kepada laki-laki saat berada di luar negeri.”

Setelah dibayarkannya mahar pengantin (“belis”), wanita dikondisikan untuk tunduk kepada suaminya untuk jumlah tersebut. Bagian 
penting dari kewajiban istri ini adalah membantu suami dalam melaksanakan upacara adat (“pesta adat”).93 Hal ini dibenarkan oleh 
perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menyatakan, “Secara kultural, 
begitu perempuan sudah mendapat ‘belis’, maka dia wajib dengan sukarela menerima perintah.” Salah satu LSM yang berbasis di 
Jakarta berkomentar bahwa “situasi di Sumba berbeda dengan situasi di bagian lain Indonesia, seperti di Jawa di mana istri meminta 
cerai kepada suami jika laki-laki tersebut pindah ke luar negeri dan tidak lagi mengirimkan uang ke rumah.”

ibid
Konsep lokal tentang “rasa malu” yang disebut “budaya malu” akan dijelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya
“Kawin tangkap” atau penculikan pengantin adalah tradisi dimana anak perempuan atau perempuan dewasa lajang ditangkap dan dinikahkan oleh laki-laki yang tertarik 
dengan mereka. Tidak ada batasan usia untuk ini. Jika seorang anak perempuan telah mencapai masa puber, dia dianggap sudah dewasa dan tidak ada batasan usia untuk 
menculiknya. Praktik penculikan pengantin terkadang diatur sebelumnya oleh keluarga karena akibat sumber daya keuangan yang tidak mencukupi dari pengantin pria 
untuk membayar mas kawin. Namun, di kesempatan lain, anak perempuan atau perempuan dewasa itu dikejutkan dan tidak dapat melawan atau melarikan diri dari 
penculikan. Ini bisa menjadi pengalaman traumatis bagi anak perempuan atau perempuan dan keluarganya.
Kompas.com, 2020, Kawin tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra Menagis sampai Tenggorokan Kering, Kompas.com. 7 September 2020. Diakses 26 Juli 2020. 
Dapat dilihat di  https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=all#page2.
Wawancara dengan perwakilan LSM nasional, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).
Menurut Undang-Undang 18 No. tahun 2017 (Pasal 13) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, diperlukan surat persetujuan (izin) dari keluarga terdekat agar 
dapat bermigrasi secara teratur. Kerabat terdekat secara khusus adalah orang tua atau wali sah untuk orang lajang, dan pasangan untuk orang yang sudah menikah. 
Sebuah pernyataan juga dibutuhkan oleh Kepala Desa. Peraturan berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan.
Seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Sosial, di kedua wilayah.
Anisa, D.F., 2019. Menyingkap Peran Perempuan dan Tradisi Budaya Sumba. Berita Satu. Tersedia di www.beritasatu.com/elvira-anna-siahaan/hiburan/553884/menying-
kapperan perempuan-dan-tradisi-budaya-sumba.
Kleden, D., 2017. Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). Jurnal Studi Budaya Nusantara. Dapat dilihat 
di https://jsbn.ub.ac.id/index.php/sbn/article/view 
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4.2.5 Upaya masyarakat untuk merespon norma gender tradisional

Meskipun beberapa inisiatif pemerintah pusat berusaha untuk 
memperbaiki dampak yang tidak seimbang dari norma-norma 
gender, inisiatif tersebut belum mencapai Sumba. Misalnya, 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak sedang melaksanakan program yang memberikan 
pelatihan tentang manajemen keuangan dan pengiriman uang 
kepada pekerja migran yang pulang dan anggota keluarganya.94  
Hingga Desember 2019, pelatihan telah diberikan kepada 
117 kelompok migran yang telah dibentuk di 13 provinsi, 65 
kabupaten/kota, 95 kecamatan, dan 104 desa.95 Meskipun 
pelatihan disampaikan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Dinas 
Sosial Kabupaten di tingkat daerah, pelatihan ini belum mencapai 
Sumba pada saat penelitian ini dilakukan. Telah dikemukakan 
bahwa pelatihan semacam itu tidak hanya bermanfaat untuk 
memastikan pengelolaan pengiriman uang yang berkelanjutan 
dan mencegah migrasi tidak aman terjadi lebih lanjut lagi, tetapi 
juga untuk menargetkan dinamika gender seputar pengambilan 
keputusan dalam keluarga.

Selanjutnya BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia) telah merumuskan program orientasi pra 
pemberangkatan di mana migrasi yang aman didorong sejalan 
dengan pengarusutamaan gender. Modul ini mencakup berbagai 

macam topik seperti memahami gender, diskriminasi gender, memahami kontrak kerja, dan memahami hukum dan budaya 
negara tujuan. Program ini belum dikontekstualisasikan dan disampaikan di Sumba.

Di tingkat daerah, tidak ada program yang menanggapi ketidaksetaraan gender yang diidentifi kasi selain dari gereja 
setempat. Mengakui tingkat patriarki di Sumba, salah satu pendeta di Kodi96 berbagi pengamatannya mengenai bagaimana 
perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri di ruang publik, terlepas dari peran dan pengaruhnya 
yang signifi kan terhadap keluarga dan masyarakat. Meskipun perwakilan97 gereja mengungkapkan pendekatan aktif mereka 
dalam memperluas ruang ini, bersamaan dengan pelibatan dalam kegiatan98 yang berfokus pada komunitas, tidak jelas apa 
sebenarnya pendekatan ini dan bagaimana pendekatan ini dapat memberdayakan perempuan.

Ini adalah program Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia / BKPMI, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri No. 20 tahun 2010
Kementerian Pemberdayan Perempuan Dan Perlingdungan Anak Republik Indonesia, 2020. “Angka Pekerja Migran Indonesia di Lombok Tenggah Tinggi, Kemen PPPA 
Perkuat Pembinaan Keluarga. ” Diterbitkan pada 21 Februari 2020. Tersedia di
https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2589/angka-pekerja-migran-indonesia-di-lombok-tengah-tinggi-kemen-pppa-perkuat-pembinaan-keluarga. 
https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/Permeneg%20PP&PA%20No.20%20Thn%202010%20-%20Pedum%20Bina%20Keluarga%20TKI.pdf. 
Wawancara dengan seorang pendeta di Kodi.
Tiga pendeta diwawancarai. 
Gereja terlibat dalam meningkatkan akses ke pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang migrasi yang aman, di antara kegiatan-kegiatannya yang berfokus pada 
komunitas.

94.

95.

96.

97.

98.

Berbagai keluarga sering mengungkapkan tentang pemberian izin migrasi dari aspek pengerahan kendali atas pilihan migrasi 
perempuan. Misalnya, anggota keluarga setuju bahwa mereka “akan mengizinkan” perempuan untuk bermigrasi kembali 
jika mereka melakukannya karena keluarga membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup. Demikian pula, para purna pekerja 
migran yang diwawancarai mengatakan bahwa pasangan mereka “tidak mengizinkan” mereka untuk bermigrasi kembali 
karena para suami tidak ingin istri mereka meninggalkan anak-anak mereka. Dalam beberapa kasus, kontrol atas pilihan 
migrasi perempuan dilakukan melalui lembaga-lembaga Negara. Informan kunci mengungkapkan bahwa telah terjadi insiden 
dimana suami menghubungi BP2MI dan meminta agar instansi tersebut membawa pulang istrinya karena tidak mengirimkan 
uang. BP2MI telah membawa pulang perempuan tersebut dalam sejumlah kasus, atas dengan persetujuan perempuan-
perempuan tersebut. Terdapat beberapa contoh di mana para perempuan dengan sengaja memilih untuk menggunakan 
hak mereka untuk tidak mengirim uang ke rumah.

Perlu dicatat bahwa tiga pekerja migran perempuan yang kembali yang diwawancarai melaporkan bahwa mereka telah 
meninggalkan desa mereka tanpa memberi tahu suami atau anggota keluarga mereka. Mereka menyatakan bahwa ini adalah 
cara untuk menghindari persyaratan seputar mendapatkan izin bepergian karena mereka tidak mengharapkan suami mereka 
untuk melepaskan mereka. Mereka mengakui bahwa keluarga mereka marah karena mereka pergi tanpa persetujuan 
mereka, namun para perempuan tersebut mengungkapkan bagaimana mereka merasa wajib untuk bermigrasi untuk 
mendapatkan penghasilan. Meninggalkan rumah tanpa persetujuan melanggar norma setempat dan mungkin membawa 
konsekuensi bagi perempuan setelah mereka kembali, seperti yang diungkapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat 
Daya: “Berdasarkan ‘adat’ setempat, dalam kasus seseorang pergi tanpa persetujuan orang tua/anggota keluarganya, maka 
mereka akan menghadapi masalah dengan ‘adat.’”
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4.2.6 Perekrut dianggap sebagai pahlawan

Perekrut dan perantara pada umumnya dihormati di masyarakat dan diandalkan oleh calon migran. Mereka cenderung laki-laki 
dengan status ekonomi yang relatif tinggi dalam masyarakat dan dikenal secara pribadi oleh keluarga migran. Mungkin dikarenakan 
alasan ini, upaya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat untuk menghapus secara bertahap dan mengganti perantara migrasi 
tenaga kerja informal dengan koordinator migrasi yang ditunjuk secara resmi belum berjalan dengan efektif.99

Narasi yang tidak disanggah tentang bagaimana migrasi merupakan hal yang positif dan aspiratif tercermin dalam persepsi 
masyarakat tentang orang-orang yang menawarkan jalan untuk bermigrasi ke luar negeri. Menurut para purna pekerja migran yang 
diwawancarai, banyak komunitas di Sumba yang memandang perekrut dan perantara tenaga kerja sebagai “pahlawan” dan “pejuang” 
yang membantu pengentasan kemiskinan dengan memberikan kesempatan kerja bagi penduduk desa. Penghormatan untuk para 
makelar ini - baik yang resmi maupun yang tidak resmi - dikaitkan dengan kemampuan mereka untuk menavigasi dalam waktu singkat 
segala prosedur birokrasi migrasi yang terkesan mengintimidasi. Kemampuan perantara dan perekrut untuk melewati rintangan 
birokrasi dalam proses migrasi dianggap sebagai bukti kompetensi mereka yang luar biasa; persepsi ini memperkuat ketergantungan 
calon migran pada layanan tersebut, yang menggarisbawahi kelemahan-kelemahan yang lebih luas dari aksesibilitas dan tata kelola 
sistemik dalam proses formal yang memfasilitasi migrasi keluar.

Dalam posisi yang berpengaruh ini, agen perekrutan dan perantara di Sumba bersikap paternalistik, tetapi sering kali melemahkan 
peran calon migran. Mereka mengatur pola pengalaman kerja para pekerja dengan menyediakan calon migran dengan informasi 
tentang ruang lingkup pekerjaan dan ketentuan remunerasi, memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk perjalanan dan 
memberitahu calon migran bagaimana berperilaku begitu mereka tiba di negara tujuan. Hal yang menarik adalah bahwa dinamika 
dipengaruhi oleh unsur gender, mengingat sebagian besar perantara adalah laki-laki, dan pekerja migran adalah perempuan. Ketujuh 
perempuan yang telah pulang  dan yang diwawancarai memiliki versi cerita yang saling berbeda terkait “nasihat dari perekrut” 
yang menekankan bahwa posisi pekerja migran harus tunduk kepada yang mempekerjakan mereka di negara tujuan. Orang yang 
diwawancarai mengungkapkan bagaimana mereka diberitahu untuk tidak menentang majikan mereka dan untuk bekerja keras, 
berjam-jam dan tidak merepotkan majikan mereka; nasihat yang dianggap serius oleh calon migran. Nasihat semacam itu memperkuat 
pengkondisian budaya para pekerja migran perempuan untuk mengutamakan kebutuhan orang lain dan tidak mempertanyakan 
suara otoritas laki-laki, yang, pada gilirannya, semakin menormalkan praktik-praktik eksploitatif dan pelecehan yang dilakukan oleh 
majikan di negara tujuan.
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Recruiters and brokers are generally well regarded in the community and relied upon by aspiring migrants. They tend to 
be men of relatively high economic standing within the community and known personally to families of migrants. Perhaps 
due to this reason, efforts by the West Sumba District Office of Manpower to phase out and replace informal labour 
migration intermediaries with formally appointed migration coordinators have not been effective.99 

The unchallenged narrative of migration as positive and aspirational is reflected in the community perception of those 
who offer pathways to migrating abroad. According to returnee migrants who were interviewed, many communities 
in Sumba view labour recruiters and brokers as "heroes" and "warriors" who are assisting with poverty alleviation by 
providing job opportunities for villagers. This esteem for brokers – licensed and unlicensed – is attributed to their ability 
to navigate intimidating bureaucratic procedures for migration within a short time. The ability of brokers and recruiters to 
surpass bureaucratic hurdles in the migration process is perceived as proof of their immense competency; this perception 
reinforces prospective migrants’ corresponding reliance on such services, which underscores the wider gaps in accessibility 
and systemic governance in the formal processes that facilitate outward migration. 

In this position of influence, the recruitment agents and brokers in Sumba play a paternalistic, but often disempowering 
role for potential migrants. They set the tone for the workers’ employment experience by providing potential migrants 
with information on job scope and remuneration terms, providing documentation necessary for travel and telling their 
clients how to behave once they arrive in countries of destination. Of note, the dynamic is influenced by a gendered 
element, given that most brokers are men, and the migrant workers are women. All seven women returnees interviewed 
had varying versions of "recruiter’s advice" that emphasized the submissive position of the migrant worker vis-à-vis those 
who employ them in the country of destination. Interviewees expressed how they were told not to speak up against their 
employers and to work hard, long hours and not be of any trouble to their employers; advice which potential migrants 
take seriously. Such advice strengthens the cultural conditioning of female migrants to put the needs of others first and not 
to question the voice of male authority, which, in turn, further normalizes exploitative and abusive practices perpetrated 
by employers in destination countries.

99 District Office of Manpower representatives claimed the informal labour intermediaries had been phased out since 2019, however this was contradicted by data gleaned
   in interviews with migrants and their families. 

CASE STUDY 1

My name is YL and I am in my thirties. I come from West Sumba District. I worked in Malaysia for two 
years. I asked my husband for permission to work in Malaysia and he approved. Not long after telling 
a friend of mine of my intention to work abroad, a middleman came to my house. He told me that I 
would be paid RM400 (~USD 100) per month and that I would have a four-month salary deduction 
for recruitment fees. I was alright with it as I come from a poor family and did not have large sums of 
money saved up which I could use for recruitment fees. 

I obtained my passport three months later and made the move to Malaysia. My job in Malaysia was very 
difficult. I worked for an employer in a shop in Kuala Lumpur. After working long hours at the shop, I 
would go back to the employer’s house where I lived and be responsible for domestic chores. I also had 
to take care of the employer’s children. I woke up at 7am daily and started working at the employer’s 
shop from 8am till 10pm. I would then go back home and continue working at home. During my first 
week, I accidentally damaged something in the shop. For that, I was locked up by my female employer 
for an hour. My male employer came back and released me. I did not know how long I would be locked 
up if the male employer did not arrive. I did not want to report my long hours and abuse in Malaysia to 
my agent because I did not want to cause any problem. The agent was very clear with his advice to me 
before I left Indonesia, “Listen to your employer. Do not be smart. And do not cause any trouble. Agree with 
everything your employer says.”  I deserved the punishment I received from my employer. 

4.2.7 Submissive behaviour as a strategy for positive migration experiences

Submissive behaviour is not a guarantee for positive migration experiences at destination countries. All seven returnees 
interviewed experienced labour rights violations and exploitation while abroad, but none recognized themselves as having 
been exploited. They were not able to contact their families regularly100, paid less than they were promised by recruitment 
agents, experienced unlawful salary deductions and some endured difficult and unlawful working conditions. This is 
partly attributable to a lack of credible information on safe migration; most migrants from Sumba sought information 
on migration through personal networks and relied on recruitment agents whose advice was mainly to “listen to your 
employer and do your work properly”. 

The implication of such advice is that the responsibility of ensuring “successful” migration falls squarely on the shoulders 
of the individual migrant; migration would only fail if a migrant “causes trouble” or is not meeting the expectations 
of an employer. Such advice also helps to normalize exploitative practices. When exploitation is normalized by male 
authoritative figures, women migrants internalize the acceptance of such practices and dissociate themselves from their 
rights as workers and human beings. 

4.2.8 Gendered impact of barriers to safe migration

The paternalism that pervades the start of the migration cycle is best exemplified by the requirement for prospective 
migrants to obtain written permission to travel from village heads and family members. Although the requirement applies 
equally to men and women, the impact of this requirement on the pattern of feminized labour migration from Sumba 
has gender-differentiated implications. According to key informants, letters from village heads are provided to potential 
migrant workers only after the worker has been issued with an ID card and obtained the permission required either from 
their spouse or from their parents for those who are unmarried. Upon obtaining the letter, the prospective migrants make 
their way to Kupang, the capital city of East Nusa Tenggara for medical testing and once they pass the medical test, they 
make their way to the destination countries. 

Although such requirements have been put in place to help protect migrants and regulate foreign employment, the 
relative administrative and political challenge in meeting them have the actual impact of forming a barrier to safe migration. 
Navigating such administrative paperwork, as well as patriarchal structures can often push women into using irregular 
migration channels. Of the seven returnee women migrants interviewed, five reported migrating through irregular 
channels. In such cases, women bear high personal risks to make labour migration possible, which in turn makes them 
more vulnerable to exploitative practices at destination. When asked why people choose to migrate through irregular 
means, JRuK, a Sumba-based FBO said, “The village heads are usually very hard to meet. How are villagers supposed to get the 
approval letter to migrate in a short span of time? It is sometimes difficult even for us to meet with some village heads.” 

The requirement for an approval letter from the village head is only for international migration; however, there is no way 
to ascertain that villagers who claim to only migrate internally (without needing the approval letter from the village head) 
remain in Indonesia. A village head interviewed stated that many may claim to migrate internally but end up moving abroad 
irregularly. It was also found that some women were able to migrate abroad for employment by processing through a 
neighbouring village by the recruitment agent, instead of in their own village. 

4.2.9 Paternalistic views that deem women as too weak to migrate

The requirement for a formal approval from village heads for migration institutionalizes the gender-based power 
imbalances that this report has highlighted above. As mentioned, the requirement shifts the decision-making power of a 
woman migrant on her migration choices to patriarchal figures at the very beginning of the migration cycle. Although the 
practice of obtaining approval letters is necessary for both the potential male and female migrant worker, the regulation 
has differing implications for both male and female migrants. The potential male migrant sees the practice of acquiring a 
letter from his wife as a procedure within the larger migration system. For women, seeking this approval relies entirely 
on the willingness of her husband and the village head to allow her to migrate based on their perception of her strength 
and ability coupled with the financial need of the household. Such willingness to support a woman’s migration from a  
woman’s husband and community can be a challenge where prevailing narratives of the women’s relative "weakness" are 
 

100 All seven returnees said they were only allowed to contact families after a year in Malaysia.

STUDI KASUS 1

Nama saya YL dan saya berusia tiga puluhan. Saya berasal dari Kabupaten Sumba Barat. Saya bekerja di Malaysia 
selama dua tahun. Saya meminta izin suami saya untuk bekerja di Malaysia dan dia menyetujuinya. Tidak lama 
setelah menceritakan niat saya untuk bekerja di luar negeri kepada seorang teman saya, seorang perantara 
datang ke rumah saya. Dia memberi tahu saya bahwa saya akan dibayar RM400 (USD 100) per bulan dan saya 
akan dikenakan pemotongan gaji selama empat bulan untuk mengganti biaya pengrekrutan. Saya menerima saja 
ketentuan itu karena saya berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki simpanan uang dalam jumlah besar yang 
dapat saya gunakan untuk biaya perekrutan.

Saya memperoleh paspor tiga bulan kemudian dan pindah ke Malaysia. Pekerjaan saya di Malaysia sangat sulit. 
Saya bekerja untuk majikan di sebuah toko di Kuala Lumpur. Setelah bekerja berjam-jam di toko, saya kembali 
ke rumah majikan tempat saya tinggal dan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Saya juga harus 
merawat anak-anak majikan. Saya bangun jam 7 pagi setiap hari dan mulai bekerja di toko majikan dari jam 8 pagi 
sampai jam 10 malam. Saya kemudian kembali ke rumah dan terus bekerja di rumah. Selama minggu pertama 
saya, saya tidak sengaja merusak sesuatu di toko. Akibatnya, saya dikurung oleh majikan perempuan saya selama 
satu jam. Majikan laki-laki kembali dan membebaskan saya. Saya tidak tahu berapa lama saya akan dikunci jika 
majikan laki-laki tidak datang. Saya tidak ingin melaporkan jam kerja saya yang panjang dan pelecehan di Malaysia 
kepada agen saya karena saya tidak ingin menimbulkan masalah. Agen itu sangat jelas menasihati saya sebelum 
saya meninggalkan Indonesia, “Dengarkan majikanmu. Jangan sok tahu. Dan jangan menimbulkan masalah. Turuti 
semua yang dikatakan majikan Anda.” Saya layak menerima hukuman yang saya terima dari majikan saya.

Perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten menyatakan bahwa perantara tenaga kerja informal telah dihapus sejak 2019, namun hal ini bertentangan dengan data yang 
diperoleh dari wawancara dengan para migran dan keluarganya.

99.
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4.2.7 Perilaku tunduk sebagai strategi untuk mendapatkan pengalaman migrasi yang positif

Perilaku tunduk bukanlah jaminan untuk memperoleh pengalaman migrasi yang positif di negara tujuan. Ketujuh orang 
yang kembali yang diwawancarai mengalami pelanggaran dan eksploitasi hak tenaga kerja selama berada di luar negeri, 
tetapi tidak ada yang mengakui diri mereka telah dieksploitasi. Mereka tidak dapat menghubungi keluarga mereka secara 
berkala,100 dibayar kurang dari yang dijanjikan oleh agen perekrutan, mengalami pemotongan gaji yang melanggar hukum 
dan beberapa mengalami kondisi kerja yang sulit dan melanggar hukum. Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya 
informasi yang kredibel tentang migrasi yang aman; sebagian besar pekerja migran dari Sumba mencari informasi tentang 
migrasi melalui jaringan pribadi dan mengandalkan agen perekrutan yang saran utamanya adalah “dengarkan majikan dan 
lakukan pekerjaan kamu dengan benar.”

Implikasi dari nasihat tersebut adalah bahwa tanggung jawab untuk memastikan migrasi yang “berhasil” berada di pundak 
masing-masing pekerja migran; migrasi hanya akan gagal jika seorang pekerja migran “menyebabkan masalah” atau tidak 
memenuhi harapan majikan. Nasihat semacam itu juga membantu menormalkan praktik eksploitatif. Ketika eksploitasi 
dinormalisasi oleh tokoh otoritatif laki-laki, pekerja migran perempuan menginternalisasi penerimaan praktik semacam itu 
dan memisahkan diri dari hak mereka sebagai pekerja dan manusia.

4.2.8 Dampak hambatan berdasarkan gender terhadap migrasi yang aman

Paternalisme yang mewarnai awal siklus migrasi paling baik dicontohkan dengan persyaratan bagi calon migran untuk 
mendapatkan izin tertulis untuk melakukan perjalanan dari kepala desa dan anggota keluarga. Meskipun persyaratan tersebut 
berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan, dampak dari persyaratan ini terhadap pola migrasi tenaga kerja perempuan dari 
Sumba memiliki implikasi yang dibedakan berdasarkan gender. Menurut informan kunci, surat dari kepala desa diberikan 
kepada calon pekerja migran hanya setelah buruh tersebut memiliki KTP dan memperoleh izin yang dibutuhkan baik dari 
pasangan mereka atau dari orang tua mereka bagi mereka yang belum menikah. Setelah mendapatkan surat tersebut, para 
calon pekerja migran berangkat menuju Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur untuk menjalani tes kesehatan dan setelah 
lolos tes kesehatan mereka langsung menuju negara tujuan.

Meskipun persyaratan semacam itu telah diberlakukan untuk membantu melindungi para pekerja migran dan mengatur 
kerja di luar negeri, tantangan administratif dan politik dalam memenuhi persyaratan tersebut memiliki dampak yang 
nyata dalam membentuk penghalang bagi migrasi yang aman. Menjalankan birokrasi administrasi seperti itu, serta struktur 
patriarki yang ada, seringkali dapat mendorong perempuan untuk menggunakan jalur migrasi yang tidak resmi. Dari tujuh 
pekerja migran perempuan yang telah pulang dan diwawancarai, lima dilaporkan bermigrasi melalui jalur tidak resmi. Dalam 
kasus seperti itu, perempuan menanggung risiko pribadi yang tinggi untuk memungkinkan terjadinya migrasi tenaga kerja, 
yang pada gilirannya membuat mereka lebih rentan terhadap praktik eksploitatif di tempat tujuan. Ketika ditanya mengapa 
orang memilih untuk bermigrasi dengan cara yang tidak biasa, JRuK, Organisasi Keagamaan yang berbasis di Sumba 
berkata, “Kepala desa biasanya sangat sulit untuk ditemui. Bagaimana penduduk desa mendapatkan surat persetujuan untuk 
bermigrasi dalam waktu singkat? Kadang sulit bahkan bagi kami untuk bertemu dengan beberapa kepala desa.”

Persyaratan surat persetujuan dari kepala desa hanya untuk migrasi internasional; namun, tidak ada cara untuk memastikan 
bahwa penduduk desa yang mengaku hanya akan bermigrasi secara internal (tanpa perlu surat persetujuan dari kepala desa) 
tetap tinggal di Indonesia. Seorang kepala desa yang diwawancarai menyatakan bahwa banyak yang mengaku bermigrasi 
secara internal tetapi akhirnya pindah ke luar negeri secara ilegal. Ditemukan juga bahwa beberapa perempuan dapat 
bermigrasi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan dengan melalui agen perekrutan di desa tetangga, bukan di desa mereka 
sendiri.

4.2.9 Pandangan paternalistik yang menilai perempuan terlalu lemah untuk bermigrasi

Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan formal dari kepala desa untuk migrasi melembagakan ketimpangan kekuasaan 
berbasis gender yang disorot oleh laporan ini. Seperti yang telah disebutkan, persyaratan tersebut menggeser kekuatan 
pengambilan keputusan seorang perempuan migran tentang pilihannya untuk bermigrasi ke sosok-sosok patriarki di awal 
siklus migrasi. Meskipun praktik mendapatkan surat persetujuan diperlukan baik bagi calon pekerja migran laki-laki maupun 
perempuan, peraturan tersebut memiliki implikasi yang berbeda baik bagi pekerja migran laki-laki dan perempuan. Calon 
pekerja migran laki-laki melihat praktik memperoleh surat izin dari istrinya sebagai sebuah prosedur di dalam sistem 
migrasi yang lebih besar. Bagi perempuan, persetujuan ini bergantung sepenuhnya pada kesediaan suami dan kepala desa 
untuk mengizinkannya bermigrasi berdasarkan persepsi mereka tentang kekuatan dan kemampuannya ditambah dengan 
kebutuhan keuangan rumah tangga. Kesediaan suami dan komunitas untuk mendukung migrasi seorang perempuan dapat 

Ketujuh pekerja migran yang kembali mengatakan mereka hanya diizinkan untuk menghubungi keluarga setelah bekerja satu tahun di Malaysia.100.
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menjadi tantangan, di mana narasi tentang “kelemahan” relatif perempuan ditarik sehingga meliputi kapasitasnya untuk bermigrasi. 
Seorang kepala desa berpendapat bahwa “perempuan berisiko lebih tinggi dibandingkan laki-laki saat bermigrasi karena perempuan 
lemah secara mental dan fi sik, dan karena itu lebih rentan untuk dilecehkan oleh majikan mereka”.

Selama wawancara dengan sembilan anggota keluarga atau kerabat pekerja migran yang kembali, semua anggota keluarga yang 
dewasa berpendapat bahwa lebih berisiko bagi perempuan untuk bermigrasi karena mereka mudah dipengaruhi oleh orang lain 
dan mungkin tidak memiliki kekuatan mental dan fi sik sebanyak laki-laki. Seperti yang dikatakan salah satu anggota, “Risiko migrasi 
bagi perempuan lebih besar daripada risiko migrasi terhadap laki-laki, karena mereka adalah ‘perempuan’”. Mereka percaya bahwa 
laki-laki dapat melawan, dan baik perempuan maupun laki-laki yang diwawancarai setuju bahwa inilah alasan mengapa migrasi lebih 
berisiko bagi perempuan. Persepsi bahwa migrasi lebih berisiko bagi perempuan juga tersampaikan di antara lima orang anggota 
keluarga pekerja migran dewasa yang bekerja di luar negeri yang diwawancarai. Dari catatan, mereka semua percaya bahwa 
anggota keluarga yang memutuskan untuk bermigrasi tidak akan kembali ke rumah, baik karena mereka sudah mati, atau tersesat 
- akibat kekerasan fi sik dan mental yang dialami di luar negeri.

3. Instansi pemerintah daerah harus bekerja sama dan mendukung organisasi keagamaan un-
tuk melakukan sosialisasi di tingkat masyarakat, dengan fokus pada penyediaan informasi dasar 
tentang pelecehan, eksploitasi dan kekerasan dalam berbagai bentuk sehingga masyarakat dapat 
mengidentifi kasi, mencegah dan menanggapi situasi yang melecehkan dan eksploitatif.

4. Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
dan Kementerian Sosial harus berkolaborasi dan memberikan bantuan teknis kepada mitra di 
tingkat provinsi dan kabupaten dalam merancang program anti-tindak pidana perdagangan orang 
menggunakan pendekatan 3P (Pencegahan, Perlindungan dan Penuntutan) sambil mengarusuta-
makan sensitivitas gender dan menangani norma-norma sosial dalam program mereka

5. Instansi pemerintah daerah harus mendorong kepemimpinan perempuan di ruang formal, sep-
erti dinas dan instansi pemerintah daerah, dan mendorong perempuan mengisi posisi kepemi-
mpinan di masyarakat desa.

6. BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) harus memperluas, mengadaptasi, dan 
menyampaikan program orientasi pra-keberangkatan mereka ke wilayah Sumba untuk mempro-
mosikan pengarusutamaan gender dan mendukung pemberdayaan pekerja migran perempuan.

7. Semua mitra harus menyelidiki lebih lanjut faktor pendorong yang menyebabkan peningkatan 
migrasi perempuan dan secara khusus melihat faktor-faktor yang berkontribusi pada tingginya 
jumlah migrasi tidak resmi.

8. Instansi pemerintah pusat dan daerah meninjau kembali persyaratan untuk memperoleh izin 
dan otorisasi dari kepala desa dan kerabat terdekat melalui lensa gender, sehingga tidak membe-
bani perempuan secara tidak adil lebih dari laki-laki.

9. Kementerian Tenaga Kerja akan mengadakan pelatihan pemberdayaan keuangan dan program 
peningkatan kesadaran bagi calon pekerja migran, pekerja migran yang kembali, dan anggota kel-
uarganya. Program-program ini harus fokus pada keuangan yang efektif dan strategi manajemen 
sumber daya, seperti berinvestasi dalam kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan fi nansial, 
serta mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih berkeadilan gender dalam keluarga

10. Instansi pemerintah daerah menindaklanjuti efektifi tas implementasi dan penegakan MoU 
antara mereka dengan para pemuka agama dan budaya untuk menghilangkan praktek-praktek 
yang menempatkan perempuan dan anak-anak dalam posisi berbahaya karena “adat”.

REKOMENDASI: 
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RECOMMENDATIONS

extrapolated to her capacity to migrate. One village head opined that “women are at higher risk than men when migrating 
because women are weak mentally and physically, and therefore more vulnerable to being abused by their employers”. 

During interviews with nine family members or relatives of the returnees, all adult family members felt that it was riskier 
for women to migrate because they are easily influenced by people and may not possess as much mental and physical 
strength as men. As one member stated, “The risk of migration is more for women than men, because they are ‘women’”. 
They believed that men are able to fight back, and both female and male interviewees agreed that this was the reason 
why migration is riskier for women. The perception that migration is riskier for women was also conveyed among five 
adult family members of migrants working abroad who were interviewed. Of note, all of them believed that their family 
member who made a decision to migrate would not return home, either because they were dead, or were lost – either 
physically and mentally from violence experienced abroad.  

3. Local government agencies should collaborate and support faith-based organizations to 
conduct awareness-raising at the community level, focusing on providing basic information 
on abuse, exploitation and violence in its myriad of forms so that the community is able to 
identify, prevent and respond to abusive and exploitative situations. 

4. The Ministry of Manpower, the Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection, 
and the Ministry of Social Affairs should collaborate and provide technical assistance to 
the provincial and district level counterparts in designing anti-trafficking programmes using 
the 3P (Prevention, Protection and Prosecution) approach while mainstreaming gender 
sensitivity and addressing social norms in their programmes. 

5. Local government agencies should promote the leadership of women in formal spaces, 
such as local government departments and agencies, and in village community leadership 
positions. 

6. The BP2MI (Agency for the Protection of Indonesian Migrant Workers) should extend, 
adapt and deliver their pre-departure orientation programme to the Sumba region to 
promote gender mainstreaming and support the empowerment of women migrant workers. 

7. All counterparts should further investigate the push factors for increasing migration of 
women and specifically look at the factors that contribute to the high number of irregular 
migrations.

8. Central and local government agencies to review the requirements acquiring permissions 
and authorizations from heads of villages and next of kin through a gender lens, so that they 
do not unfairly burden women more than men. 

9. The Ministry of Manpower to conduct financial empowerment training and awareness-
raising programmes for potential migrants, returnees, and their family members. These 
programmes should focus on effective financial and resource management strategies, such as 
investing in activities which can generate financial returns, as well as encourage more gender 
equitable decision-making processes in the family.  

10. Local government agencies to follow up the effective implementation and enforcement 
of MoUs between them and religious and cultural leaders to eliminate practices that place 
women and children in dangerous positions because of "adat".

 
 

Whereas the consideration of social norms and stigma on enablers on trafficking and service provisions relate to the 
attitudes and cultures of communities, the influence of governance structures is also relevant to explore. Responses to 
trafficking, as mandated by local and national frameworks, are stretched relative to the demand and need of migrants 
wishing to work abroad. These lead to governance gaps and may well be incentivizing irregular migration practices 
which circumvent regulatory safeguards put in place to protect migrant workers. This was reflected in the research 
findings through a stark contrast between interviews with government officials who spoke of the various frameworks and 
processes developed to safeguard migrants, and the testimonies of migrant workers and their families that irregular means 
were used in their foreign employment. This section sets out some of the key ways in which these gaps influenced the 
experiences of migrants in seeking work and returning. It also provides the foundation for Section 4.4 which focuses on 
how social norms and stigma impact the responsiveness of service provisions. 

4.3.1 The lack of formal identity documents is prevalent

One of the key barriers to regular migration in Sumba is the administrative challenges in securing formal identification 
documents.  This is primarily compounded by the low rate of birth registration in Sumba. The reasons for the low level of 
registered births are partly due to the lack of awareness of the Sumbanese of its importance, as well as the lack of capacity 
of governance structures to facilitate birth registration processes. One local journalist stated, “Only 500 blank IDs are issued 
by the central government on a monthly basis for this area101, a number that is deemed by local agencies as too small. When the 
quota is used up, obtaining an ID is cumbersome, as the local population and civil registration office representatives would have 
to make the trip to Jakarta personally for collection purposes”.  Other barriers to registration of birth or of identification 
documents include requirements around the issuing of marriage certificates of parents,102 as well as the long distance from 
the nearest Population and Civil Registration Office.103 Whereas many of these bureaucratic hurdles may be overcome, 
they can be expensive and challenging to navigate for communities with a prevalence of low education and for whom such 
registrations are not a priority. 

Navigating or circumventing "bureaucratic barriers" is the essence of the recruitment agent’s service. For example, 
representatives from the West Sumba Manpower District Office suggest that villagers ought to avail themselves of the 
government’s migration "one stop centres"104 for all their migration needs instead of going through unregistered brokers 
or recruitment agents. However, the nearest one-stop centre in NTT is located in Kupang, which is a 28-hour ferry ride 
away, rendering such service practically inaccessible. Furthermore, the Manpower District Offices of both West Sumba 
and South-west Sumba are limited by financial and human resource capacities. Whereas they do focus on verifying 
identification documents and job offers as well as engage in safe migration awareness-raising campaigns, they are not able 
to offer the full range of services needed and are also not able to cover the full geographic area of their mandates. These 
gaps leave both prospective and returning migrants with few avenues for authentication of documents and any related 
protections. 

4.3.2 How a lack of formal identity enables unsafe migration and trafficking outcomes
 
Within this context, it is clear to see how a lack of registration is experienced as a complicated layer of bureaucracy that 
necessitates navigation and circumvention on the part of the prospective migrant. In all seven testimonies of returnee 
migrant workers, the women were taken to neighbouring villages where their Indonesian ID cards were issued under the 

101 The limited quota of 500 blank ID Cards per-month applied to all districts and was related to the changing process of the ID Card system to the new electronic ID Card/e-
    ID Card system (or in Bahasa: e-KTP) nationally and simultaneously.
102 Birth certificates are issued to children, including in cases where only the mother is identified as the parent.  According to Presidential Regulation No 25/2008 
   concerning Requirements and Procedures on Population Registration and Civil Registration, article 52 (2), a birth registration is required even in the absence of a 
    marriage certificate between the child’s parents. In application, this article means that despite the child being born to a single mother, the child should be entitled to a 
    birth certificate, irrespective of whether the child was born to a single mother or not. However, many officers and community members are not aware of this regulation.   
103 The Population and Civil Registration Office is the local government department whose function it is to issue birth certificates. 
104 One-stop centres (LTSA) provide services for health checks, document applications, document checks and social protection coverage. 

4.3 WEAKNESSES IN GOVERNANCE STRUCTURES LIMIT THE RESPONSES TO 
     SUPPORT MIGRANTS

Government agencies are not speaking to each other. There is a lack 
of coordination between central and provincial government agencies. 
– Female district level government official

”
“ “Lembaga pemerintah tidak saling berkomunikasi satu sama lain. 

Tidak ada koordinasi yang memadai antara instansi pemerintah pusat 
dan provinsi.”

- Perempuan Pejabat Pemerintah tingkat Kabupaten.

Walau pertimbangan norma dan stigma sosial pada faktor-faktor pendukung perdagangan orang dan penyediaan layanan 
terkait dengan sikap dan budaya masyarakat, namun pengaruh struktur pemerintahan juga relevan untuk dieksplorasi. 
Penanganan perdagangan orang, seperti yang diamanatkan oleh kerangka kerja daerah dan nasional, diperluas terhadap 
permintaan dan kebutuhan para migran yang ingin bekerja di luar negeri. Hal ini menyebabkan kesenjangan tata kelola dan 
berpeluang mendorong praktik migrasi ilegal yang menghindari peraturan pengaman yang diberlakukan untuk melindungi 
pekerja migran. Hal itu tercermin dari temuan riset ini dalam bentuk perbedaan yang mencolok antara wawancara dengan 
pejabat pemerintah yang berbicara tentang berbagai kerangka kerja dan proses yang dikembangkan untuk melindungi 
pekerja migran, dan kesaksian pekerja migran dan keluarganya bahwa cara-cara tidak resmi digunakan dalam mendapatkan 
pekerjaan mereka di luar negeri. Bagian ini menjelaskan beberapa cara utama bagaimana kesenjangan ini memengaruhi 
pengalaman para migran dalam mencari pekerjaan dan saat pulang. Ini juga memberikan dasar untuk pembahasan pada 
Bagian 4.4 yang berfokus pada bagaimana norma sosial dan stigma berdampak pada pemberian layanan.

4.3.1 Tidak adanya dokumen identitas resmi lazim terjadi

Salah satu hambatan utama migrasi resmi di Sumba adalah tantangan administratif dalam mendapatkan dokumen identitas 
formal. Hal ini terutama diperparah dengan rendahnya angka pencatatan kelahiran di Sumba. Alasan rendahnya tingkat 
kelahiran tercatat sebagian adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat Sumba akan pentingnya pencatatan kelahiran, 
serta kurangnya kapasitas struktur pemerintahan untuk memfasilitasi proses pencatatan kelahiran. Seorang jurnalis lokal 
menyatakan, “Hanya 500 KTP kosong yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat setiap bulan untuk wilayah ini,101 jumlah 
yang oleh lembaga setempat dinilai terlalu kecil. Ketika kuota habis, mendapatkan KTP sungguh rumit, karena perwakilan 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat harus melakukan perjalanan ke Jakarta secara pribadi untuk mengambil 
KTP tersebut”. Hambatan lain untuk mencatat kelahiran atau dokumen identitas adalah persyaratan seputar penerbitan 
akta nikah orang tua,102 serta jarak yang jauh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdekat.103 Meskipun berbagai 
rintangan birokrasi ini dapat diatasi, namun biayanya mahal dan sangat sulit dijalankan oleh masyarakat dengan prevalensi 
pendidikan rendah yang menganggap pencatatan  bukanlah prioritas.

Menavigasi atau menghindari “hambatan birokrasi” adalah inti dari layanan agen perekrutan. Misalnya, perwakilan dari Dinas 
Tenaga Kerja Sumba Barat menyarankan bahwa penduduk desa harus memanfaatkan “pusat terpadu”104 migrasi pemerintah 
untuk semua kebutuhan migrasi mereka daripada melalui perantara yang tidak terdaftar atau agen perekrutan. Namun, 
Layanan Terpadu Satu Atap terdekat di NTT terletak di Kupang, yang berjarak 28 jam perjalanan dengan feri, membuat 
layanan tersebut tidak dapat diakses. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya 
dibatasi oleh kapasitas keuangan dan sumber daya manusia. Meskipun mereka fokus pada verifi kasi dokumen identifi kasi 
dan tawaran pekerjaan serta terlibat dalam kampanye peningkatan kesadaran migrasi yang aman, mereka tidak dapat 
menawarkan berbagai layanan yang dibutuhkan dan juga tidak dapat mencakup seluruh wilayah geografi s yang menjadi 
mandat mereka. Kekurangan ini hanya memberikan sedikit pilihan bagi calon pekerja migran maupun yang sudah pulang 
untuk melakukan otentikasi dokumen dan mendapatkan perlindungan terkait.

4.3.2 Bagaimana ketiadaan identitas hukum memungkinkan terjadinya migrasi tidak aman dan  
        perdagangan orang

Dalam konteks ini, terlihat jelas bagaimana minimnya pencatatan menjadi lapisan birokrasi yang rumit sehingga memerlukan 
navigasi dan dihindari oleh calon migran. Menurut ketujuh kesaksian pekerja migran yang telah pulang, perempuan-
perempuan tersebut dibawa ke desa tetangga dimana KTP mereka diterbitkan atas nama dan identitas orang lain (mungkin 
seseorang di desa itu), sehingga kepala desa bisa menandatangani semua otorisasi yang diperlukan untuk calon migran. 

The limited quota of 500 blank ID Cards per-month applied to all districts and was related to the changing process of the ID Card system to the new electronic ID 
Card/e- ID Card system (or in Bahasa: e-KTP) nationally and simultaneously.
Akta kelahiran diterbitkan untuk anak-anak, termasuk dalam kasus di mana hanya ibunya yang diidentifi kasi sebagai orang tua. Menurut Peraturan Presiden Nomor 25 
Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 52 (2), pencatatan kelahiran tetap diperlukan meskipun orang tua 
anak tidak memiliki akta nikah. Dalam penerapannya, pasal ini berarti bahwa meskipun anak tersebut dilahirkan dari ibu tunggal, anak tersebut tetap berhak atas akta 
kelahiran, terlepas dari apakah anak tersebut dilahirkan dari ibu tunggal atau tidak. Namun, banyak aparat dan warga masyarakat yang tidak mengetahui peraturan ini.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah dinas pemerintah daerah yang fungsinya untuk menerbitkan akta kelahiran.
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) menyediakan layanan untuk pemeriksaan kesehatan, pengajuan dokumen, pemeriksaan dokumen dan perlindungan social.

101.

102.

103.

104.
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Dengan adanya jalur alternatif ini berarti biaya yang diperlukan untuk memperoleh dokumen resmi lebih tinggi serta 
mengharuskan penundaan berbulan-bulan untuk melakukan pekerjaan di luar negeri.

Bagian inti dari identitas sosial adalah rasa memiliki seseorang atas komunitasnya. Hidup dan tumbuh dalam komunitas dapat 
memungkinkan orang menjadi sangat melekat dengan rasa identitasnya hingga hal tersebut tidak pernah lagi dipertanyakan. 
Rasa memiliki dan identifikasi pribadi dengan komunitas juga memungkinkan akses ke layanan dan struktur perlindungan 
sosial yang diberikan kepada anggota komunitas. Namun, saat bermigrasi keluar dari komunitas mereka, orang mungkin 
menjadi terputus dari rasa identitas ini, karena sebagian dibentuk oleh proses formal, seperti dokumen identitas yang 
memuat nama seseorang, usia, dan pengenal lainnya. Jika dokumen-dokumen ini dipalsukan untuk memungkinkan migrasi 
ilegal, maka orang akan menghadapi hambatan dalam mengakses perlindungan sosial. Konsekuensi yang berasal dari tidak 
adanya identitas hukum dan asli pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kepulangan yang aman bagi para pekerja 
migran dan reintegrasi ke dalam komunitas mereka. Penelitian menemukan bahwa ketujuh pekerja migran yang kembali 
tidak memiliki KTP asli sebelum migrasi dan semua dokumen KTP mereka yang dipersyaratkan telah dipalsukan.

Meskipun dokumen identitas yang dipalsukan memungkinkan terbukanya jalur untuk migrasi dan hasil ekonomi yang lebih 
baik, hal itu juga dapat menyebabkan hasil migrasi yang tidak aman. Misalnya, anak perempuan di bawah umur105 tanpa 
akta kelahiran dapat memperoleh dokumen palsu yang menunjukkan bahwa dia lebih tua dari usia sebenarnya dan oleh 
karena itu memenuhi syarat untuk bermigrasi untuk bekerja. Terlepas dari efek merugikan dari pekerja anak, identitas palsu 
memiliki efek melucuti seorang migran dari identitas aslinya, merampas hak-haknya sebagai anak, memutuskan hubungannya 
dengan masyarakat dan mencegah aksesnya ke perlindungan sosial sejak awal siklus migrasi. Risiko yang melekat dari hal ini 
ditunjukkan oleh fakta bahwa setiap penduduk desa yang diwawancarai mengetahui secara pribadi seseorang yang hilang 
setelah bermigrasi ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan. Tanpa identitas dan hubungan sosialnya, seorang migran 
menjadi sosok yang tidak penting. Jika anggota keluarga tidak mendengar kabar dari pekerja migran tersebut saat berada 
di luar negeri, maka kemampuan mereka untuk melacak migran juga terhalangi oleh karena pemalsuan nama dan ciri-ciri 
pengenal lainnya yang tertera di dalam kartu identitas atau dokumen palsu. Pemalsuan dokumen identitas juga menjadi 
masalah saat memulangkan pekerja, terutama jika dia tidak ingat lokasi kampung halamannya karena trauma yang dialami 
selama di luar negeri.

4.3.3 Intervensi terbatas bagi migran yang pulang ke Sumba

Layanan dan intervensi yang tersedia bagi para pekerja migran yang kembali, termasuk mereka yang menjadi korban 
perdagangan orang dan eksploitasi, terbatas dan bersifat ad hoc. Alasan utamanya adalah kurangnya kapasitas keuangan dan 
sumber daya manusia yang signifikan dari lembaga pemerintah daerah yang diberi mandat untuk melindungi pekerja migran. 
Kurangnya perlindungan, layanan, dan penanganan formal semacam itu menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan 
yang lebih tinggi pada struktur komunitas dan keluarga yang informal dalam menangani peristiwa dan pengalaman migrasi 
yang sulit. Hal ini, pada gilirannya, dapat membuat para korban perdagangan orang dan para pekerja migran yang kembali 
menghadapi dinamika sosial dan komunitas tanpa bantuan professional.

Kurangnya kapasitas tata kelola mungkin paling tercerminkan dalam fakta bahwa gugus tugas pencegahan dan penanganan 
tindak pidana perdagangan orang (GTPP-TPPO) tingkat daerah belum dibentuk atau tidak diprioritaskan di Sumba Barat 
dan Sumba Barat Daya.106 Hal ini membuat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten memiliki tugas yang sangat sulit untuk melacak 
dan mencatat pekerja migran yang kembali, di mana banyak diantaranya pada awalnya bermigrasi dengan cara yang tidak 
resmi, termasuk melalui penggunaan dokumen identitas yang dipalsukan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang siapa 
yang kembali dan apa kebutuhan dan pengalaman mereka, dinas-dinas lain seperti Kantor Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten kekurangan data untuk mengembangkan dan menetapkan sasaran bantuan reintegrasi.

Yang paling mungkin diterima para pekerja migran yang kembali dalam hal layanan adalah transportasi pulang, yang bisa 
juga disediakan pemerintah, atau melalui koordinasi ole agen perekrutan itu sendiri.107 Dalam kasus seperti itu, perawatan 
medis yang mendesak juga dapat dicari jika dianggap perlu dan jelas oleh petugas atau agen penerima. Selain itu, semua 
dukungan lainnya diserahkan kepada keluarga dan komunitas migran yang kembali. Dalam kasus di mana para purna pekerja 
migran merupakan korban perdagangan orang atau kekerasan, masyarakat dibiarkan untuk mengatasinya dengan cara adat 
istiadat tradisional dan sosial mereka sendiri, seperti penyembuhan tradisional, hubungan dan harapan mereka. Sebagai 
catatan, bahkan jika ada layanan formal yang ditawarkan, para korban enggan memanfaatkannya. Tidak hanya mereka tidak 
menganggap diri mereka sebagai korban, tetapi juga mereka secara umum mungkin kurang percaya pada pihak berwenang

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 dan peraturan turunannya (Perpres 9/2019), salah satu syarat untuk bekerja di luar negeri adalah calon pekerja migran Indonesia 
(baik laki-laki maupun perempuan) harus berusia minimal 18 tahun sebagai usia minimum.
Informasi yang dibagikan oleh IOM Indonesia
Seorang agen perekrutan yang diwawancarai menyatakan bahwa jika dia menerima laporan tentang seorang migran yang mengalami kesulitan dalam perjalanan, dia akan 
memfasilitasi kepulangannya dengan selamat
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2524 name and identity of another person (presumably someone in that village), so that the head of the village was able to 
sign all the required authorizations for the prospective migrant. The alternative would have meant higher costs to acquire 
legitimate documents as well as months of delay to the migrant’s journey. 

A core part of social identity is a person’s sense of belonging to their community. Living and growing up within a community 
can enable people to become highly socialized to a sense of identity to the extent that it may never be questioned. This 
sense of belonging and personal identification with a community also enables access to services and structures of social 
protection that are provided to community members. However, on migrating away from their communities, people may 
become disconnected from this sense of identity, as it becomes partially shaped by formal processes, such as identity 
documents bearing a person’s name, age and other identifiers. Where these documents are falsified in order to enable 
irregular migration, people may face a barrier in accessing social protection. The consequences which stem from an 
absence of formal and genuine identification with their communities may, in turn, negatively impact the migrants’ safe 
return to, and reintegration into their community. The research found that all seven returnee migrant workers had no 
genuine ID card before migration and all their required ID documents were falsified. 

Although falsified identity documents enable the opening of pathways for migration and improved economic outcomes, 
it can also lead to unsafe migration outcomes. For example, underage girls105 without birth certificates can obtain falsified 
documents that show she is older than she is and therefore qualified to migrate for work. Apart from the detrimental 
effects of child labour, the false identity has the effect of stripping a migrant of her genuine identity, denying her the rights 
of a child, disconnecting her ties to the community and preventing her access to the social protection right from the outset 
of her migration cycle. The inherent risks of this were demonstrated by the fact that every villager interviewed knew of 
someone personally who went missing after migrating to Malaysia for employment. Without an identity and its societal 
links, a migrant becomes another nondescript body. If family members do not hear from the migrant while abroad, their 
ability to trace the migrant is also curtailed with the falsification of names and other identifiers in fake identity cards or 
documents. The falsification of identity documents is also problematic when repatriating a worker home, especially if she 
does not remember the location of her hometown due to trauma experienced while abroad.

4.3.3 Limited interventions for returnee migrants in Sumba

The services and interventions available for returnee migrants, including those experiencing trafficking and exploitation, are 
limited and ad hoc. The main reasons for these are the significant lack of financial and human resource capacity of local 
government entities mandated to protect migrant workers. The lack of such formal protections, services and responses, 
means that there is a higher reliance on informal structures of community and family in dealing with any challenging 
migration events and experiences. This, in turn, can leave victims of trafficking and other returnee migrants to deal with 
social and community dynamics without professional help.  

The lack of governance capacity is perhaps most reflective in the fact that local anti-trafficking task forces (ATTF) are either 
not yet established or not prioritized in West Sumba and South-west Sumba districts.106 This leaves Manpower District 
Offices with the insurmountable task of tracking and registering returnees, many of whom will have initially migrated 
through irregular means, including through the use of falsified identity documents. Without sufficient understanding 
of who is returning and about their needs and experiences, other offices, such as the District Office of Women’s 
Empowerment and Child Protection, have little data to inform the development and targeting of reintegration assistance. 

The most that a returnee might receive in terms of support is transportation home, which may either be availed through 
a government structure, or through the coordination of the recruitment agent himself.107 In such cases, urgent medical 
care may also be sought where deemed necessary and obvious by the receiving official or agent. Further to that, all 
other support is left to the family and community of the returnee migrant. In cases where returnees have been trafficked 
or abused, communities are left to cope with traditional and social mores, such as traditional healing, relationships and 
their expectations. Of note, even where any opportunity for formal services may be offered, victims are reticent to avail 
themselves of such. Not only may they not regard themselves as victims, but also, they may generally have a lack of trust 
for authorities. 

105 According to the Law 18/2017 and its derivative regulation (Ministerial Decree 9/2019), one of the requirements to work overseas is that the prospective migrant 
    worker (both male and female) has to be at least 18 years old as the minimum age.
106 Information shared by IOM Indonesia.
107 One recruitment agent who was interviewed stated that where he received reports of a migrant in distress in the destination, he would facilitate her safe return. 

 4.3.4 Capacity constraints of government departments responding to trafficking in persons

It is important to note the specific ways in which efforts of local departments in providing services to prospective and 
returnee migrants, including victims of trafficking are hampered. 

There are several government efforts that have been initiated for the protection of women and children and the prevention 
of trafficking. The establishment of a Desmigratif (Village of Productive Migrants) programme by the Ministry of Manpower 
in Indonesia, for example, aims to address issues at different stages of the migration process and outlines activities for 
different populations affected by migration, including potential migrants, returnee migrants, families and migrant workers. 
In South-west Sumba, there are two Local Regulations (PERDA): PERDA No.9/2016 on trafficking in persons and PERDA 
No.3/2019 on Protection for Women and Children. Both are participative local regulations which means that all relevant 
stakeholders were involved in the drafting of the PERDA. The implementation of these local regulations, however, is still 
a challenge. Throughout the research, government stakeholders who were interviewed spoke repeatedly about capacity 
constraints of their own department, the lack of coordination between different agencies working on this issue and the 
overall inability to support victims of trafficking once they return from a destination country. It is noted, that whereas the 
issue of financial and human resources capacity is fundamental, there are some particular strategic responses that could 
be improved in the medium term. 

One key area identified is the lack of disaggregated data on trafficking and migration at local and national levels. Where 
statistics on trafficking and migration exist, the data differs between various government agencies. The lack of data and 
its inconsistencies contribute to a mismatch in planning priorities between national and provincial governments. Certain 
databases, such as police data, only includes reported cases of trafficking, while other databases may only include those 
migrants which are appropriately registered. This results in significant gaps between datasets across which none are 
broken down by sex, age or other useful identifiers to allow for comparison and cross referencing. Consequently, a lack of 
institutional capacity to draw a complete picture of the issues leads to an incapacity to formulate and budget for strategic, 
evidence-based responses.

Another key area where improvement could be more immediately ameliorated is in coordinating responses among the 
principal mandated entities in regulating migration and responding to related issues, including trafficking. The Ministries 
and local departments of (i) Manpower, (ii) Social Affairs, and (iii) Women’s Empowerment and Child Protection, could 
better coordinate their efforts through the establishment of a local anti-trafficking task force. Current efforts, such as 
campaigns being run by the West Sumba District Office of Women’s Empowerment and Child Protection at gender 
mainstreaming among Village Heads, could be supported and strengthened through the District Offices of Manpower 
and Social Affairs. Meanwhile, the need for in-house mental health professionals and social workers to provide services to 
victims of trafficking, could be solved by joining the resources of both the West Sumba District Offices of Manpower and 
Social Affairs. This coordination is likely to be effective, as both offices identified this need when they were interviewed 
separately. 

The impact of such institutional capacity constraints is compounded by the general lack of understanding of trafficking in 
persons as a crime. For example, it was common for government stakeholders, both in districts as well as at the central 
level, to express an understanding that trafficking was only a cross-border crime and not an internal migration issue. 
Furthermore, government officials interviewed in both Sumba and Jakarta believed that those who migrated regularly 
could never become victims of trafficking. Such a lack of understanding about how people fall victim to trafficking further 
undermines efforts to prevent and respond to these serious issues. 

The	way	trafficking	cases	are	handled	is	not	good	enough.	We	react	
and respond instead of working on prevention. Our programmes 
have no clear targets. – Representative of the Ministry of Women’s 
Empowerment and Child Protection, Indonesia ”

“ “Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang kurang baik. Kami hanya 
bereaksi dan merespons alih-alih melakukan pencegahan. Program kami tidak 

memiliki target yang jelas.” - Perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak, Indonesia.

4.3.4 Kendala kapasitas lembaga pemerintah dalam menangani tindak pidana perdagangan orang

Penting untuk diperhatikan bagaimana upaya-upaya instansi daerah dalam memberikan layanan kepada calon migran dan 
pekerja migran yang kembali, termasuk korban perdagangan orang, terhambat.

Ada beberapa upaya pemerintah yang telah dimulai untuk perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan perdagangan 
orang. Pembentukan program Desmigratif (Desa Migran Produktif ) oleh Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia, misalnya, 
bertujuan untuk mengatasi masalah pada berbagai tahap proses migrasi dan menguraikan kegiatan untuk kelompok yang 
berbeda-beda yang terkena dampak migrasi, termasuk calon migran, migran yang kembali, keluarga dan pekerja migran. Di 
Sumba Barat Daya, terdapat dua Peraturan Daerah (PERDA): PERDA No.9 Tahun 2016 tentang perdagangan orang dan 
PERDA No.3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Keduanya merupakan perda partisipatif yang berarti 
seluruh pemangku kepentingan terkait dilibatkan dalam penyusunan PERDA. Namun, implementasi perda tersebut masih 
menjadi tantangan. Sepanjang penelitian, pemangku kepentingan dari pemerintah yang diwawancarai berulang kali berbicara 
tentang kendala kapasitas instansi mereka sendiri, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga yang menangani masalah 
ini dan ketidakmampuan secara keseluruhan untuk mendampingi korban perdagangan orang setelah mereka kembali dari 
negara tujuan. Perlu dicatat, bahwa meskipun masalah keuangan dan kapasitas sumber daya manusia adalah hal yang 
fundamental, ada beberapa penanganan strategis tertentu yang dapat ditingkatkan dalam jangka menengah.

Salah satu bidang utama yang diidentifikasi adalah kurangnya data terpilah tentang perdagangan orang dan migrasi di 
tingkat daerah dan pusat. Dalam hal mana terdapat statistik tentang perdagangan orang dan migrasi, datanya berbeda di 
antara berbagai lembaga pemerintah. Kurangnya data dan inkonsistensi berkontribusi pada kesenjangan dalam prioritas 
perencanaan antara pemerintah pusat dan provinsi. berbagai basis data tertentu, seperti data kepolisian, hanya mencakup 
kasus-kasus perdagangan orang yang dilaporkan, sementara basis-basis data lainnya mungkin hanya mencakup para migran 
yang terdaftar secara resmi. Hal ini menghasilkan kesenjangan yang signifikan antara kumpulan data, yang tidak diuraikan 
berdasarkan jenis kelamin, usia, maupun tanda pengenal berguna lainnya untuk memungkinkan perbandingan dan referensi 
silang. Sebagai akibatnya, kurangnya kapasitas kelembagaan untuk membuat gambaran lengkap tentang isu-isu yang ada 
berujung pada ketidakmampuan untuk merumuskan dan menganggarkan penanganan strategis berbasis bukti.
Bidang utama lainnya di mana perbaikan dapat segera dilakukan adalah dalam mengkoordinasikan penanganan di antara 
badan-badan yang diberi mandat utama dalam mengatur migrasi dan menangani masalah terkait, termasuk perdagangan 
orang. Kementerian dan (i) Dinas Tenaga Kerja, (ii) Dinas Sosial, dan (iii) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, seharusnya dapat mengkoordinasikan upaya mereka dengan lebih baik melalui pembentukan satuan tugas anti-
perdagangan orang. Upaya saat ini, seperti kampanye yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat tentang pengarusutamaan gender di kalangan Kepala Desa, dapat didukung 
dan diperkuat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial Kabupaten. Sementara itu, kebutuhan akan tenaga profesional 
internal kesehatan mental serta pekerja sosial untuk memberikan layanan kepada korban perdagangan orang, dapat diatasi 
dengan bergabungnya sumber daya dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat. Koordinasi ini 
berkemungkinan dapat berjalan efektif, karena kedua Dinas mengidentifikasi kebutuhan ini ketika mereka diwawancarai 
secara terpisah.

Dampak dari kendala kapasitas kelembagaan tersebut diperparah oleh kurangnya pemahaman umum tentang perdagangan 
orang sebagai tindak pidana. Misalnya, sudah umum bagi pemangku kepentingan pemerintah, baik di tingkat kabupaten 
maupun di pusat, untuk mengungkapkan pemahaman bahwa perdagangan orang hanyalah kejahatan lintas batas dan bukan 
masalah migrasi internal. Selain itu, pejabat pemerintah yang diwawancarai di Sumba dan Jakarta percaya bahwa mereka 
yang bermigrasi secara resmi tidak akan pernah menjadi korban perdagangan orang. 
Kurangnya pemahaman tentang bagaimana orang menjadi korban perdagangan semakin melemahkan upaya pencegahan 
dan penanganan masalah serius ini.
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11. Local government district offices should establish or re-establish local ATTFs in order to 
improve the coordination of improved identification, referral and reintegration processes of 
victims of trafficking. 

12. Local governments, through the established ATTF, to work with IOM to enhance data 
gathering and analysis on trafficking, migration and reintegration processes.

13. National ATTF and relevant local governments (through local ATTFs) should develop a 
local action plan on trafficking, which includes interventions for returnee migrant workers.
 
14. Central government should improve access to marriage and birth registration, as well 
as identification cards, at the grassroots level through coordination with existing local public 
and non-governmental organizations. This should also include increasing the quota of ID 
provisions.

15. National ATTF to establish a multi-sectoral MoU that standardizes data on migration and 
trafficking at national and district levels, and establishes a data-sharing mechanism. 

In the sections above, this report discussed how social norms and migration governance structures and frameworks 
converge to shape migration choices and decisions, especially for women in Sumba. In this section, the report will examine 
how these social norms and power structures impact the many ways returnee migrants perceive their own migration 
experiences, their assistance-seeking behaviour and approaches to reintegration once they return to their own communities.

4.4.1 The meaning of "successful migration" is relative

Fundamental to the way returnees are received after their migration experience is the way their migration is perceived by 
their family and community, especially as to whether it was a successful or an unsuccessful migration. In Sumba, a "successful 
migration" was found to be understood and perceived as relative to other factors, rather than in absolute terms. 

On the one hand, success was found to be characterized by ostentatious displays of wealth by returnee migrants, usually 
linked to the performance of cultural rituals among village communities. At least three of the women who returned home 
after migration expressed feeling more confident in themselves and taking more decision-making authority in the home 
and family, as well as the extended family. One woman expressed, “I was very thin, and my bones were exposed, but now I am 
better. With the money I got from Malaysia, I have been able to renovate my house, even though it is still ugly. I have also been able 
to start selling snacks and other items.” Returnee women also felt good about being able to contribute to traditional rituals, 
which in turn provided more standing given the fulfilment of their traditional role. On the other hand, an "unsuccessful" 
migration involving distressing experiences abroad were not spoken about by the returnee. In turn, those who did share 
their negative experiences with family members found that their families did not speak about these with others in order to 
prevent "embarrassment" ("budaya malu") in the community. It was noted that during interviews with families of returnee 
migrants, the most frustration expressed with regard to "unsuccessful migration" was most felt in the insufficient financial 
resources to perform cultural rituals. The view that failed migration is a collective family responsibility can explain why 
an individual migrant may feel a great burden to be successful as they know that failure may reflect badly on their family.

4.4 SOCIAL STIGMATIZATION IMPACTS RETURNEE MIGRANTS’ EXPERIENCES 
     AND THEIR DISCONNECT FROM SUPPORT SERVICES

I admit. There is a tendency of negative perception among 
law	enforcement	officials	towards	(unsuccessful)	migrants.
– Female government official based in Jakarta

”
“

RECOMMENDATIONS
Despite such perspectives on what is a successful and unsuccessful migration, it was of fundamental relevance to find 
that the community had the utmost concern for those who did not return at all. As mentioned, all community members 
interviewed knew of at least one person who had migrated and not returned, nor had kept in contact with the family. 
Given such considerations, a representative from Yayasan Donders remarked that, “As long as the person does not return 
in a coffin, the community is overjoyed with the person’s return”. The representative went on to demonstrate this by sharing 
the case of a woman who had arrived at the airport in a very bad physical condition. It was clear that she had been a 
victim of physical abuse at the hands of her employers in Malaysia. A large gathering of people had arrived to receive and 
celebrate her. Such celebrations are even more joyous for those who return home without problems and with all their 
promised salaries. Such perspectives were also confirmed by the Districts Offices of Manpower in both West and South-
west Sumba who expressed, “The family is grateful when the migrant worker finally returns home even where they may be sick 
or mentally ill.”

4.4.2 Normalization of violence in migration experience

Social norms that identify women as weak, subversive and in need of protection, and the expectation for them to 
have "successful migration" shape the way migrants perceive their experiences abroad and how they respond to those 
experiences once they return to Sumba.  The returnees interviewed during this research showed that migrants, especially 
women migrants, often normalize the violence and poor labour practices they experienced while abroad. While the 
research did not specifically look into issues of abuse and violence in the community and other institutional spheres, it 
found that violence was often downplayed when it occurs in the context of labour migration due to the social conditioning 
and expectations for women. 

All seven returnees who were interviewed experienced multiple labour rights violations and endured difficult working 
conditions, but did not view or identify themselves as being subject to exploitation. In one example, a returnee migrant 
who worked as a domestic worker in the employer’s home and shop spoke of being locked in a room for almost an hour 
by her female employer because of an accident in her first week of employment. The male employer let her out upon 
coming to see that she had been locked in the room. If he had not, the worker said she did not know how long her female 
employer would have kept her locked up. In spite of such extreme treatment, the worker believed the "punishment" was 
reflective of the gravity of her mistake. 

When returnees called home and spoke about the difficulties they faced abroad, they spoke of their family members asking 
them to be patient and pray. This messaging is consistent with pre-migration advice by recruitment agents to women to 
“listen to your employer and do your work properly”, reflecting the expectations of how women should behave in the face 
of hardship and passivity. It reaffirms the returnees’ initial belief that exploitative working conditions are to be expected, 
and that those who cannot withstand the pressure of such conditions will not be rewarded or succeed in her migration. 

Conditioning women to accept violence and exploitative labour practices as normal have an impact on migrants’ assistance-
seeking behaviour. When the experiences of these women were shared, the researchers informed them that this is a 
violation of their fundamental rights. On hearing this, interviewees were visibly unhappy about the exploitation they faced. 
When asked what they would do about it, they said that they could speak to their brokers or agents about it. There 
seemed to be a heavy reliance on the agent machinery for resolution, perhaps because it is the closest, most accessible 
and familiar structure to these women. None of the women seemed to think that any other agency – government or 
otherwise – could be of assistance to them. 

There was noticeable reticence among returnee migrants with respect to seeking redress or assistance for the rights 
violations they experienced after returning to Sumba. Some of them sought assistance from their agent during their time 
abroad. For these women, they felt that their real need occurred when they were in their difficult working environment 
rather than once they had already returned home. One of the women stated, “It is too late now to report my case to the 
agent. I am also afraid.” Another expressed, “The lady was big. I lost a lot of weight when I came back from Malaysia because 
of my experience. The work was too tough. I called the agent three times before I quit my job. The agent made a call and yelled 
at my employer”. Other women also expressed how they had called or intended to call their agents, after finding they 
were not paid as promised or encountered other unfair working conditions, but to no avail. On being asked whether they 
would seek redress now that they had returned, some said that they were too "lazy" to even ask the agents for assistance. 
When asked further about this, the women expressed a level of hopelessness about the help they would realistically be 
able to obtain now. Navigating government agencies can feel daunting and requires a level of confidence that the women 
did not feel they had.  

“Saya mengakui. Ada kecenderungan terbentuknya persepsi 
negatif di kalangan aparat penegak hukum terhadap migran 
(yang tidak berhasil).”
- Pejabat pemerintah perempuan yang bertugas di Jakarta 

4.4 STIGMATISASI SOSIAL BERDAMPAK TERHADAP PENGALAMAN PARA PURNA MIGRAN   
     \MIGRAN SERTA TERPISAHNYA MEREKA DARI LAYANAN PENDAMPINGAN

Pada bagian di atas, laporan ini membahas bagaimana norma sosial dan struktur serta kerangka tata kelola migrasi bertemu 
untuk membentuk pilihan dan keputusan migrasi, terutama bagi perempuan di Sumba. Pada bagian ini, laporan ini akan 
mengkaji bagaimana norma-norma sosial dan struktur kekuasaan berdampak pada berbagai cara para pekerja migran yang 
kembali memandang pengalaman migrasi mereka sendiri, perilaku pencarian bantuan dan pendekatan reintegrasi setelah 
mereka kembali ke komunitas mereka sendiri.

4.4.1 Pengertian dari “migrasi yang berhasil” adalah relatif

Hal mendasar dari cara bagaimana pekerja migran diterima kembali setelah menjalani pekerjaan mereka di luar negeri 
adalah bagaimana keluarga dan komunitas mereka memandang migrasi mereka, terutama mengenai apakah migrasi 
tersebut berhasil atau tidak. Di Sumba, “migrasi yang berhasil” dipahami dan dipandang secara relatif dengan hal-hal lainnya, 
dan tidak secara absolut.

Di satu sisi, kesuksesan ditandai dengan pertunjukan kekayaan yang mencolok oleh para pekerja migran yang kembali, 
biasanya terkait dengan pelaksanaan ritual adat di masyarakat desa. Setidaknya tiga perempuan yang telah kembali setelah 
bermigrasi mengungkapkan perasaan lebih percaya diri dan memiliki otoritas yang lebih banyak dalam pengambilan 
keputusan di rumah dan keluarga, serta dalam keluarga besar. Seorang wanita mengungkapkan, “Saya sangat kurus, dan 
tulang saya terlihat menonjol, tetapi sekarang saya lebih baik. Dengan uang yang saya dapat dari Malaysia, saya sudah bisa 
merenovasi rumah saya, meskipun masih tampak jelek. Saya juga bisa mulai menjual makanan ringan dan barang dagangan 
lainnya.” Para pekerja migran perempuan yang telah pulang juga merasa senang bisa berkontribusi pada upacara adat, yang 
pada gilirannya memberikan status yang lebih tinggi mengingat mereka telah memenuhi peran tradisional mereka. Di sisi 
lain, migrasi yang “tidak berhasil” yang melibatkan pengalaman sulit di luar negeri tidak dibicarakan oleh pekerja migran 
yang kembali. Sebaliknya, mereka yang berbagi pengalaman negatif dengan anggota keluarga menemukan bahwa keluarga 
mereka tidak membicarakan hal ini dengan orang lain untuk mencegah “rasa malu” (“budaya malu”) di masyarakat. Tercatat 
bahwa selama wawancara dengan keluarga pekerja migran yang kembali, kekecewaan paling besar yang mereka ungkapkan 

11. Kantor Dinas pemerintah kabupaten harus membentuk atau membentuk kembali GTTP-TP-
PO untuk meningkatkan koordinasi proses identifi kasi, rujukan dan reintegrasi yang lebih baik 
bagi para korban tindak pidana perdagangan orang.

12. Pemerintah daerah, melalui GTTP-TPPO yang sudah dibentuk, akan bekerja dengan IOM 
untuk meningkatkan pengumpulan dan analisis data tentang proses perdagangan orang, migrasi 
dan reintegrasi.

13. GTTP-TPPO di tingkat nasional dan pemerintah daerah terkait (melalui GTTP-TPPO daer-
ah) harus mengembangkan rencana aksi daerah tentang tindak pidana perdagangan orang, yang 
mencakup intervensi bagi pekerja migran yang kembali.

14. Pemerintah pusat harus meningkatkan akses ke pencatatan  perkawinan dan pencatatan 
kelahiran, serta pembuatan kartu identitas, di tingkat akar rumput melalui koordinasi dengan 
organisasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah daerah yang ada. Ini juga harus men-
cakup peningkatan ketentuan kuota KTP.

15. GTTP-TPPO di tingkat nasional akan membuat MoU multi-sektoral yang akan melakukan 
standardisasi data tentang migrasi dan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional dan 
kabupaten, dan menetapkan mekanisme untuk berbagi data.

REKOMENDASI: 
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sehubungan dengan “migrasi yang tidak berhasil” adalah sumber daya keuangan yang tidak mencukupi untuk melakukan 
ritual adat. Pandangan bahwa migrasi yang gagal adalah tanggung jawab keluarga secara kolektif dapat menjelaskan mengapa 
seorang pekerja migran mungkin merasa terbebani untuk menjadi sukses karena mereka tahu bahwa kegagalan dapat 
berdampak buruk pada keluarga mereka.

Terlepas dari adanya perspektif mengenai migrasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil, terdapat temuan yang sangat 
relevan bahwa masyarakat memiliki perhatian terbesar terhadap mereka yang tidak kembali sama sekali. Seperti disebutkan 
sebelumnya, semua anggota masyarakat yang diwawancarai mengetahui setidaknya satu orang yang telah bermigrasi 
dan belum kembali maupun yang tidak berkomunikasi lagi dengan keluarga. Dengan pertimbangan tersebut, perwakilan 
dari Yayasan Donders mengatakan, “Selama orang tersebut tidak kembali di dalam peti mati, masyarakat sangat senang 
dengan kembalinya orang tersebut”. Perwakilan tersebut kemudian memberi contoh mengenai hal ini dengan berbagi 
kasus tentang seorang perempuan yang baru tiba di bandara dalam kondisi fi sik yang sangat buruk. Jelas bahwa dia adalah 
korban penganiayaan fi sik oleh majikannya di Malaysia. Sekelompok besar orang hadir untuk menerima dan merayakan 
kepulangannya. Perayaan semacam itu bahkan lebih menggembirakan bagi mereka yang pulang tanpa masalah dan dengan 
membawa semua gaji yang dijanjikan. Perspektif seperti itu juga dibenarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumba 
Barat dan Sumba Barat Daya yang menyatakan, “Keluarga bersyukur ketika pekerja migran akhirnya kembali ke rumah 
meskipun mereka mungkin dalam keadaan sakit atau menderita gangguan mental.”

4.4.2 Normalisasi kekerasan dalam pengalaman migrasi

Norma-norma sosial yang mengidentifi kasi perempuan sebagai perempuan yang lemah, subversif dan membutuhkan 
perlindungan, dan harapan agar mereka menjalankan “migrasi yang berhasil” membentuk cara bagaimana para pekerja 
migran memandang pengalaman kerja mereka di luar negeri dan bagaimana mereka menanggapi pengalaman tersebut 
setelah mereka kembali ke Sumba. Pekerja migran yang kembali dan diwawancarai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
para migran, terutama pekerja migran perempuan, seringkali menormalisasi kekerasan dan praktik perburuhan yang buruk 
yang mereka alami selama berada di luar negeri. Walaupun penelitian ini tidak secara khusus melihat masalah pelecehan 
dan kekerasan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan kelembagaan lainnya, ditemukan bahwa isu kekerasan seringkali 
diremehkan ketika terjadi dalam konteks migrasi tenaga kerja dikarenakan pengkondisian sosial dan ekspektasi terhadap 
perempuan.

Ketujuh pekerja migran yang kembali yang diwawancarai mengalami banyak pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja 
dan mengalami kondisi kerja yang sulit, tetapi mereka tidak melihat atau mengidentifi kasi diri mereka sebagai obyek dari 
eksploitasi. Dalam satu contoh, seorang purna pekerja migran yang dahulunya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di 
rumah majikan dan toko bercerita bahwa dia pernah dikurung di kamar selama hampir satu jam oleh majikan perempuannya 
akibat perbuatannya yang tak sengaja dia lakukan di minggu pertama dia bekerja. Ketika pulang dan melihat bahwa pekerja 
tersebut dikunci di kamar, majikan laki-laki membiarkannya keluar . Seandainya tidak diperbolehkan keluar oleh majikan 
laki-laki, pekerja tersebut mengatakan dia tidak tahu berapa lama majikan perempuannya akan menahannya. Terlepas dari 
perlakuan ekstrim seperti itu, pekerja tersebut percaya bahwa “hukuman” tersebut mencerminkan beratnya kesalahan yang 
dilakukannya.

Para purna pekerja migran mengatakan bahwa ketika mereka menelepon ke rumah dan bercerita kepada keluarga mereka 
tentang kesulitan yang mereka hadapi di luar negeri, anggota keluarga mereka meminta mereka untuk bersabar dan berdoa. 
Pesan ini konsisten dengan nasihat yang diberikan oleh agen perekrutan pada kepada perempuan pada saat pra-migrasi 
untuk “dengarkan majikan kamu dan lakukan pekerjaan kamu dengan benar”, yang mencerminkan ekspektasi tentang 
bagaimana perempuan harus berperilaku dalam menghadapi kesulitan dan kepasifan. Ini menegaskan kembali keyakinan 
awal para purna pekerja migran bahwa kondisi kerja yang eksploitatif akan mereka hadapi, dan bahwa mereka yang tidak 
dapat menahan tekanan kondisi seperti itu tidak akan diberi penghargaan atau berhasil dalam migrasi.

Mengkondisikan perempuan untuk menerima kekerasan dan praktik perburuhan yang eksploitatif sebagai sesuatu yang biasa 
memiliki berdampak pada perilaku para migran dalam pencarian bantuan. Ketika para perempuan ini berbagi pengalaman 
mereka tersebut, para peneliti memberitahukan kepada mereka bahwa hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak-hak 
fundamental mereka. Mendengar ini, para responden tampak tidak senang dengan eksploitasi yang telah mereka hadapi. 
Ketika ditanya apa yang akan mereka lakukan, mereka mengatakan bahwa mereka dapat berbicara dengan perantara atau 
agen mereka tentang hal tersebut. Tampaknya ada ketergantungan pada agen untuk mencari solusi, mungkin karena ini 
adalah struktur yang paling dekat, paling dapat diakses, dan sangat dikenali oleh para perempuan ini. Tak satu pun dari 
perempuan tersebut yang tampaknya berpikir bahwa lembaga lain - pemerintah atau lainnya - dapat membantu mereka.

Ada keengganan yang nyata di antara para purna migran sehubungan dengan mencari ganti rugi atau bantuan atas 
pelanggaran hak yang mereka alami setelah kembali ke Sumba. Beberapa dari mereka mencari bantuan dari agennya selama 
berada di luar negeri. Bagi para perempuan ini, mereka merasa bahwa kebutuhan mereka yang sebenarnya muncul ketika 
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mereka berada di lingkungan kerja yang sulit daripada saat mereka sudah pulang. Salah satu perempuan menyatakan, 
“Sekarang sudah terlambat untuk melaporkan kasus saya ke agen. Saya juga takut.”  Lainnya mengungkapkan bahwa, 
“Majikan perempuan itu berbadan besar. Saya kehilangan banyak berat badan ketika saya kembali dari Malaysia karena 
pengalaman saya. Pekerjaan itu terlalu berat. Saya menelepon agen itu tiga kali sebelum saya berhenti dari pekerjaan saya. 
Agen itu menelepon dan meneriaki majikan saya.” Beberapa perempuan lain juga mengungkapkan bagaimana mereka 
menelepon atau bermaksud menelepon agen mereka, setelah mengetahui bahwa mereka tidak dibayar seperti yang 
dijanjikan atau menghadapi kondisi kerja yang tidak adil, namun mereka tidak berhasil. Saat ditanya apakah mereka akan 
mencari ganti rugi sekarang setelah mereka kembali, beberapa mengatakan bahwa mereka terlalu “malas” untuk meminta 
bantuan agen. Ketika ditanya lebih lanjut tentang hal ini, para perempuan tersebut mengungkapkan tingkat keputusasaan 
tentang bantuan yang secara realistis mereka bisa dapatkan sekarang. Berurusan dengan lembaga pemerintah bisa terasa 
menakutkan dan membutuhkan tingkat kepercayaan diri yang tidak dimiliki oleh perempuan.

Gender secara signifi kan memengaruhi bagaimana para purna pekerja migran dan setiap kegagalan yang dirasakan saat 
migrasi dapat diterima oleh komunitas mereka. Migrasi untuk bekerja menantang ekspektasi sosial dan keluarga atas 
pembagian kerja berbasis gender dan perempuan sebagai pengasuh anak. Walau perempuan yang ingin bermigrasi 
memandang diri mereka sebagai agen perubahan ekonomi bagi keluarga mereka, orang lain mungkin melihat mereka 
mengabaikan peran domestik mereka sebagai pengasuh anak dan bahwa mereka bertanggung jawab atas kehancuran 
keluarga mereka ditambah lagi adanya potensi pelecehan.

Sebagai catatan, banyak pejabat pemerintah yang mengungkapkan pandangan terstigmatisasi tentang perempuan migran. 
Misalnya, salah satu perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten di Sumba Barat Daya mengatakan perempuan memilih untuk 
bermigrasi karena ada persaingan di antara mereka untuk “berpenampilan menarik” dan tampil menarik mengharuskan 
mereka memiliki lebih banyak uang. Pejabat lain dari kantor tersebut menjelaskan bagaimana dia bertanya kepada para 
purna migran yang tidak berhasil mengenai “kesalahan apa yang mereka lakukan” di negara tujuan, yang menimbulkan 
kekhawatiran tentang terjadinya penyalahan terhadap korban.

Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta mampu menjelaskan 
berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda. Mereka bercerita bagaimana perempuan sering didorong untuk bermigrasi 
karena pandangan patriarkis bahwa mereka ada di sana untuk melayani laki-laki. Selain itu, para perempuan yang bermigrasi 
harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bahwa suami akan meninggalkan mereka sehingga anak-anak mereka 
tidak ada yang mengasuh. Pilihan perempuan untuk bermigrasi kadang-kadang dianggap sebagai penyebab terjadinya 
disintegrasi unit keluarga dan oleh karena itu layak dihukum. Yang menjadi perhatian khusus adalah pernyataan perwakilan 
dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Barat bahwa pelecehan seksual terhadap 
anak-anak merupakan dampak dari migrasi perempuan: “Banyak anak yang mengalami pelecehan berasal dari keluarga 
yang ibunya berada di luar negeri atau di provinsi lain untuk bekerja.” Pelaku penganiayaan, biasanya pelecehan seksual, 
biasanya adalah warga desa itu sendiri. Pengertian tersebut telah digunakan dalam upaya untuk membatasi mobilitas 
perempuan dengan alasan bahwa migrasi yang dilakukan perempuan menyebabkan kehancuran keluarga, perceraian dan 
pelecehan terhadap anak-anak mereka.

Implikasi negatif lainnya pada perempuan yang pulang tanpa sumber daya keuangan yang memadai sebagai hasil dari 
kepergian mereka yang lama tersebut adalah atribusi “kegagalan” tersebut pada sifat mereka dan merupakan konsekuensi 
dari penolakan mereka terhadap struktur kekuasaan paternalistik. Misalnya, seorang kepala desa menganggap bahwa 
kegagalan yang dianggap telah dialami oleh para pekerja migran adalah akibat “sikap buruk” mereka dan karena mereka 
meninggalkan desa tanpa izin resminya. Ia menambahkan bahwa migrasi itu baik ketika orang melakukannya dengan 
“ikhlas”, yaitu ketika orang pulang dengan sejumlah uang, tidak seperti mereka yang pulang “dengan tangan kosong”. 
Sikap seperti itu tidak hanya melanggengkan tindakan menyalahkan korban tetapi juga mencerminkan diskriminasi 

4.4.3 Stigmatisasi terhadap purna migran 
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11. Local government district offices should establish or re-establish local ATTFs in order to 
improve the coordination of improved identification, referral and reintegration processes of 
victims of trafficking. 

12. Local governments, through the established ATTF, to work with IOM to enhance data 
gathering and analysis on trafficking, migration and reintegration processes.

13. National ATTF and relevant local governments (through local ATTFs) should develop a 
local action plan on trafficking, which includes interventions for returnee migrant workers.
 
14. Central government should improve access to marriage and birth registration, as well 
as identification cards, at the grassroots level through coordination with existing local public 
and non-governmental organizations. This should also include increasing the quota of ID 
provisions.

15. National ATTF to establish a multi-sectoral MoU that standardizes data on migration and 
trafficking at national and district levels, and establishes a data-sharing mechanism. 

In the sections above, this report discussed how social norms and migration governance structures and frameworks 
converge to shape migration choices and decisions, especially for women in Sumba. In this section, the report will examine 
how these social norms and power structures impact the many ways returnee migrants perceive their own migration 
experiences, their assistance-seeking behaviour and approaches to reintegration once they return to their own communities.

4.4.1 The meaning of "successful migration" is relative

Fundamental to the way returnees are received after their migration experience is the way their migration is perceived by 
their family and community, especially as to whether it was a successful or an unsuccessful migration. In Sumba, a "successful 
migration" was found to be understood and perceived as relative to other factors, rather than in absolute terms. 

On the one hand, success was found to be characterized by ostentatious displays of wealth by returnee migrants, usually 
linked to the performance of cultural rituals among village communities. At least three of the women who returned home 
after migration expressed feeling more confident in themselves and taking more decision-making authority in the home 
and family, as well as the extended family. One woman expressed, “I was very thin, and my bones were exposed, but now I am 
better. With the money I got from Malaysia, I have been able to renovate my house, even though it is still ugly. I have also been able 
to start selling snacks and other items.” Returnee women also felt good about being able to contribute to traditional rituals, 
which in turn provided more standing given the fulfilment of their traditional role. On the other hand, an "unsuccessful" 
migration involving distressing experiences abroad were not spoken about by the returnee. In turn, those who did share 
their negative experiences with family members found that their families did not speak about these with others in order to 
prevent "embarrassment" ("budaya malu") in the community. It was noted that during interviews with families of returnee 
migrants, the most frustration expressed with regard to "unsuccessful migration" was most felt in the insufficient financial 
resources to perform cultural rituals. The view that failed migration is a collective family responsibility can explain why 
an individual migrant may feel a great burden to be successful as they know that failure may reflect badly on their family.

4.4 SOCIAL STIGMATIZATION IMPACTS RETURNEE MIGRANTS’ EXPERIENCES 
     AND THEIR DISCONNECT FROM SUPPORT SERVICES

I admit. There is a tendency of negative perception among 
law	enforcement	officials	towards	(unsuccessful)	migrants.
– Female government official based in Jakarta

”
“

RECOMMENDATIONS
Despite such perspectives on what is a successful and unsuccessful migration, it was of fundamental relevance to find 
that the community had the utmost concern for those who did not return at all. As mentioned, all community members 
interviewed knew of at least one person who had migrated and not returned, nor had kept in contact with the family. 
Given such considerations, a representative from Yayasan Donders remarked that, “As long as the person does not return 
in a coffin, the community is overjoyed with the person’s return”. The representative went on to demonstrate this by sharing 
the case of a woman who had arrived at the airport in a very bad physical condition. It was clear that she had been a 
victim of physical abuse at the hands of her employers in Malaysia. A large gathering of people had arrived to receive and 
celebrate her. Such celebrations are even more joyous for those who return home without problems and with all their 
promised salaries. Such perspectives were also confirmed by the Districts Offices of Manpower in both West and South-
west Sumba who expressed, “The family is grateful when the migrant worker finally returns home even where they may be sick 
or mentally ill.”

4.4.2 Normalization of violence in migration experience

Social norms that identify women as weak, subversive and in need of protection, and the expectation for them to 
have "successful migration" shape the way migrants perceive their experiences abroad and how they respond to those 
experiences once they return to Sumba.  The returnees interviewed during this research showed that migrants, especially 
women migrants, often normalize the violence and poor labour practices they experienced while abroad. While the 
research did not specifically look into issues of abuse and violence in the community and other institutional spheres, it 
found that violence was often downplayed when it occurs in the context of labour migration due to the social conditioning 
and expectations for women. 

All seven returnees who were interviewed experienced multiple labour rights violations and endured difficult working 
conditions, but did not view or identify themselves as being subject to exploitation. In one example, a returnee migrant 
who worked as a domestic worker in the employer’s home and shop spoke of being locked in a room for almost an hour 
by her female employer because of an accident in her first week of employment. The male employer let her out upon 
coming to see that she had been locked in the room. If he had not, the worker said she did not know how long her female 
employer would have kept her locked up. In spite of such extreme treatment, the worker believed the "punishment" was 
reflective of the gravity of her mistake. 

When returnees called home and spoke about the difficulties they faced abroad, they spoke of their family members asking 
them to be patient and pray. This messaging is consistent with pre-migration advice by recruitment agents to women to 
“listen to your employer and do your work properly”, reflecting the expectations of how women should behave in the face 
of hardship and passivity. It reaffirms the returnees’ initial belief that exploitative working conditions are to be expected, 
and that those who cannot withstand the pressure of such conditions will not be rewarded or succeed in her migration. 

Conditioning women to accept violence and exploitative labour practices as normal have an impact on migrants’ assistance-
seeking behaviour. When the experiences of these women were shared, the researchers informed them that this is a 
violation of their fundamental rights. On hearing this, interviewees were visibly unhappy about the exploitation they faced. 
When asked what they would do about it, they said that they could speak to their brokers or agents about it. There 
seemed to be a heavy reliance on the agent machinery for resolution, perhaps because it is the closest, most accessible 
and familiar structure to these women. None of the women seemed to think that any other agency – government or 
otherwise – could be of assistance to them. 

There was noticeable reticence among returnee migrants with respect to seeking redress or assistance for the rights 
violations they experienced after returning to Sumba. Some of them sought assistance from their agent during their time 
abroad. For these women, they felt that their real need occurred when they were in their difficult working environment 
rather than once they had already returned home. One of the women stated, “It is too late now to report my case to the 
agent. I am also afraid.” Another expressed, “The lady was big. I lost a lot of weight when I came back from Malaysia because 
of my experience. The work was too tough. I called the agent three times before I quit my job. The agent made a call and yelled 
at my employer”. Other women also expressed how they had called or intended to call their agents, after finding they 
were not paid as promised or encountered other unfair working conditions, but to no avail. On being asked whether they 
would seek redress now that they had returned, some said that they were too "lazy" to even ask the agents for assistance. 
When asked further about this, the women expressed a level of hopelessness about the help they would realistically be 
able to obtain now. Navigating government agencies can feel daunting and requires a level of confidence that the women 
did not feel they had.  

“Banyak anak yang mengalami kekerasan berasal dari keluarga yang 
ibunya bekerja di luar negeri atau di provinsi lain untuk bekerja.”
- Perwakilan perempuan dari Dinas KPPPA  Kabupaten Sumba Barat
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terhadap perempuan yang menggunakan pilihan dan kebebasannya sendiri. Pengalaman para migran - apakah itu menanggung 
perilaku eksploitatif selama siklus migrasi, pulang dengan tangan kosong, atau dengan remunerasi yang sangat kecil karena tidak 
dibayar seperti yang dijanjikan oleh pemberi kerja108 atau mengirimkan uang secara teratur kepada anggota keluarga yang telah 
menghabiskannya - tidak dipertimbangkan jika mereka tidak kembali dengan sejumlah uang dari penghasilan mereka. Namun, 
seorang kepala desa mengakui bahwa perantara juga harus disalahkan karena melanggengkan migrasi yang ilegal dan tidak aman.

Menurut Yayasan Donders, anggota keluarga juga terkadang mempertanyakan perilaku seksual pekerja migran yang pulang saat 
berada di luar negeri dan mengkaitkannya dengan kegagalan yang dialami dalam migrasi. Beberapa perempuan mungkin pulang 
dengan membawa anak dan akibatnya mengalami stigmatisasi.

4.4.4 Sifat stigmatisasi yang sementara

Namun demikian, yang paling relevan adalah pandangan bahwa stigmatisasi semacam itu bersifat sementara dan bahwa 
masyarakat menghargai kembalinya anggotanya di atas segalanya. Bahkan dalam kasus di mana seorang perempuan yang pulang 
membawa anak yang dilahirkan di luar nikah, dilaporkan bahwa keluarga dan masyarakat tidak akan menyimpan dendam dalam 
waktu yang lama, terutama jika perempuan tersebut pulang dengan membawa kekayaan yang signifi kan. Beberapa purna pekerja 
migran berkomentar bahwa apapun “masalahnya”, masalah tersebut hanya akan berlangsung seminggu sebelum masyarakat 
menerima kenyataan baru dari situasi tersebut. Hal tersebut juga dibenarkan oleh perwakilan dari Dinas Kabupaten Sumba Barat 
yang mengatakan, “Pembicaraan tentang pengalaman negatif pekerja migran hanya berlangsung selama seminggu. Kehadiran fi sik 
pekerja migran yang kembali, bagaimanapun kondisinya, sangat penting bagi keluarga. Dalam satu kasus, jenazah pekerja migran 
yang telah dikembalikan disambut oleh keluarga dengan upacara.”

Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memahami sejauh mana stigma memang berumur pendek dan apakah stigma itu 
dapat diperoleh dengan cara apa pun melalui perilaku dan tindakan pekerja migran yang kembali setelah dia masuk kembali ke 
masyarakat.

Tak satu pun dari organisasi yang diwawancarai selama penelitian di lapangan menarik hubungan antara kurangnya peraturan perundang-undangan di negara tujuan 
sebagai faktor penyebab kerentanan, terutama di sektor pekerjaan rumah tangga. Pekerja rumah tangga di Malaysia tidak menikmati perlindungan penuh di bawah un-
dang-undang ketenagakerjaan Malaysia dan sering kali tidak diberikan hak-hak dasar sebagai pekerja, seperti hak atas satu hari libur yang digaji dalam seminggu. Kurangnya 
perlindungan oleh peraturan perundang-undangan, ditambah dengan budaya setempat yang memaksa perempuan untuk diam saja tentang perlakuan buruk dan pelece-
han, menciptakan lahan subur untuk eksploitasi selama berada di luar negeri.

108.

16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat kabupaten untuk 
membentuk “kelompok pendamping” bagi pekerja migran yang kembali (dipisahkan untuk laki-laki 
dan perempuan). Kelompok pendamping tersebut juga dapat ditawarkan akses ke bantuan dan 
layanan lokal, seperti tempat penampungan, dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

17. Pemerintah pusat dan instansi-instansi yang berkolaborasi dapat menyelidiki lebih jauh bagaimana 
para pekerja migran mengalami stigma dari waktu ke waktu dan peristiwa dan sikap spesifi k apa 
yang menghilangkannya.

*Rekomendasi lebih lanjut yang diuraikan di Bagian 4.2 juga relevan sebagai tanggapan atas temuan 
  ini

REKOMENDASI: 
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5. KESIMPULAN

Di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, migrasi tenaga kerja merupakan jalur yang umum dan efektif untuk mengentaskan 
kemiskinan dan meningkatkan standar hidup dasar dalam keluarga dan masyarakat. Sembilan juta orang Indonesia tinggal 
dan bekerja di luar negeri109 dan jutaan lainnya tinggal jauh dari kampung halaman mereka di dalam negeri, mengirimkan 
pendapatan untuk menghidupi keluarga mereka. Permintaan dan penawaran tenaga kerja murah dari daerah yang lebih 
miskin ke daerah yang lebih maju dan padat industri memberikan dinamika ekonomi dasar untuk pasar tenaga kerja migran. 
Dalam konteks seperti itu, risiko dan kerentanan dalam proses migrasi tenaga kerja terutama muncul dari ketidakseimbangan 
kekuatan mendasar antara pencari kerja dari latar belakang yang relatif miskin yang pindah dari komunitas dan jaringan 
dukungan sosial mereka, dan pemberi kerja yang berada di negara asal mereka yang merupakan tempat tujuan yang memiliki 
status ekonomi lebih tinggi dengan akses ke aset dan layanan yang relatif lebih baik. Ketidakseimbangan kekuatan fundamental 
ini membuat para pekerja migran berisiko mengalami pelecehan, kekerasan dan eksploitasi di tangan agen dan pemberi kerja 
yang tidak bermoral yang dimotivasi oleh pencaharian keuntungan atau ketidaktahuan (seperti dalam bentuk ketidaksukaan 
terhadap golongan yang berbeda). Kondisi dan kerentanan situasional ini mengarah pada tingginya risiko migrasi yang tidak 
aman, seperti migrasi melalui sarana tidak resmi dan jalur penyelundupan, atau mencari pekerjaan pada pemberi kerja yang 
tidak etis. Dalam konteks ini, para pekerja migran sangat rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi, 
dengan konsekuensi sekunder bagi keluarga dan komunitas mereka.

Dengan demikian, peran norma dan stigma sosial memengaruhi pilihan, pengalaman serta kerentanan dan risiko migrasi 
terhadap perdagangan orang, eksploitasi dan kekerasan. Penelitian ini telah memberikan gambaran singkat tentang sejumlah 
pengaruh tersebut menggunakan Sumba sebagai studi kasus.

 
      KEMISKINAN

Terlepas dari tingginya tingkat risiko dan kasus perdagangan orang serta eksploitasi yang tinggi, migrasi tenaga kerja tetap 
menjadi salah satu strategi yang paling dapat diakses dan lazim untuk mendukung pertumbuhan sosial ekonomi dalam 
keluarga dan masyarakat. Bahkan ketika para pekerja migran menyadari bahaya yang mungkin mereka hadapi, tren pekerjaan 
di luar negeri, termasuk melalui cara-cara yang ilegal dan tidak aman, terus berlanjut. Penelitian menemukan bahwa kenyataan 
ini tercermin di wilayah Sumba melalui narasi yang tidak disanggah bahwa migrasi tenaga kerja bersifat “positif” dan “aspiratif”. 

memendam pengalaman negatif mereka. Pada saat yang sama, masyarakat sangat menyadari adanya anggota keluarga yang 
telah pergi dan belum kembali. Perayaan kepulangan mereka, terlepas dari keadaan mereka, menunjukkan kesadaran akan 
potensi risiko dan konsekuensi. Namun demikian, manfaat potensial dari migrasi tenaga kerja tampaknya lebih besar daripada 
kerugiannya dan mungkin dianggap sepadan dengan risikonya.

 5.2 PENCEGAHAN TPPO YANG MEMPERHATIKAN FAKTOR SOSIAL DAN BUDAYA

Upaya pencegahan dan perlindungan yang berkaitan dengan perdagangan orang secara signifikan berfokus pada aspek-aspek 
ekonomi, hukum dan praktis dari penyebab, kondisi dan penanganannya. Fokus seperti itu memberikan tujuan dan hasil yang 
jelas dan nyata untuk upaya pencegahan perdagangan orang, termasuk perbaikan peraturan perundang-undangan, layanan 
pemulihan dan reintegrasi. Pemahaman tentang dimensi sosial dan budaya perdagangan orang juga merupakan kunci untuk 
memberikan masukan terkait cara penangangan perdagangan orang, terutama ketika pemahaman tersebut memberikan 
wawasan tentang mengapa orang berperilaku dan membuat pilihan yang mereka lakukan.

Perhatian terhadap norma-norma sosial dan stigma dalam kaitannya dengan perdagangan orang pada umumnya terfokus 
pada bagaimana para korban perdagangan orang, dan para purna pekerja migran lainnya, diterima saat mereka kembali ke 
rumah dan komunitas mereka. Korban perdagangan orang sering merasa dan dianggap sebagai orang yang berubah saat 
kembali ke rumah. Banyak yang mengalami trauma tidak saja dari pengalaman pelecehan, eksploitasi dan kekerasan mereka, 
tetapi juga trauma ketika mereka kembali ke rumah untuk menghadapi reaksi keluarga dan komunitas mereka atas keputusan 
mereka untuk bermigrasi.

Meninggalkan rumah untuk melakukan migrasi tenaga kerja berarti menjauh dari komunitas dan norma sosial dan budaya 
dimana seseorang diharapkan untuk tetap berada. Keputusan untuk mencari pekerjaan jauh dari rumah mungkin dibuat oleh 
pekerja migran itu sendiri, atau secara kolektif oleh keluarga. Bagaimanapun, akan ada harapan, baik pribadi dan keluarga, 

Bank Dunia. (2016). Indonesia’s Rising Divide. Washington: Bank Dunia. Diakses 2 September 2020. Dapat dilihat di http://documents1.worldbank.org/curated/
en/267671467991932516 / pdf / 106070-WP-PUBLIC-Indonesias-Rising-Divide-English.pdf. 

109.

Narasi ini diperkuat melalui berlanjutnya siklus  di mana para purna pekerja migran berbagi pengalaman positif sementara

5.1 MIGRASI TENAGA KERJA ADALAH STRATEGI UMUM UNTUK PENGENTASAN



31

Tradisi Kerja

terhadap migrasi dalam perjalanannya. Inilah sebabnya, ketika seorang pekerja migran diperdagangkan dan dieksploitasi, 
salah satu konsekuensi tersulit baginya adalah hilangnya asa, harapan yang mengecewakan dan potensi kesalahan serta 
stigma berbasis masyarakat karena telah membuat keputusan “yang salah” untuk meninggalkan rumah. Dinamika pribadi, 
psikologis dan sosial seperti itu dapat memperbesar trauma dari yang sebenarnya eksploitasi dan pelecehan yang dialami 
sebagai bagian dari pengalaman menjadi korban perdagangan orang.

Di Sumba, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana norma budaya tradisional berinteraksi dengan tren migrasi tenaga kerja 
sosial ekonomi, dengan gender sebagai wadah utama. Di tingkat masyarakat, norma-norma tradisional (“adat”) menetapkan 
pembagian peran berdasarkan gender untuk laki-laki dan perempuan, di rumah bahkan di arena publik. Budaya patriarki 
menempatkan perempuan di rumah, dalam peran pengasuh dengan nilai sosial yang diperoleh dari memenuhi tanggung 
jawabnya melalui perkawinan, reproduksi dan keluarga. Laki-laki dikondisikan untuk mengambil peran mereka sebagai 
pemimpin, baik di rumah maupun di arena publik, melalui penyelenggaraan upacara tradisional (“pesta adat”). Inti dari 
hubungan ini adalah pengalihan harga pengantin (“belis”) melalui perkawinan, yang pada dasarnya memberikan alasan 
berbasis budaya bagi laki-laki untuk memiliki hak atas perempuan beserta asetnya. Kewajiban perempuan dengan demikian 
berkaitan dengan pemberian dukungan terhadap suaminya dalam memenuhi perannya.

Dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan yang rendah menjadikan kondisi sosial ekonomi kurang dari memadai di Sumba. 
Ditambah dengan beban upacara adat dan pengeluaran lainnya; sebagai akibatnya, keluarga menjadi berhutang dan tidak 
mampu memenuhi harapan masyarakat. Dalam konteks ini, permintaan eksternal akan pekerjaan di luar negeri memberikan 
kesempatan bagi perempuan dan keluarganya untuk meningkatkan status ekonominya dan mencari jalan keluar dari utang. 
Di satu sisi, strategi seperti itu mungkin dianggap masuk akal dan dapat dibenarkan. Namun, di sisi lain, adanya norma sosial 
yang melemahkan perempuan dalam pengambilan keputusan, bersama dengan tata kelola dan mekanisme pengaturan 
untuk memberikan perlindungan sosial yang tidak memadai membuat situasi menjadi sangat berisiko.

Penelitian menemukan bahwa ketidakberdayaan perempuan secara budaya dan sistematis membuat mereka tunduk pada 
representasi otoritas, normalisasi kekerasan dan pelecehan dalam siklus migrasi. Tokoh otoritas laki-laki yang dianggap 
secara sosial mendominasi proses pengambilan keputusan perempuan migran, mulai dari harus mendapatkan izin dari 
suami dan kepala desa, hingga dipimpin dan dinasehati oleh agen perekrutan, yang pada gilirannya juga menjadi sosok yang 
dihormati di masyarakat. Untuk bermigrasi, perempuan perlu menavigasi struktur patriarki yang mengakar, baik secara 
formal maupun informal, yang membutuhkan dia untuk mengakses dan memanfaatkan pengetahuan pribadi, kecerdasan dan 
sumber dayanya. Namun, pengkondisian yang melemahkan yang dialami perempuan sejak masa kanak-kanak memutuskan 
perempuan dari fungsi pengambilan keputusan mereka sendiri; perempuan lebih didorong untuk mengejar strategi coping 
yang mengarah kepada kepasifan dan kesabaran. Oleh karena itu, ketika agen memberi tahu mereka “untuk tidak mengeluh 
saat bekerja”, arahan ini tidak perlu dipertanyakan lagi dan harus diterima. Temuan penelitian dari laporan ini mengungkapkan 
dampak yang mencolok dari norma-norma sosial gender seperti itu dalam memungkinkan terjadinya perdagangan orang.

 5.3 MEMAHAMI PENGARUH DAN KAPASITAS STRUKTUR TATA KELOLA ADALAH KUNCI      
      DALAM MENANGANI PERDAGANGAN ORANG

Penelitian ini juga mengidentifikasi pengaruh struktur tata kelola terhadap penanganan perdagangan orang, seperti yang 
diamanatkan oleh kerangka kerja lokal dan nasional. Berbagai lembaga pemerintah mengalami keterbatasan dalam kapasitas 
dan upaya  koordinasi mereka sehubungan dengan pengumpulan data dan mengkoordinasi tanggapan dalam mengatur 
migrasi. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kelemahan dalam tata kelola yang ada mungkin mendorong praktik 
migrasi tidak resmi yang mengakali peraturan-peraturan pengaman yang sebenarnya diciptakan untuk melindungi pekerja 
migran. Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya dokumen identitas yang resmi dan asli yang 
dapat diperoleh oleh para migran melalui jalur administratif formal. Tantangan birokrasi ini membuat para migran mencari 
dokumen identitas palsu, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap akses migran ke perlindungan sosial, 
keamanan mereka ketika berpulang, serta reintegrasi ke dalam komunitas mereka. Selain itu, kelemahan dalam struktur tata 
kelola yang ada mendorong para pekerja migran untuk sangat bergantung kepada pada struktur informal seperti komunitas 
dan keluarga dalam menangani migrasi, peristiwa, dan pengalaman yang penuh kesulitan. Akibatnya, para pekerja  seringkali 
harus sangat bergantung pada keluarga dan komunitas mereka, dan bukan pada layanan pemerintah, untuk pemenuhan 
kebutuhan perlindungan sosial mereka.
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 5.4 PELIBATAN PURNA MIGRAN HARUS MENJADI BAGIAN YANG TAK 
      TERPISAHKAN DARI UPAYA PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI

Ditemukan juga bahwa perempuan migran di Sumba menghadapi stigmatisasi saat pulang, terutama ketika harapan 
keluarga dan masyarakat tidak terpenuhi. Tak pelak lagi, dalam situasi di mana perempuan telah diperdagangkan dan 
dipulangkan, mereka mungkin menghadapi stigma serupa atas pengalaman mereka, seperti disalahkan, dihakimi, serta 
dikucilkan. Namun, satu temuan yang menarik adalah bahwa komunitas tersebut juga dilaporkan memiliki kemampuan 
untuk berhenti melakukan stigmatisasi, yang pada akhirnya menghargai kembalinya migran di atas kepentingan lain. 
Diperlukan lebih banyak penyelidikan tentang peristiwa dan sikap yang membuat masyarakat melepaskan stigma mereka, 
dan jenis sumber daya budaya yang dapat dikaitkan dengan hasil ini.

Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana norma sosial dan stigma memungkinkan dan berkontribusi pada 
terjadinya perdagangan orang, serta bagaimana kedua hal tersebut dapat mencegah berhasilnya reintegrasi yang sesuai 
dan efektif bagi korban perdagangan orang. Salah satu tema utama yang muncul dari penelitian ini adalah bahwa norma-
norma sosial yang ada dan yang memungkinkan terjadinya migrasi tidak aman di awal perjalanan migrasi adalah berbeda 
dari namun terkait dengan pengalaman yang dihadapi para pekerja migran saat pulang. Sejauh mana temuan di sini 
bersifat kontekstual atau berlaku umum di seluruh wilayah dan negara masih harus dilihat. Namun, penelitian ini dengan 
jelas menunjukkan bahwa penanganan terhadap perdagangan orang perlu dibekali oleh pemahaman dan wawasan yang 
lebih baik dan lebih obyektif tentang budaya dan norma sosial. Ini perlu mencakup tidak hanya peningkatan kesadaran dan 
pelatihan bagi pengemban tugas, tetapi juga inisiatif di tingkat masyarakat untuk memungkinkan masyarakat menggunakan 
sumber daya budaya dan sosial mereka sendiri untuk memberdayakan dan memperkuat diri dan anggotanya dengan 
lebih baik.
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 LAMPIRAN I - GLOSARIUM ISTILAH KUNCI

Perbatasan (internasional): Batas-batas yang diciptakan secara politik yang memisahkan wilayah atau zona maritim 
antar entitas-entitas politik serta area-area dimana entitas politik melakukan tindakan tata kelola perbatasan di wilayah 
mereka atau secara ekstrateritorial. Area-area tersebut termasuk titik lintas batas (bandara, titik lintas perbatasan darat, 
pelabuhan), zona imigrasi dan transit, “tempat terlarang” antara titik lintas negara tetangga, serta kedutaan dan konsulat.

Makelar: Makelar atau perantara yang memfasilitasi transit dan/atau pekerjaan bagi pekerja migran. Penipuan yang sering 
digunakan para perantara selama proses perekrutan membuat pekerja migran rentan terhadap kerja paksa.

Anak: Setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali jika berdasarkan undang-undang yang berlaku 
bagi anak tersebut ditentukan bahwa status dewasa anak tersebut dicapai lebih awal.

Negara tujuan: Dalam konteks migrasi, negara yang menjadi tujuan seseorang atau sekelompok orang, terlepas dari 
apakah mereka bermigrasi secara resmi atau tidak resmi.

Negara asal: Negara kebangsaan atau negara letak tempat tinggal seseorang atau sekelompok orang yang telah bermigrasi 
ke luar negeri, terlepas dari apakah mereka bermigrasi secara resmi atau tidak

Pengemban tugas: Orang yang memegang jabatan kewenangan, kepemimpinan dan pengaruh, terutama dalam 
kaitannya dengan perlindungan orang dari perdagangan orang dan eksploitasi

negeri melalui pembuatan kontrak kerja dengan seorang pekerja. Agen tenaga kerja bertanggung jawab untuk menyaring 
dan mencocokkan calon pekerja dengan lowongan pekerjaan, mengarahkan mereka tentang pekerjaan yang akan mereka 
jalani, memroses kontrak, mendapatkan izin yang diperlukan, mengatur perjalanan, visa dan tugas terkait lainnya.

Eksploitasi: Memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil untuk diri sendiri.

Kerja paksa: Meliputi “semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun 
dan untuk mana orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela”.110 Kerja paksa memiliki wujud hukuman dan 
tindakan paksaan, termasuk perdagangan manusia, perbudakan, jeratan utang, penyalahgunaan kerentanan melalui ancaman 
dan kekerasan, dan pembatasan kebebasan bergerak. Menurut ILO (2012), tiga dimensi utama kerja paksa adalah (i) 
perekrutan tidak bebas, (ii) tekanan kerja dan hidup, (iii) ketidakmungkinan meninggalkan pemberi kerja.

Dokumen identitas: Sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dari suatu Negara yang 
dirancang untuk membuktikan identitas orang yang membawanya. Dokumen identitas yang paling umum adalah KTP dan 
paspor.

Integrasi: Proses adaptasi timbal balik dua arah antara migran dan masyarakat tempat mereka tinggal, di mana migran 
dimasukkan ke dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik dari komunitas penerima. Ini memerlukan serangkaian 
tanggung jawab bersama untuk para migran dan masyarakat dan menggabungkan gagasan terkait lainnya seperti inklusi 
sosial dan kohesi sosial.

Migrasi internasional: Perpindahan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya  dan melintasi perbatasan internasional 
ke negara di mana mereka bukan warga negara

Migran tidak resmi: Pergerakan orang yang terjadi di luar hukum, peraturan, atau perjanjian internasional yang mengatur 
masuk atau keluar dari Negara asal, transit atau tujuan

Migrasi tenaga kerja: Perpindahan orang dari satu Negara ke Negara lain, atau di dalam negara tempat tinggal mereka 
sendiri, untuk tujuan pekerjaan

Negara pengirim tenaga kerja/negara asal: istilah-istilah ini berkaitan dengan negara dari mana sekelompok besar 
pekerja direkrut. Dalam hal ini, negara pemasok tenaga kerja utama adalah Indonesia

Konvensi Kerja Paksa ILO, 1930 (No. 29)110.

Agen tenaga kerja: Segala agen swasta selain badan pemerintah, yang menyediakan pekerja bagi pemberi kerja di luar
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Migran: Sebuah istilah umum, yang tidak didefinisikan di dalam hukum internasional, yang mengandung pemahaman awam 
tentang seseorang yang pindah dari tempat tinggalnya, baik di dalam suatu negara atau melintasi perbatasan internasional, 
untuk sementara atau selamanya, dan untuk berbagai alasan. Istilah ini mencakup sejumlah kategori orang yang telah 
didefinisikan secara jelas, seperti pekerja migran; orang-orang yang jenis pergerakannya didefinisikan dalam peraturan 
perundang-undangan, seperti migran yang diselundupkan.111

pekerja migran: orang-orang yang jenis pergerakannya didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan, seperti 
migran yang diselundupkan.
 
Migran dalam situasi rentan: Migran yang tidak dapat menikmati hak asasi manusia secara efektif, yang berisiko  lebih 
tinggi untuk mengalami pelanggaran dan pelecehan dan oleh karenanya berhak untuk meminta seorang pengemban tugas 
untuk meningkatkan tugasnya dalam memberikan bantuan. 

Pekerja migran: 
“Seseorang yang terlibat atau telah terlibat dalam kegiatan yang diupah di suatu Negara di mana dia bukan warga negara.”113 

Migrasi: Perpindahan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya, baik melintasi perbatasan internasional atau dalam 
suatu Negara

Siklus migrasi: Berbagai tahapan proses migrasi yang meliputi keberangkatan, terkadang transit melalui suatu Negara, 
imigrasi di Negara tujuan, dan kembali ke negara asalnya.

Dukungan psikososial: “Merujuk pada hubungan dekat antara individu dan aspek kolektif dari setiap entitas sosial. 
Dukungan psikososial dapat diadaptasi dalam situasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan fisik dari orang-
orang yang bersangkutan, dengan membantu mereka menerima situasi dan mengatasinya”114

Purna Pekerja Migran: Seseorang yang telah bermigrasi dan kembali ke negara asalnya.

Migrasi jalur resmi: Migrasi yang terjadi sesuai dengan hukum negara asal, transit dan tujuan.

Reintegrasi: Sebuah proses yang memungkinkan individu untuk membangun kembali hubungan ekonomi, sosial dan 
psikososial yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan, mata pencaharian dan martabat serta inklusi dalam 
kehidupan sebagai warga negara.

Remitansi: Transfer uang pribadi secara internasional yang dilakukan para migran, secara individu maupun kolektif

Norma sosial: Aturan perilaku (biasanya informal dan tidak tertulis) tentang apa yang dianggap dapat diterima dan 
perilaku yang sesuai dalam suatu kelompok atau masyarakat tertentu

Stigma: Penolakan, atau diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan karakteristik sosial yang dapat dilihat yang dianggap 
memalukan atau cacat.

Perdagangan Orang: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam 
negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.” 

Anak tanpa pendamping: Anak, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, yang telah dipisahkan 
dari kedua orang tua dan kerabat lainnya dan tidak dirawat oleh orang dewasa yang, menurut hukum atau kebiasaan, 
bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut.116 Dalam konteks migrasi, anak yang dipisahkan dari kedua orang tua dan 
pengasuh lainnya umumnya disebut sebagai anak migran tanpa pendamping (UMC).

Di tingkat internasional, tidak ada definisi yang diterima secara universal untuk “migran”. Definisi saat ini dikembangkan oleh IOM untuk tujuannya sendiri dan tidak dimak-
sudkan untuk menyiratkan atau membuat kategori hukum baru.
Diadaptasi dari Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, Prinsip dan Panduan Praktis tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Migran dalam Situasi Rentan.
Pasal 2 (1) Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (1990).
International Federation of Red Cross dan Red Crescent Societies
Protokol melawan Penyelundupan Migran melalui Darat, Udara dan Laut, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, 
umumnya dikenal sebagai Konvensi Palermo
Diadaptasi dari United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6: Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their 
Country of Origin (2005) CRC/GC/2005/6, 6.

111.

112.

113.

114.

115.

116
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Kerentanan: Dalam konteks migrasi, kerentanan adalah keterbatasan kapasitas untuk menghindari, menolak, mengatasi, 
atau pulih dari bahaya. Keterbatasan kapasitas ini merupakan hasil interaksi unik dari berbagai karakteristik dan kondisi 
individu, rumah tangga, komunitas, dan struktural

Orang muda atau pemuda: Istilah-istilah ini mencirikan periode transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa dan 
umumnya meliputi orang-orang dari usia 15 hingga 24 tahun.117

Dengan pengakuan itu, arti istilah “pemuda” bervariasi sesuai dengan konteks ekonomi, sosial dan budaya di berbagai masyarakat di seluruh dunia.117.
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 ANNEX III – LIST OF STAKEHOLDERS

Agency Type of Organization and Location

Yayasan Pengembangan Kemanusiaan Donders Faith-based organization, South-west Sumba

The Office of Manpower District government agency, South-west Sumba

The Office of Social Affairs District government agency, South-west Sumba

The Office of Women’s Empowerment and 
Child Protection

District government agency, South-west Sumba

Timor Ekspres Media agency, South-west Sumba

Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan (JRuK) Faith-based organization, South-west Sumba

Sarnelli Faith-based organization, West Sumba

The Office of Manpower District government agency, West Sumba

The Office of Social Affairs District government agency, West Sumba

The Office of Women’s Empowerment and 
Child Protection

District government agency, West Sumba

Local activist/ community organizer West Sumba

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Non-governmental organization, Jakarta

Ministry of Manpower Central government agency, Jakarta

Agency for the Protection of Indonesian 
Migrant Workers (BP2MI). Formally known 
as National Agency for the Placement and 
Protection of Indonesian Migrant Workers 
(BNP2TKI)

Central government agency, Jakarta

Ministry of Social Affairs Central government agency, Jakarta

Ministry of Women’s Empowerment and Child 
Protection

Central government agency, Jakarta

Coordinating Ministry for Human 
Development and Culture

Central government agency, Jakarta

Agency for the Protection of Witnesses and 
Victims (LPSK)

Central government agency, Jakarta

Village Head West Sumba

Village Head South-west Sumba

Migrant Care Non-governmental organization, Jakarta

PT Isti Jaya Mandiri Recruitment agency, Jakarta

LAMPIRAN III – DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN

Yayasan Pengembangan Kemanusiaan Donders Instansi Pemerintah Kabupaten, Sumba Barat Daya

Instansi Pemerintah Kabupaten, Sumba Barat Daya

Instansi Pemerintah Kabupaten, Sumba Barat Daya

Instansi Pemerintah Kabupaten, Sumba Barat Daya

Agen media, Sumba Barat Daya

Organisasi berbasis Keagamaan, Sumba Barat Daya

Organisasi berbasis Keagamaan, Sumba Barat 

Instansi Pemerintah Kabupaten, Sumba Barat 

Instansi Pemerintah Kabupaten, Sumba Barat 

Instansi Pemerintah Kabupaten, Sumba Barat 

Sumba Barat

Organisasi non-Pemerintah, Jakarta

Instansi pemerintah pusat, Jakarta

Instansi pemerintah pusat, Jakarta

Instansi pemerintah pusat, Jakarta

Instansi pemerintah pusat, Jakarta

Instansi pemerintah pusat, Jakarta

Sumba Barat

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Sosial

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak

Timor Ekspres

Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan (JRuK)

Sarnelli

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Sosial

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak

Aktivis/pengurus masyarakat lokal

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

Kementerian Tenaga Kerja

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI). Secara resmi dikenal sebagai Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(BNP2TKI)

Kementerian Sosial

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan

Badan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Kepala Desa

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlind-
ungan Anak

Lembaga Jenis Organisasi dan Lokasi
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 ANNEX III – LIST OF STAKEHOLDERS

Agency Type of Organization and Location
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Sarnelli Faith-based organization, West Sumba

The Office of Manpower District government agency, West Sumba

The Office of Social Affairs District government agency, West Sumba

The Office of Women’s Empowerment and 
Child Protection

District government agency, West Sumba

Local activist/ community organizer West Sumba

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Non-governmental organization, Jakarta

Ministry of Manpower Central government agency, Jakarta

Agency for the Protection of Indonesian 
Migrant Workers (BP2MI). Formally known 
as National Agency for the Placement and 
Protection of Indonesian Migrant Workers 
(BNP2TKI)

Central government agency, Jakarta

Ministry of Social Affairs Central government agency, Jakarta

Ministry of Women’s Empowerment and Child 
Protection

Central government agency, Jakarta

Coordinating Ministry for Human 
Development and Culture

Central government agency, Jakarta

Agency for the Protection of Witnesses and 
Victims (LPSK)

Central government agency, Jakarta

Village Head West Sumba

Village Head South-west Sumba

Migrant Care Non-governmental organization, Jakarta

PT Isti Jaya Mandiri Recruitment agency, Jakarta

Kepala Desa

Migrant Care

PT Isti Jaya Mandiri Agen perekrutan, Jakarta

Organisasi non-Pemerintah, Jakarta

Sumba Barat Daya
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LAMPIRAN IV – LEMBAR PERSETUJUAN

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Penelitian ini merupakan bagian dari proyek International Organisation of Migration (IOM) Assessing Stigma for Prevention, 
Improved Response and Evidence base (ASPIRE), yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan para migran dan 
meningkatkan dukungan bagi para pengungsi yang kembali. Penelitian ini akan membantu memberi masukan bagi kegiatan 
program dan pelatihan di Indonesia.

Saya …………………………………………… setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan atas nama IOM.
Partisipasi saya dalam penelitian ini bersifat sukarela. Saya memahami bahwa saya tidak akan dibayar atas partisipasi      

Saya dapat menarik atau menghentikan partisipasi saya kapan saja selama wawancara tanpa dikenakan sanksi.
Saya mengerti bahwa pembahasan dan informasi akan sangat berharga untuk penelitian. Namun, jika saya merasa 
tidak nyaman dalam segala hal selama sesi wawancara, saya berhak menolak untuk menjawab pertanyaan apa pun 
atau mengakhiri wawancara.
Partisipasi melibatkan wawancara oleh peneliti yang ditunjuk IOM. Catatan akan ditulis selama wawancara.
Saya memahami bahwa nama saya atau apapun yang akan membuat saya dapat diidentifikasi tidak akan dimasukkan 
dalam laporan atau publikasi apa pun dari penelitian ini.
Setiap informasi identitas pribadi yang saya bagikan akan disimpan dengan aman dan tidak dibagikan di luar tim 
peneliti.
Jika selama wawancara, peneliti diberi tahu ada orang yang saat ini mengalami pelecehan serius atau berisiko tinggi 
mengalami bahaya yang serius dan segera terjadi, saya memahami bahwa peneliti mungkin perlu melaporkan hal 
ini kepada pihak berwenang dan oleh karena itu dalam hal ini akan ada pembatasan kerahasiaan.
Tujuan dari penelitian ini telah dijelaskan kepada saya dan saya telah diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan 
saya.
Rekaman audio dan/atau foto wawancara hanya akan dibuat dengan izin tertulis dari saya. Jika saya tidak ingin 
direkam atau difoto, wawancara tidak akan direkam secara digital.

Harap lingkari:

 SAYA SETUJU / TIDAK SETUJU untuk direkam selama wawancara.

 SAYA SETUJU / TIDAK SETUJU dengan diambilnya foto selama wawancara.

Saya berpartisipasi dalam penelitian ini dengan bebas dan memahami ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam lembar 
persetujuan ini. Saya memberikan izin kepada IOM dan para peneliti yang bertindak atas nama IOM untuk mengumpulkan, 
menggunakan, mengungkapkan dan membuang informasi yang telah saya berikan.

Ditandatangani                         Tanggal

Tanda Tangan Juru Bahasa                 Tanda Tangan Orang Tua/Wali
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Didukung
oleh IOM Inggris 




